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PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung B. Pulau Senoa Lantai | - Natuna,
Kepulauan Riau 29783

Email :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 01.1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA

menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
pelayanan publik, diperlukan Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
pelayanan,

b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan untuk
memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan
tugas, memperjelas alur kerja, tanggung jawab, wewenang,
serta tahapan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan
kKetiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 107, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4880),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4237},

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang pemerintah
daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peraturan
pelaksana organisasi perangkat daerah Kabupaten Natuna

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang
kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 7 Tahun 2025.

Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna.
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
NATUNA.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Dinas ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh
aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dalam
melaksanakan tugas, fungsi, kegiatan, dan pelayanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, seluruh
pelaksanaan tugas dan pelayanan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Natuna wajib berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, serta dilakukan evaluasi dan pemutakhiran
sesuai dengan kebutuhan dan perubahan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

N Y enbing Utiiriia Muda
NIP. 19670803 199303 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, karena atas
karunianya dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun
2026, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Natuna.

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah meenjadi
pedoman dasar bagi instansi Pemerintah dilingkungan Dinas Perhubuungan
Kabupaten Natuna untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur
Pemerintah. Agar setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki
Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing OPD.

Dengan adanya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini maka
kita bisa mengevaluasi kinerja kita Pemerintah, karena apabila lambat dalam
melaksanakan tugas maka akan teriihat dibagian alur mana yang menjadi
keterlambatan sehingga Pemerintah Daerah bisa mengevaluasi kembali untuk
menyelesaikan keterlambatan tersebut.

Manfaat bagi masyarakat sangat besar, fterutama bagi instansi yang
berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan adanya Standar Operasional
Prosedur (SOP) Maka masyarakat akan jelas dalam alur pelayanan dan kejelasan
penyelesaian pelayanan diberikan oleh Pemerintah.

Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dijalankan oleh aparat
pemerintah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga
berdampak positif yaitu meningkatkan kinerja Pemerintah terutama dalam pelayanan
kepada masyarakat, kemudian Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi salah
satu bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Natuna yang cerdas dan
mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan.

Ditetapkandi :@ Ranai,
Pada . 0% Januari 2026




DAFTAR ISI

A. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
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Pengangendaan Surat
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Pembuatan Surat Edaran
Penerbitan SK Kepala OPD

Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD)

Pelayanan lzin Penelitian Mahasiswa

Rekapitulasi Kehadiran Kerja ASN

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Cuti Aparatur Sipil Negara

Pelayanan Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler

Pengusulan Pensiun Aparatur Sipil Negara

Pelayanan Pengusulan Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu
Pelayanan Usulan lzin Belajar dan Tugas Belajar

Pengusulan Ujian Dinas

Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian ljazah

Pelayanan Usulan |zin Perceraian

Pengusulan Mutasi Keluar dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
Pengusulan Mutasi Masuk Dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
Pengusulan Perubahan Status CPNS Menjadi PNS

Pelayanan Usulan Taspen

Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Pengusulan Penjatuhan Hukuman Dislipin PNS

Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

Pelayanan Usulan, KARIS KARSU dan KARPEG/KPE

Pengusulan Pengharaan Satya Lancana/PNS

Pembinaan Aparatur Sipil Negara
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Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ANJAB dan ABK)

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

» Penanganan Pengaduan Masyarakat
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Penyimpanan Barang

Pelayanan Tamu

Persiapan Pelaksanaan Rapat
Penanganan Rumah Tangga Kantor
Prosedur Pengumpulan Data

Persediaan Fisik Persediaan

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

» Prosedur Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
Prosedur PenyusunanLaporan Tahunan

Prosedur Penyusunan LKJIP

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Prosedur Pengajuan SPP-UP

Prosedur Pengajuan SPP-TU

Prosedur Pengajuan SPP-GU

Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
Prosedur Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

Prosedur Pemeriksaan Anggaran Kas

Prosedur Pembayaran Gaji

Prosedur Pembuatan SPM

Prosedur Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Keuangan

Prosedur Penerbitan SPP-GU Nihil atas UP

Prosedur Penyusunan Rencana Strategi (Renstra)
Prosedur Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)



C. BIDANG

» Tagihan Jasa Tambat Labuh Kapal

» Pengusulan Izin Bongkat / Muat Barang di Pelabuhan

» Pengawasan Aktivitas Bongkar Muat

» Info Running Text
a. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan

» Masuk Penumpang /Kendaraan di Pelabuhan/Dermaga/Terminal

» Penerbitan Rekomendasi Izin Trayek

» Pengaduan Gangguan Penyediaan Penerangan Jalan Umum, Alat Pemberi
Isyarat lalu lintas dan Rambu Lalu Lintas

» Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Umum Angkutan Penyeberangan

» Permohonan Bantuan Pengaturan, Penjagaan dan Rekayasa Lalu Lintas

» Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN)

» Rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Plat Kuning)
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PENDAHULUAN

Standar Operasional Proosedur adalah pedoman atau acuan untuk
melaksankan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi
pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan
tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit Kerja yang bersangkutan. Tujuan
(SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan
kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good govermance.

Standar Operasional Proosdur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain digunkan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan
dengan ketetapan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja
organisasi publik dimata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua
satuan unit kerja instansi Pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnya setiap
satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional
prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

A. Maksud dan Tujuan
Maksud
Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai tahapan yang
dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

Tujuan

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

2. Terwujudnya persamaan persepi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan.

3. Terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pelaksanaan
tugas.

B. Manfaat
Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Natuna meliputi antara lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seseorang dalam menyelesaikan tugas.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual pejabat dan pelaksanaan dan organisasi secara

keseluruhan.

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat yang telah dilakukan.

b



6. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam
berbagai situasi secara efektif efisien dan akuntabel.

7. Memberikan informasi mengenai kulifikasi kopentensi yang harus dikuasai
oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

8 Membeikan informasi bagi upaya peningkat kompetensi pejabat dan
pelaksana.

9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang
pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya,

10.Sebagai instrument yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.

11.Menghindari tumpang tindih pelasanaan tugas dang fungsi.

BABII
PENJELASAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP

. Isi Form Sop

Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang

distandarkan, yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut

membentuk satu kesatuan proses. Adapun informasi yang dimuat dalam

dokumen SOP antara lain sebagai berikut:

Nama SOP, nama prosedur yang di SOP

Satuan kerja /unit kerja

Nomor dokumen, nomor prosedur yang di SOP kan

Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP kan

Tanggal revisi, tanggal SOP direvisi:

Tanggal efektif, tanggal mulai diberlakukan :

Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten

Dasar hukum, peraturan perundangan -undangan yang mendasari

prosedur :

9. Keterkaitan, memberikan penjelasan keterikaitan mendasari prosedur yang
diistandarkan dengan prosedur lain yang diistandarkan

10. Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan
yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan)
Peringatan memberikan indikasi berbagai permsalahan yang mungkin
muncul dan berada diluar kendali pelaksana ketika prosedur
dilaksanakan,dan berbagai dampak yang ditimbulkan .dalam hal ini
dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya

11. Kualifikasi personel, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai
yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang di
standarkan.

12.Peralatan dan periengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

@NBO LN



13.Uraian SOP, dijelaskan langkah -langkah kegiatan secara terinci dan

sistematis dari prosedur yang distandarkan. Agar SOP ini terkait dengan
kinerja dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengindikasikan
mutu baku tertentu, seperti: waktu yang diperlakukan (standart input) dan
outputnya. Mutu baku ini akan menjadi kendali mutu sehingga produk
akhimya (end product) dari sebuah proses benar -benar memenuhui
kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standard
pelayanan.

14. Pencatatan, memuat berbagai hal yang periu didata dan dicatat oleh setiap

pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur dalam pelaksanaan
prosedur yang telah distandarkan. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-
formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pegawai yang terlibat dalam
proses, (misalnya formulir yang menunjukan perjalanan sebuah proses
pengolahan dokumen pelayanan perijinan. Atas formulir dasar ini, akan
diketahui apakah prosedur sesuai dengan mutu baku yang ditetapkan
dalam SOP). Setiap pegawai yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan
untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukan, dan memberikan
pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada
langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen
yang memberikan informasi penting mengenai "apakah prosedur telah
dijalankan dengan benar.”

B. Prinsip Pelaksanaan SOP

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a,

Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,
oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi
pemerintahan.

Komiten. SOP harus dilakukan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran
organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi.

Perbaikan Berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap
penyempurnaan-penyempurmnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-
benar efisien dan efektif.

Mengikat. SOP harus mengikat pelaksa dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.

Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran
tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu
tidak melaksanakannya peran dengan baik, maka akan mengganggu
keseluruahan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses
penyelenggaraan pemerintahan.

Terdokumentasi dengan baik, seluruh prosedur yang telah distandarkan
harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan referensi
bagi setiap mereka yang memeriukan.
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Namor S0P ]m / DISHUB /1 / 2026

Tgl Pembuatan |5 lanuari 2026
| Tel Revisi
Tgl Pengesakan |5 Januari 2026
Disahkan Dieh KEPALA DINAS PERHUBLNGAN
KABUPATEM NATLINA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAD LLAZI SE
NIP. 196708031993031001
Nama S0P : PENANGANAN SURAT MASUK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Lndang Republik indonesia Nomor 43 Tahun 1599 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 8 Tahur 1574 Tentang Pokok pokok kepegawalan

2. Peraturan Bupali Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.

1. Memahami dan menpetahui alur dan tala carn penggandasn surt

Keterkaltan

Peralatan / Perlenghapan

1. SOP Penangan Surst basuk

1. Lembar Korja

2, S0P Penangan Surat Keluar

2. Alat TullsIKartor

3. 50P Pangitiman Surat Keluar

3. Kempubar § Laptop [ Printes

Peringatan

Pancatatan dan Pendatadn

lika S0P Penggancaan Surat tidak ditaksanakan, maka 2kan menghambal kegiatan kearsipan

1. Kepalz GFD
2. Szkretaris OFD

i Lembar Disposisi/Arahan, Tanda Targan
| Lembar Disposisi, Paraf

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Lembar Disposisi, Paraf




SOP PENANGANAN SURAT MASUK

Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
AKTIVITAS Wk ot
Pengadministras| Kasubag Umum dan Sakroturis | Kopsia Diias Kelenghkapan u Cutp
Umum Hepagawalan
Menerima beckas [ surat masuk Surgt masuk Smanit  |Surat mauk
Meregestral surst masuk kerdalam buku surat masuk, Surel masuk yang El.thh Surat wh$ln; 5-"-"!""
membuat lembar pengantar surat yang disamgaikan ditangant punqldm:ﬂ_ﬂms[ 10 menit |ditangani pengadministras
kepada kasubag umum dan kepegawalan umum, lembar disposisi windm
1 Sural masuk yang sudah surat masuk yang sudah
Menerima surat masuk dan memboat dispasisl yang - m didi it b i g thelt |didisooulsh kesibag U
ditujukan kepada selretaris OFD kepagawaian dan kapegawaian
Menerima dan membuat disposisl #tas surat yang ﬂ L - Surat mll:ud: yang sudah & manlt Surat rnu_ul: yang sudah
masuk kepada kepala OPD didisposisikan sekretons didisposisi sekretaris
|
Mempelajsr] surat masule, jlka tidak setuju |
ditindakianjutl g kembalikan kepada kasubag umum |
kepagawaion uniuk diarsipkan, jika setuje untuk . | = Buiral FrRsyl yisrp sudah it s W BN
| mposis| untuk i . 10 menit
FIEIEAS (RAULE MR DR S5 P03 didisposisikan sekretaris didisposisl kepata OPD
menindaklajutinya sesual dengan peruntukanmys surat
tersebut dan disampatkcan kepada kasubag emum dan
kepegawaian,
Menerima can mempelajan suart masuk yang sudah
diposisikan kepada dinas perhuburgan selanjudmy: - EE — Surat masuk yang sudah L0 menit |39t masuk yang suda
memerintahkan pengadministrasl umum unfuk didisposisikan kepals OPD didisposisl kepaia GPD
mendistribusikan kepads bideng, I
] Surat masuk yang sudah
Menerima surat masuk yang sudah didisposisikan , n Sural mﬂu‘rl yang sudah i0menit |dicispasisi akan
selanjutnye didistribusikan kepada bidang, didisposisikan kepala OPD didistribusikan




MNomaor 50P D2 / DISHUB /1 / 2026
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA Te! Pembuatan |5 Januari 2026
PROVINSI KEPULAUAN RIAU -
DINAS PERHUBUNGAN | TEl Revisi
Tgl Pengesahan |5 Januari 2026
Diszhkan Oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PATEN NATUNA
Y -1 #" LLAZI,SE
: = NIP. 196708031293031001
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Nama S0P : PENANGANAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undiang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok kepegawaian

1. Memahami dan mengetabui ttn cara penanganan surat keluar / alur surat keluar

2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.

Ketarkaltan

Paralatan / Perlenghapan

1. 50F Penangan Surat Masuk

1. Lembar Kerja

2. S0P Penangan Surat Kelusr

2. Alat Tulls Kantor

4. Kompurer / Laptop / Printes

Paringatan Pancatatan dan Pendataan
Jika SOF Penggandaan Surat keluar tidak diaksanakan, tidak dilaksanakan akan mengakibatkan 1. Kepaia OPD ; Lembar Dispasis|fArahan, Tanda Tangan
terhambatnya arus surat keluar 2. Sekretaris OPD ¢ Lsmbar Disposisi, Paraf

3. Kasubag Umum dan Kepsgawaian : Lembar Dispotis], Paraf




Neormor S2P 04 f pesHUS /) f 2026
i Td Pambuatan |5 Januari 2026
g | Tit! Revisl
o -E-" Tgl Pengesanan |5 Januari 2026
e Disahkan Oleh KEPALA DINAS. PERHUBUNGAN
PATEN NATUNA
PEMERINTAM KABUFATEN MATLINA
DINAS PERHUBLINGAN
SERRETARIAD
| SE
MIF. 19670H031993031001
Nema S0P PEMEBLIATAN SURAT EDARAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelalsana

1. Undarg-Undeng Azpublikindoness Nemer 43 Tahun 1993 Tentang Perubahan ates
Undang-undang Nomor B Tahun 1674 Teptang Pokok pokok kepegawsian

2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nosvor 41 Tahun 2023 tentang Tata Nadkah Dinas.

1. Memubemi Pembustan Sursd Edamn

Katerhaltan

Peralatan [ Perlengopan

1. S0P Farangan Surat Masuk

1. Lewnibar geega

2 S0P Panangan Sueet Heluar

2, aat Tulle Kanis

3. 50P Pangirenan Turat Keluar

3. Kinspoted [/ Laptap J/ Printnr

1. Ksubsig:Umum den Kepegawaion

Peringatan Pencaiatan dan Pocdataon
Jikn SOF Papgandasn Surat Kitaar fidak @laksanak o, fidak didaksanotan yon mongakibotian 1. Kepata OPDY : Lembar Dsposisi/&rahan, Tanda Tangan
torhambiiteys sTus surat keluae 1. Safratariy OPD : Lemnbrar Disposist, Paral

T Lembnar Disposisl, Paraf




Nomar S0P 05 / LisHUB /| f 2026
PEMERINTAH KABUFATEN NATUNA Tl Pembuatan 5 lanuari 2026
PROVINSI KEPULAUAN RIAL Tg! Hevisi
DiMAS I.IBI.IHEI.H Tyl Pengesahin |5 lanuari 2036
: ; [ |Disahkan Clsh KEPALK DINAS PERHUBLNGAN
UPATEM MATUNA
LLAZLSE
NI, 156T08031993031001
SUBBAG UMLIM DAN KEPEGAWALAN
Noma S0P ! PENERBITKAN SK KEPALA OPD
Casar Hukum |Mualifilkasi Pelakaans
1, Permendagri Nomar 52 Tahun 2011 tentang S0P di Lingkungan Pemarintah Frovinal dan 1. Memohomi pembnitin Surs Keputisan
Kabupaten/Kota,

2, Permen PANRE Normor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOF Adminksirasi
Pemerintahan,

1 Peratursn Daersh Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentuksn dan
Susunan MFerangkat Daerarn

4, Persturan Bupat] Natunz Nomer 1 Tahus 2022 tentang Susunan Organisos|, Tugas dan
Fingsi Serta Tato Kerje.St2f Anll, Sekretariot Dugrah, Sekretariat DPRD, Inspestorat Daerah
dan Badan Kabupaten Natuna, Pératurar fnl kemudian mengalami perubahan, tzrakhir
dengan Peraturan Bupat! Nituna Nomor S Tahiin 2024

Ketarknitan

Peralatan / Perlenghapan

L S0P Penmngan Surst Masuk

1. emnoat Rerje

1. BOP Penangas Surst Kobuar

Z. Nlat Tuils Kapiar

. S0F Pengiriean Surat lelus

A, Kemputer | Lepiop / Prnter

Pesinjgnian

Pencatatan dan Pendatann

1 Jika 508 Pernbuitan Sorat Gepuusan tldnk diskunakan maka akan monghambat begatan pesyeharan
infarmnd | Yacs Nakah Oings

1. Kepala PO Lismbar Disposisi/&rshan, Tenda Tangas
2, Selretasiy OFD ! Lambar Disposisl, Pacal
3 Eaiubag Umum dan Kepegavwaien : lember Dlsposisl, Paral




SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA OPD

Pelaksanaan Mty Baku Huterangan
ND AKTIVITAS Kasubag wmum dan Pengadministrasi Skias Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Output
kepegawalan umum
Menerima pengadministrasi umum untuk menylapkan Gl o s auirid
1 |bahan/dats pembustan Surat Keputusan kepalaOFD, ] Sural masuk 30 menit PR
dan mamerintahkan untuk mengetk 5K sesual konsep pu
Manyiapkan bahan/dats pembuatan 5K kepala GPD
] ki
2 |dan mengetik draff 5K, diserafikin kepada Kasubag E- Dispasisl 0 menit Vsl g Soruugin
kepala dinas
Limum dan Kepegawalarn.
Memeriksa draff SK kepala OPD, Jla tidak setuju [ Tidak
3 dikemibialikan kepada pengadminlstrast umum untuk _@.} Draff surat keputussn kepsla 15 manit Draff surat keputusan
diperbalki, jlika setuju diparaf dan diserahkan kepada dinas kepaia dinas
sekretaris OPD | il i
Memeriksa draff SK kepata DRD, jika tidak setuju | l
a dikemballkan kepada kasubag umum kepegawalan | N {b Craff surat keputusen kepsis m— Draff surat keputusan
untuk diperbalkl, jika setuju diparaf dan diserahkan dings kepals dinas
Jhnpnla kepala DPD tidak ya
nemariksa draff 5K kepala OPD, [ tidak setufu
= dikermbalikan kepata sekrataris untuk diperbaikl, jika ' Oraff surst keputusen kepsia —— Surat keputusan kepala
setuju ditandatangani dan diserahlean kepada kasubag . @3’ |dines dinas
umum kepegawalan
e tidak
Menerka 5K kepals OPD dan diserahkan kepada I Dvaff surat keputusan kepala . |surat keputusan kepaka
s pengadministrasi umum - dinas il dinas
[ Menerika SK kepala GPD, memberi nomor stempel, (1 - m Draff sural keputusan kepaia (o ment 597t keputusin kepala
dart disiryipkan serta diditribusikan =t dinas dinas




Nomor 500 03 / SOP-DISHUB/ | / 2026
Tgl Pembuatan |5 Januari 2026
Tgl Revisi
Tl Pengesahan |5 lanuar| 2026
[Hsahkan Oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
i r UPATEN NATUNA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAD MIP, 196708031953031001
Nama S0P : PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) dan SURAT PERINTAH
PERJIALANAN DINAS (SPPD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Pesaturan Bupati Matuna Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas

1. Mengetahui dan memahami peraturan pembuatun SPT dan SPPD

Keter kaitan

| Peralatan [ Perlengkapan

1. S0P Penangan Surat Masuk

L. Lembar E2rja

1. Aat Fulis Baitod

3. Komplter fLaptop [ Primtes

friakiar akan menghambat proses Eegiatan penugssan ASN

| Peringatan Fencatatan dan Pendatasn
1. Kepala OPD ¢ Lambar Disposisl/ Arahan, Tanda Tangan
1. Jiica SOP Pembuaran surat perdntah tugas ($PT) dan surat peelntah perfalanan dinas {SPPD) disbaikan 2. sakretatls OPD : Lembsar Dispasisi, Paraf

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Lembar Disposisd, Paraf




SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

ANTIVITAS

Frelmhaanan

Bty Baku

Pengadminiytras)
umunT

Sokratarts

Wepala Dinas

Kzsubag Urrum

day Kepegawasan

Kalnnpkapsn

Wakty

Cutput

Mignatiria undangen ramat, pelathan dan bimtsngsn okais
dari kementerian/ embagnfat an kera pemnghat
daerahfinatitus) (K00 | meng@gendakan dan mekzmpitkan
lemibar @inpossl, diampoikan bepeda sekretacis QPO

€3

Buku sural mesul. sural
ungdangan, lembal disposins

§ menit

Sirat masul yang sudah
gk endalivan

MERECimD Wit undsngan regat, pelaten dien bmbingsn
ek, gan mamyampaikon embiar deposly kepats begals
dinay untuk mohan arahan

Sured masuk yang sudah
dikmndalken

5 manit

Lambar pargantes swal

Wemssiksa weat undongan rgat petatihan dan Bmblingan
teknky, membuat arahan peds embsr dispoul, i tdsk
stufu untuk menghadin dan dikembaliah woasda sekretants
CFPD Lniuk dideburmentasiksn, jks satuju memadatsikan
kmubag umum kepagawalan untuk menerbitkan £5T dan
Shro

Sural masuk yang sudah
ikl

1 il

Arghen dan kegala OFD

Mermerintzhkan pmgadministras wumem untul membustSeT
dan SFFD

Acatian darl kepala OPD

& mendt

Tindakiacnfut arshin kepals
[a_ga]

Membuat draf surat perlntah tug dans SPPD, wisual srahan
kirpata OPD selanjutoya desmpalion kegads kasubag umem
dan wepegiwalan

Arahan dan hapala OFD

20-manit

Oraff SPT dan GPPD

wiermeriksa draff wrst perintab tugas din SPRO. (ke ddek
st dikemibalinan kepada pengadminiitrad wmum unid
diperboiki, lka s=iuju diparsf, selenjutnys dissmpalian
kpida sekreies GPD

Oraff 8PT dan SFPD

10 manit

Drafl ST dan SPPE ysnj
widat diparaf kasutag

ok draff ST dan SPPE, ke tidek setuu diombsliian
kppacka kesubag umuim dan kepegewalan untuk perbaikan
[lka setuju diparal, disesakikan kepada kepala 90

Draff SPT dan SPPD yeng
sudsh diparal hasubag

10 menif

orafl 5FT dan SFPD ying
wudah diperaf sekretaris

teme ik draft SET dan SOPEL, jka ridak setujo diosmibalkan
kepada tokretsrs Latul perbalkan, ke st
ditandatangant,s ryjutoyn memerintnhien kisubag umam
dan kepagawaisn untuk mandiiisbulben SPT dan SPPD
sbauH dergen poruntuken

Draff SPT dan SPPD yang
wuduh dipsraf sakntatis

5 it

SPT dadt SPPD

Memarinkahkian pengatminisras wmuaem ik
mengardekan S dan 5PPD dan-dAdstribudkannya sesusi
dengan peruntulsnmm

SPT dan SPPD

5 menit

SPT dan 5PPG

10

Mangegandakan SFT dan SPPD dan miendistribuslkin sesai
diangan parsntukEnnya

BFT dan SPPD

5 menit

Dakumantati berkas




MNamaor S0P 06 [ DISHUE / 1/ 2026
Tl Fembuatan 5 Januar 2026
Tl Revisi
Tg! Pengissahan 5 lanuari 3026
Cisahkan Oieh KEPAR DINAS PERHUBLINGAN
PEMERINTAH KABLIPATEN MATURNA
DINAS PERHUBLINGAN
SEERETARIAR WIP, 196708031993031001
Nama S0P :wmrmmwmﬂmmnmsrmmmwnmw
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Perbup Hatuna Momor 81 Tehun 2093 tentang Tate Naskah Dipes

2. Perbup Matuna Nomor &2 Tatun 2003 tentang Perfplanan Dines

Perbup Matune Nomor 22 Tabiun 2024 - karenia merupsksn parubaien stas ferbup &2

1 SAprnkarmi ketenhaan e naskal dine San saralzran dnpy

1, Memakami tugas dan furgs peranghont destah:

3, Wimmakarmi damingtrasl epegawalan can admidtras parerrintasim
4 papmmabami pergesolsan kausngan denrah don pertangiongiawation perkalanan dinse:

3 5 Wlampe mangopsrasivEn kormputer dan apliles) cerkaronn
Tahun 2023 ttiismya bl
! Mk oon # o oy & Mampe menyusst dan mamuerfikes ST SFPD, serta kelerghacan perjlanan dioas,
” 7. Memildhi ketalitzan, kecermatan, den kemEmpusns administras;
8, Pojshat ynrg barwenang memilik kewenangn until menpat ol mesandatangan dokurmmn sesusl ke,

5.
Keterkaitan Prralatan / Perlenghapsn

1, |50 pesarganan sutal masuk 1. Lemnbar Kerjn

A ALt Tuli Kentet

1 Mompiset / Lipiag | Prnter

Illr-ubu wrmurn dan kepagrwalan

[[Peringatan Pencatatsn dan Pendataan
Ilapﬂll Qeo Lembar dispaaial / srahan tasdatangan
Jike SOF pemblatan susnt permiat tges [SPT) dan sisrat peralanan dinas (SPPEY disbaikan miks
L sk mbnghnmbiat proses oegatan penugacin ASh Sekruinrl OFD * Lembar disposisl, paral
. Lembar dispasisi . paraf




SOP PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PERIALANAN DIMAS (SPPD)

prEruntlem gD,

Pengadmintstrayl Wa Oty Mt
Na. Akthritui ey Sebiratarly OPD Kepsla OPD T Kelnnghapan et it
1 [ Mermrimia Undargen Rapat, s mkaran Sines dan/atiy bagietan Surat dines, urdaagan, das/atau  ddeniy Surat dinay wng anan ditingaklanjuti
diorl Piryplasn, Sekretarls OPD, Keouls OPD, stau pe)sbad yerg m disporiil
berwanang,
i) Menerima Surst Undangan Renst, Perjalsnin can Bimbengan i Surat i yang Audsh dic sposisien |5 Men Lembind [Rngaiar surat
Tukris, dan menyiagkas bahan disponly hepads Kroats RO E y
3| Mnelaan'don mistgo sl Surat Poriatah Tugas (SPT), [ike oxak § Surat vl vang sual didispasiian | 10 Manit Aranan g tnpale QPG TiclahYa
aedurdl Hiarmsabian mepadn pengedniobliebl wmam unte ﬁv
diporoalkl Jika sesusl, disruskan kepads Tepala 000 untuk
ditandatingand
2 Memverill kel Pangagiristranlar Umum uatul membdat S5 dan Arahah fo Espals OPD 5 Mg Tindak lamutarahan kopats 0RO
sppo, [
Bl hemauat draft Suril Perinmh Tugo don SPED weiudl wahan Arahan dirl Kopala GPFD 20 Menil Oralt SFT gan SRPD
Rapala R0, wlanjutrys dlmpalian kepada abag Umum
|Kepagawaiar.
6| Memerlisa oraft 59T den SPP0 yang Lslan dibuat oleh | Dwafft $7T dan SPPO yong wudah afitung |10 Menit Dealt SET g §FPD yangsudah Taakia
g admiimivtrasl armure. e tidsk sesain) dikembalikin urtike _‘*_ gizerbaiki
dparbmkd, fikn sesam ditandatangeni. -
T dmrmmtikan drah ST dan SR00, jika teiak sesuni dikerhsitkan Dealt 59T dun SPPD yung tudsh 10 Mantt Draft 5P e SPRD Ticak/¥3
nepada Ebaag Umam uritus dpeipid, (ke seseal dithndatangeni. +$ mperbalkl
B Marmariksa dratt 59T dan SPPO, ik Uelak simsoal 8lkeimbaikan Ceaft SAT dan SPR0 yimg sudah N Mgl Deaft SPT g 5000 Tiedak¥3
kenpada Skremarie untik Soerbalk, jike wealdianeaaogan alah P = diperics
Kiepaly OPD,
S hanrmasintanian Pevgadmantirtas U entul rongassioken 567 SPFT dan 5FRD % Meni SFT dan SFFC
i BAPDE serts mendistibusicarays seiu derjin ; m
perUATuEANNYE.
10| Mangersipian 7T dan SPPO can rendistribushan sesuat dengan " SPT das SFRD 5 hlanit Deiamanas Barkn




Dasar Hulum

Nermar S0P 07 foisHUB /1 2026
Tgl Pernbuatan |5 lanuari 2046
Tl Revisi
Tgl Pengesshan |5 Januari 2006
MHsahkan Dlak KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PATEN NATUNA
PEMERINTAH KABUPATEN MATUNA
DINAS PERHUBUNGAN LSE
SEKRETARIAD NIP. 196708031933031001
Nama 50P ; PELAYANAN [ZIN PENELITIAN MAHASISWA
Kualifikasi Pelaksana

1. Permen PANRE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan S0P Administrasi
Bemarintahan.

1. Mengetabul tugas pokok, uraian fegas dines
2. Memifiki kemumpuns pengelahan dita

2, Pergturan Caerab Kabupawen Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

3, Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tabun 2022 tentang Susunan Chrganisasl, Tugas dan
Fungs Serta Tata Kerja Staf Ahll, Sekretarist Dasrah, Sekeetariat DPRD, Inspektorat Dasrah
dan Badan Kabupsten Natuns, Peraturan inl kemudian mengalami perubahan, terakhir
dengan Peraturan Bupati Natuna Namor 8@ Tahun 2024,

Kotarkaltnn

Peralatan / Pedengkapan

L S0P Penangan Surat Masuh

L Lembar Kirjs

|2, Abkat Tulls Kantge

|3 Komputer [ Laptop / Printes

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Itk SOF peloyanan i perelitian mahasiswa tdak dlaksanakan sssual dengan  wirktu yang ditsntukan
akan mengakibatkan tertundanya penelitlan vang shan dilskukan mahasiswa:

1. Kepala OPD :Lembar Dspasisl / mwrahan, tanda tangan

2. Selcratatis OPD : Lembat Disposisi, Parif




SOP PELAYANAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA

Pelaksanaan Mutu Baku
ANTIVITAS P loln Kasubag umum
Pamahon .""mn dan Sehretaris OPD | Kepals Dinas Kelengikapan Walkitu DCutpert
. epagawaian

fbisepecahican parmohanan Lin penelitisn, diserakikcan '

st {Ifj Berkas permohanEn SMenit |Berkas pemghonan
hterdeliti b ronn permohonan bin penelitian, |

mienindakisn|utl disposls kepate OPD, [lka ditelak maka @ .

- - Barkas I 30 Menit | LHsposis

berkas dikembalikan kepads pemahion, Jlia s | pemohonan dispasisi pesis

rmermbsat deafl surat izin panelittan |'

[Memeriksa drafé surat kzin penalitian, [lka tidak setulu I J

dikemballkan kepada pangelols kepegawalan Urbk Q Berkas parmohanan dan S Kot Berkas parmohonsn dan
pertaikan dan Jika setuju & paraf dan diserahkan disposis draff surat izin penelitien
kepada sekretaris ORD |

mMemariksa draff surat gin penelitaan; jike tdak setuju | 1

elikambalikan kepads kasubag umum din kepegewelen _@ ) Berkas parmohonan dan draff |erkas permohanan dan
umtlk paErbaikan dan |k s=tuju di paesf dan diserahkan - | sural xin panalilian drafl surut lain penelbtian
kspoda kepaln OFD

Mermerikaa draff surat (ein peaelithan, ki tdak sa1iju

dikmmbalikan kepada sekretaris OPD untuk parbaikan Barkas permohonan dan draff s Menkt Berkas permahonen dan
dan jlla setujy ditandatangani dan diserabban bapada surat lzin ponelitian draff surst kin penelitian
Hhasibag wrmum dan keoegawalan

- —f— - - — +
Menerima surat izin pensitian, diserahkan kepads [ﬁ Berkas permohanan dan drafl
pengadministrasl umum 7 |izin pansliilan SEOR  UBLAE pET )
= =1

Penggandakan, mengarsiekan, dan didistribusikan '

kepads bidang vang disetujul, dan dissrabkan kapads II 'E;hr;qﬁﬂm:: barkas dan Sufal | o \venit (Dokumen berias
pamahan |

L

Menerime surat izin perelitian, mensndstangan tanda m Tanda teAma, surat wn % Menit Surat zih paneltan diterima
terima |pen:alﬂlm pimehon




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DIMNAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAD

Nomor SOP 0B / DISHUB /1/ 2028
Tgl Pembuatan |5 tanuwar 2026
Tgl Revi
Tgl Pengesahan |5 lanuar] 2026
Disshkan Oleh KEP DINAS PERALUBLUNGAN
BUPATEN NATLINA
ALLAZSE
NIP. 196708031953031001
Nama S0P : REKAPITULAS] KEHADIRAON KEREA ASN

Dosar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1, Peraturan Pemeriniah Republlk Indonesia Momar 54 Tahun 2021 tentang Disiplin Fegawal
Negeri Sipi

1. Memuhaml peraturmi perindang-undangin tentang disiplin pegawil dan pembinmn ASN

Ketarkaitan | rerelatan [ Perlengkopan

1, 50 feicapltules Kenadiran kerja 1. tambar Kira
2 At Tulls Eerinr
1 marnguter [ Laptop / Frintos

Paringntan Puncatatanden Pendataim

L ilka Rehaptulasl Kehadivan kerja ASM tidek dilakulkan maks berpengarub terhadap disiplin AN 1, Eepala OPD : bembar Disposisl farahsn, tands tangsn
1. Sekretaris 0RO | Lambar Disposisi, Paraf

3. Eazubag Umum dan Kepegowsian : Lembar disposivi, paraf




SOP PELAYANAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA

Mutu Baku
AKTIVITAS Neterangan
Kasubag umum Pengelola
Ou
dive oo i | Kenngawialin Sekretaris OPD| Kepala Dinas Kelenghapan Wty tput
Relapitulas)
kehadiran kerfa
Memerintahksn pemproses administrasi kepegawaian / u Disftar kehadiran kerja ASN dan 5 Diaftar kehadivan kerjd ASN ASN digunakan
untuk membuat rekapitulasi kehadiran kerja AN " lambar disposisi dan [=mbar disposii untul pengusutan
TPP
Membuat format rekapitubas) kehadiram kera &5N dan 1!- ! :
melzkukan rekapitulas! kehadiran kerja ASN, m:;ﬁ:;:‘ et A can 60 Menit E;:: E::muhﬂ i
diserahian kepada kasubag umum dan kepagawaian ‘ 1
Memeriksa rekapitulas) kehadiran kerja ASN, jika tidak 1 | Draft rekapitulasi kehadiran
situfu dikembalikan kepada kasubag umum @b_ Draff rekapitulasi kehadiran 30 Menit | V2719 ASN yang sudah
kepegawairn untuk perbalian, ke setu|u diparal dan : karja ASN tiparaf kasubag umum
tiserahkan kepada sekretaris OPD | kepagawaian
Memeriksa rekapitulas kebadiran kerfa A5N, jike tidak ; Draff rekepitislasi kehadiran Graft rakapitulas! kehadiran
ety Sihemoatiean kepedh lsabag SR e . = = ‘@ iy kerja ASN yang sudoh diparaf | 15 Menit  |kera ASN yang sudah
kepegawalan untik pechaikan, |ika setuju diparaf dan . kasubag umum ke Wy dinarst ke
diserahkan kiepada kepala OPD | pega pat e
Memariksa rakapitulas) kekadiran kedga ASN, lika tidak |
setuju dikembalikan kepada sekretarts untuk perbalkl, : E;E: mm"“‘;:md‘;":ﬁ Wit |PeaPtulas! kehadiran kerja
Jika setuju ditandatanganl, diserahkan kepada kasubag - - @ pist A yang g ASH
Ui kepagawalsn |
Migneriima rekanitulisl kehadiran, mendistribusian - Rekapitulasi kehadiran kerja BYPTITRRL (TN

SESUE parfuntukan

ASN




Namor SOP 09/ misHua /| f 2026
Tl Pembuatan 5 lanuar 2026
Tg| Revisl
Tgl Pengesahan |5 Januari 2036
Divahkan Ofeh HEFALA DINAS PERHUBLINGAN
LIPATEN MATUNS
PEMERINTAH KABUPATEN NATUMNA
DINAS PEAHUBUNGAN ALLAZISE
SERRETRARIAD NIP. 196708031833031001
Name 50 : PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN CLITI ASN
Dasar Hukum Kualifikas! Pelaksana
1. | Memahami ketientann chin g -uncs mengenal memnjemen ASN dan tatn onia beriien
1. Undang-Undang Namar 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipll Negara [ASN] culi ASN., ool e o . o i

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Neger| - i
Sipll, snbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemarintah Nomor 17 Tahun 2020 - [T om0ty Cul/SSIN SUVRN. pRcTRTaEAN iy o e
Peraturan Badan Kepagawalan Negara (ParBKN) Nomar 24 Tahun 7017 tentang Tata

3, Camn Pembedan Cut! Pegawal Neger Sipdl, sebagatmana telah divbab dengan PerBEN | 3, [Memiikl kompetens di bidang administras) kepegawalan dan pengelolaan dokurmen.

Momior 7 Tahun 2021

= Paraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Cuti 4 |Mampu melakukan pemeriksaan, vorlfikas), dan validas! kelengkapan serta keabsahan dokumen
Pepawal Negerl Sipll di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, permahanan cutl.
5 |Mampu menpgoperasikan komputer dan aplikasl/sistem Informasi keaagawaian yang digunakan.
6 [Memahamitats naskah dinasserta tate cara panyusunan dan penerbitan surat inn cut,
7 |remitiki keteiitian, integritas, kemampuan komunlas, dan sikap pelayanan yang balx,
Keterkaitan Peralstan / Perenghapan
L 50F Rehapltulas] Kehadiran Karga 1. Lembar Knrja
2 S0P periamganan surat keluar 2. Alnt Tudls Kantar
3, Eompyter | Laptop / Printyr
Peringatan Pancatatan dan Pendataan
1 Jikca SO iré ticiak difaksanakan maka penatasnadministras) bepegowaian tidak tertlb sehingea hak 1. Kepaia OPD ! Lembar Dispodisi £ srshan, tanda tangan
dan kewaliban pegawal Tidak terlakzana dengan baik 2. Sekrataris OFD : bembar Disposiel, Paraf
3, Kasuiag Wmum dan Kepegawaian ; Lembar disposis, paraf




SOP PELAYANAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA

tanda rima pada bulu sgendi

€8

L ke jay permaton

Mty Baku
AKTIVITAS Siinichs Kasubag umum Fate rangan
Unit Karjfa Pomohan o -~ dan Sokrotaria OPD | Kepals Dinas Kelenghkapan Waktu Dhutput
o Kepagawaian
tidak
Mienyerahkan berkas peronohonan surat iin cutl ASN ﬂ y ;ummrl:ﬂmhﬁrlr:ﬂ lunfli [Fala] u;:]n:‘:rll o Paryampalan borkas .
kepads pengeiols kepagawaian } eutl blrﬂllrt}m- pemchon surat izin cutl A58
femerikss belengkagan berkas permohonzn suiat win
:ul.lA'!iH. da_n T!h.phl.llﬂil cuTl ASK, |tka tidak lenghap i oG
elikpambaliban kepads unk kerla pemahon untulk 2 @ - Berkas parmohonan penarbiian 20Meni |penerbitan surat in cutl
dipertnikl ditalak, ik lengkap membuat draft surat slral izin cutl ASN RSN yang sudah diperikes
i cutl ASN dlserabtkan kepady kasubsg umum
hepegawalan
Vi
Memerksa draff surat lin cull ASN beserta . )
keiengiapannya, ik tidak disemy|u dikembalien @ Eﬂﬂﬁﬁnl Sl 8N mr:lm S5 Mtk Diraf surar lzin cut ASH yang
kepadi pengelols kepegawalan untuk diperbalkl, |ika g surat tzin cutl ASN pener sudah diper/isa
Jlﬂulu giparsf dan disampalkas kepads sebyetaris OPD i
|mermeriksg drat surat tein eutl ASN,[lika tidas satil
- Drafl surat zn cull ASN dan
dikembalikan kepeds kasubag umam kepegawasian Prat surat izin cutl ASN yang
itk hongn bl 10 Menit
urifuk perbaikan, |ika setuls digarf dan gisampatkan il @‘ '““"‘m‘:’:ﬂ"‘; il " liudah dlpariiss
|Enpuds kenala OFD ya
Mermeriksa dratfsurst tin cutl ASN , Jlka thilak setuf Oraif surat in cuti ASN dan Sirat, zin cuti ASN yang
dikembal®an kepada sekrotaris dinas urtuk Siperbali, _{} [berkas parmahonan penerbilan | 10 Mentt | diandatagani
[kin setiigu ditandstangan surat iin cull ASN
tidak
Marmberi nome surat izin cutl A5, mancatat dalam : :
Buku sgenda sumal zin cull ASH . |Searan lain cut] ASN yang
bk agends dan menyampaihan kepade unit m 10 Mienit
b dia
haaeiafpn ywang sutsh dilandstangasi audah diagenedakan
hlenerimig surot in cutl ASN dan mendndatargani izin cutl ASN % Marl Slirat Lein cutl ASN diteriem




PEMERINTAH KABUPATEN NATUMA
PFROVING! KEPULALIAN RIAL
DiMAS PERHUBUNGAN

SUBBAG UMUM BAN KEPEGAWAIAN

Nomar SOF 10/ DSHUB /1 f 2026

Tel Pembuatan |5 lanuarn 2026

| Tgl Revisi

Tgl Pengesaban |5 Januarl 2026

Digakikan Olak KEP, DINAS PERHUBUNGAN
NIP, 196708031599303 1001

Namao S0P + PELAVANAN LISULAN KENAIKAN GAJ BERKALA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

U Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintsh Pisat dan

L Pemerintaban Daerah

2. PP Momor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawal Negeri Sipil

3. Perda Kabupaten Maiuna Nomor 2 Tahun 20232 teniang Pengelolasn Keuangan Daerah

. |Memnilikd kompelenst di bideng sdminbitrasi kepegawalan,

Mamahami peraturan perundang-undangan

. |Mampu mengoperaslkan splikss| kepegawaian

miEmilikl kemampuan venfikasi dokumen

Mamiikl kemampuan pekayanan pukbilik

| Keterkaitan Paralatan / Perengkapan
1 S0P Penanganan surst masuk L Lembar Karjo
L Adat Tully Kambor
A Kamputer / Laptep [ Print=r
|Paringatan Pernzatatan dan Pendataan
1. ks SOF pelayanan prrerhitan S€ gajl berkals tidak diterbitkan mergpakibatkan tertundanys 1, Kapals ORD ! Lambar Disposisi f zrahan, tands tangen
penarimasn gaji peckads ASN dan berpengarub kepada daftar gaji 2. Selretaris OPD : Lembor Drposis), Paraf

3, Kasuting Umum den Kepagawiian | Lembar digposis), et




PELAYANAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Muiu Haku
NG AKTIVITAR Ketasangsn
Kasubag umurn dan Pengeiols Pengadministrasi
. : g " Swhretaris OFD | Kepala Dinas Uiim Helanghkapan Wkt Dhuitput
Mendats ASH yeng akan diusulln kenalkan gaj
tarkals dan memerintebksn peagadminiviias) a -
[ah ASH k
| (wepegawalen untuk mengumpulban bahan dan barkss ! ! L, ;] IM ASN yeng skan dusulan 10 menit :':“Ihn h"::" el
wudan kamalian gail beriats el syaral mng
ditantukan
flenguspulian batan iesuul persyaratan dan 4 berias ubulan kenaiian gaj
1 mengesk draf surat wsulen kenalkan gajl beshala dan :-m | Im ASN yang aken diusulan 30 menlt || berkils dan draf seat
dlintnplkan kopacti kisubag umuim Bapagasatan usilan kernthan gall borksis
]
Mamariuss barsas pecsyaratan usilin kenalkamgali berkss usslen kenaikan g
berkala dan aral wurat uvaulin Jike tidak lengkap | Barkas aulan kanaiken gajl beriafa dan draf surs
3 |dikembalikan kepada pengadministrash kegegawaian v *@b . licdak barkala dan dmf surel usulan 10 menlt || usuban benathan gajl berkala
uritul parbaikan, [lus Isngksp memaral wrat uiitan kennikan gaji berkala sudah diparaf kaaubag
dan dlsampatkan kepada kepsia OPD hepegawaian
Fwmadiiga berkan pereperatan dudlan kenalksn gajl VA
|Barkad waulan kanalkan gajl herias usuler kenslian gaj
o seiei et sacst s Aurs e L BRI tghOp berkaln dan deaf surat Lsulan barkala dan dral surst
A |dilimrnbaliban kepads pengedministras) beps g walan ya 10 meniy
kenalkan gall berksls sudah usiilan keratkan ga)l barkals
urlulk perbaksn, ik lenghap memarel surat usulan : " f kasubag ke i S otk Qiparaf sekintarty
dan disamgaiien kapada kepala OFD
ticdaki
Memerisi berkss persyaraton wsulan kenalkan zaf |
berkala can dral surat usulan, jka tdak lenghag m L:'ﬁulwhﬂuw&lﬁ Derkan usislion kenshen gajy
§ |dikwrrbaliien vepads sekratar wntuk perbalian, jik d@- kassaien ﬁ';l ; Py ﬂl 10 menit | berkals dan surat usuian
lenghap et usulan dnandetangan dieraikan diparaf kanalkan gaj berkala
kepada kasubsg umurm keprgawalan 2akretars
Ianerima berkes pedsyarstan uLulan kenaiken pall
olenssanbadgssbidnodos oty ol Barkes usien henalkan g3 beris udan ik g3
s [™ et [-} I berkata dan sural usulan 10 manit || barkals dan purst usulan
monggandakan dan mendivtibuikan berkes = eanalkan gaj berkala ksnaikan gl erkaia
|oeisyaratan uulan henalkan ga|l berkali dan suret
il kenaiban goi barials ke BEPSOM
Fenerieva barkas parsyaratan audan henalean gajl trlealt S0
berkala dan durst vsulan kenalkan gaji berkata - |Barkes Laulan kenaikan gajl penEngEnan WAt
7. |mengandakan dan mendistribesikan barkas i—‘-[J barkals dan sural usulan 2 jarn | chokummentasl berkas k|, waikTo 2
parvyarstan gajl barkals kepadacerakn untik dikirim = kennikan gajl berkaka B e
kepada BEPSDM walty uirtuk

petgl i st




Purnturen Pemeriniah Nomor 11 Tahun 2017 tertang Masaemen Pegawal Nager)

L
Slpil seagaimans diubrsh dengean Peraturan Pemaerintsh Bomes 17 Tahun 20200

Puraturan Doerah Kabupates Natuns Nomst 16 Tahur 2021 tentang Pembentiskan
dan Susenan Farangkat Opecah.

M Enputusan Bupstl Matuna Nomes LS Tibuwn 2022 ventang Standar Operasions)
" Prosedur padn Persngeat Doerah di Lingkungan Pemaintal Kebupeten Natuna

oo SOF 11/ DisHUR 1/ 3026
PEMERINTAH KABLIPATEN MATUNA Tg! Pembaatan 5 fanuari 1026
PROVINGI KEPLILALIAN RIAW
. 1! et
DIMAS PERHUBUNGAN Tl Perige n 5 lanugr 006
Gisshkan Clah KETALA DINAS PERHLIBUNGAN
I
DAN WAIAN NI TOEOLF9303100]
Namo S08 2 PELAYANAN PENGUSULAN KENAKAN PANGRAT REGLLER
[Dasar Hukurm ]_uu-lmm Pelaksana
1. Undeng-Undang Momar 20 Tehun 2023 mentang Aparatur Sl Mogara IM:mlml katentunn peraternn pemmdieng-andangan mengensl mana|enon ASN dan kammikan panghit FRS.

. |Memaham| tats cara dan gerryaratan adminkstrasl wsolen kenalian panghat reguler.

Mampu mengsperalkan Sistem informasl ASH {SIASN) BEN atau aplikaesl kepegawainn vang dhgnaksn dalsm prozs

' |penguesan kenaikan pangkar

Mamilkl kemanpuan malakuken verifikas!, paraiitian, den validast kelengkapan dokumen bepagawiian.

haermiiikl ketelbian, kecermatan, dan tanggung |swsh dalarm pengeiolssn sdminlstrasl bepegawalan,

fdmmillil bntesgritas, disipling serta msmpl menjega kerahasizan data bepegawaian, Kuodlikas) tepart! Kemampuan
mangoperasikan kormputer, mamaham protedor egegawaian, dan menganallsls peraturan kepegawalan lazim dicantumban
datarn S0P pengusulen kenalksn panghat & berbagal Instans| pemeiintah.

|Metnrkaitan

PFaralaian [ Poriemgkapan

1. S0P Peranganon st rmasuk
1 EOP paranganan donm setur
3 S0 g cman vavat ol

1 Leentiar Kncle

1. AT Tully Kentoe

1 sormootel [ Lapice Mk

1er y@ immalkon pangsat cen benalken gajg A5N dan menyebaksan

Pamcatetan daen Pandataan
Eepam O ¢ ke Fapasa | armhin @oaTeangem
1ikii B0 pefvanar pernjindan biaalkad pangkat mpubhd tidak dibyst maas skan whibiaths
i e i 9 Sekreturis R0 ¢ Lambie dapeosial, garel

Knsubbg urum Hon kepayawaian Lember dispockl | porat




PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA

Tfurtun Badou

MO ARTIVITAS L Keturangan
Eazubag umum dan Pengeloln Pengadministras]
Wiakt
Nenagividen Eopngioitin Sekratars Kirgala Dinas it Kefenghapan u Chutput
femenntahban pengelols kepegowasan unfuk .

1 |meryiapkan berkas dwilan kersikan pangkat reguler l ‘ Persyarian kenalkan pangksl Smenlt  |esnsep surat pengantar

ASN, dar memerintafksn memibust Surst pengantar . -
Menyiapkan berkas csulan kenakan pargkast reguler,
draf sura pengantar, dan |draf surat, din berkas

2 dan mengetik draf surat pengartar diserahhan kepads |ya i 30 manlt
kasubag umim kepigawalan m |berkas usidan kenaikan pangkat Liakian kenajkan pangkai
Memerdna kelengkapan barkas dan draf surat |
pengantor, |lka tidak setuju dilvembalikan kepads ' @ draf surat pangantar, dan | |draf surat, dan berkas

2 pengeials kepegawnian untuk perbaiken, ke seuju i s 1berh:u usulan kengkan pangksl % manh usilan kEnailan pangket
diparaf diserahkin kepada sehretans

.  tidak B
Memariesa dral St pangantas, |fka tdak s=1ujl .

i dikeribalikan lepada kasubog wmum kepegawalan ' @ ) = 1|3ral.mm pEOGENTSr, dan o |draf surat, dan serkas
untuk perbalkan, |l setuju diparal, derahizn . | barkas usulan kenalken pangks! uiulan kenalban panghat
lpad kepele dinos | |
Memeriloa disf sural pengantar, [l bk detufu [ Ve ‘

5 dikembalian kspads sekretarly untul perbeikan, Jiks @ draf sural pengantar, dan % metik Surat penganter, dan berkes
setuu diparal, diarahban bepads kasubng amen : berkas usulan kenaikan pangkst 2 usulan kemaiban panghast
kepagawalan |

5 Memedintahkan pengadminivtrash umum untuk ; l dral surat pengantar, dan P Surat penganiar, dan berias
mengERndakan et pengantar .[ e flas usutan kenalkan panghkal wikilan kenatkan pankat
Menggandakan surat pengante, diarsipkan dan +

7 |dmaradian bepats chrsiiuntyll dikifin epass oD draf surat pengantar, dan 15 manil |Oekumentas) barkas

APESIN

berkes usulen kenpiknn pangke!




Mmoo S0P 12/ TSHLUE 1 f 2026
Tel Pembuatan 5 lanuer 2076
Tl Revisl
| &l Prngaabian 5 Jariurl 2026
Disahkan Olah KEPALA DINAS PERHUBURGAN
KABUPATEN NATUNA
ALLAZLSE
WiP. 195708051993031001
Nama S0P : PENGUSLILAN PENSIUN ABARATUR SIPIL NEGARA [ASH)

|[Dasar Hukum

Kunltfibias| Pelaksana

L Undang-Undang Nomoe 20 Tehan 2023 tentang Aparatur Sipil Hegara

Peraturan Pemarintah Nomor 17 Tehun 2020 sdsish Perubshen st Peraturan
Permerintah Nomor L1 Tahun 2007 tentang Manajermnen Pegawal Megeri Sill,

Peratyran Supati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tertang Susenen Crganizad, Tugas dan
Furgsl serta Tate Kers Dinas Pemedintah Kabpaen Matune, yang 1elah disbak

Memuhumi peritiran perandang-andangan di bidony kepegawakon, Koy mengens) pemberbestion don peoidan ARN,

Mamahami wata cara dan pervyaratan adminktra pengusulan penilen ASH.

Mampu mengoperesikan knmpiter dan aplikasi parkantoran {Mloosoft Word, Microsoft Excel, serta pengelolssn dokumen

o terakiir derigan Peraturan Bupatl Natwns Nomor 10 Tabun 2004 tentang Farubahan shehtronlk).
Ky atas Feraturae Bupat: Natuna Mormer 3 Tahum 2032
Talbt| dalam melalcukan pemearicuasn kelesgkapan, opabsaban, dah msessatan dolumn perypsratan penshin,
Wierni ik egrnameroan sdministre, pengirsipen, dan penyusunan surat dines sescsl e naskzh dinas
Murmpu bevkoorginas dan berkomuniis dengan BEPSOM Kabopaten Natuna, BER, FT Tespen, serte wnit kera tefeait.
Mtisrnilild integritad, katelitian, tanggung |swab, dan mamou medsjas kesohas san data kepagawsan ASH.
[kt |Pardiatan § Parlengkagpan
1. ‘Draomra 1. Lemisar Kwrin

7. 50@ penyusunan farmnes don b fNE

3. Algt Tully dangne

j* Kampater | Lapsep [ Brinber

makoratun waktu | TWT ) peiciun Pl

Iﬁmﬂ- umam tan kepegrwatin

|PRringatan Foncgistan dan Fendatsan
Kepals DD - Lo dlapemis) [/ arshae tendatargan
Ak b
i kg GOP panguiuEn pansiyn dibaar massn akar borpanganh paca kropatan dan Sk § e - Larbar dupass), parsd

Lemisar disposid , garal




PENGUSULAN PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARAN (ASN)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN NATUNA
MAutu Baku
NO AXTIVITAS
Emiuhag umum din Pangaloli
Sakrptariy Kapal Wrinmighapon Wiakitu Qutput
b g akan K gawinn A .
Menorirea sursl masulk yanng dikirm gleh BEFSDM tentong
pemberkahusn bagi ASN yang aksn memasili masa pensun
wang suduh dighposisikan olah kagsla dinay mameristahkan . - darl
1 |pengeiokh bepsgawatan untuk menymmplkan bepads 85N yang EJ Hurat mmnmmﬂm dan karu 5 i nmgpg:qﬂur Al
akan memasikl pandlun dnbuk menylepean berkos st |
memerintatkon untuk membust serit pembesitehim kepada
kasubag umum kbepegswalan hal uiulan peaslun
3 Mengintormailhan ASN Ral wiulan pemion dan persyaratan El’ﬂ “E IH_I" Im:ll'l EH:ME: n::" vang Uharl bricas knlengiapan
kebenghapan dl internad OPD | melalsl surar permberliahuan) " | ks ¢ admirteg
femeriksa kalengkapan berbes usslan pensiun, fka tidak
3 lengkap dibambalikan epade A5N urtuk dienghzpl dan Jika ml berkas kelangkapin pergusulan| ; bpri kelenghipan
lengkap membuat draf surat pengantar dan disso hien egads T pendiun penguulin persiin diklim
kasubag umum knpegawatan
pemerikss sumal permahenan dan diaf pengantar, ke tidak | B T —
a |wetaju dikembaismn kegads pengeio E2pegawaian untuk -@ drel sural permahonan dan o menk |p lan pensin
prerbaiban, J ke st digaisl din divershionn kepade keutng sural penganiar pensiun muﬂt -
WM REREERWIIAR lwrigkagy Hickah {erigfling
Memieiiksa surat padmohonan dan diall beret pengantan, ke
ieat sural permahonan dan aral farat germohonan dan
B e oo IR 2 | Suratpengantar perain sudsh | menit [1rat prganta bt
: raf af paral k
e | sarifi diparal kesibag suraf gl kisubag
i byt o s i pegiicn; PR —— drat sk permabanan dan
L sertufu divambalikan bepara A urmaim hepegavRan aLirat wlii iak Kiehit  |sorut peagunter pandlus
unbuk parbalkan, e setuju disaraf dan serafiben kepads kegala T Mpars! |nl bl shirw rcal ik
dinas ok wetuu i i)
Mamariiga surst permohenin dae dref waret pengantar, [ikn
5 |1k setulu divembiikan kepods sekretaiis untuk pertitkan, 1.1 " “"t.:.' “":.I' Thd‘:::h” - & menia [Tt permahanan dan surat
jiic seguifls ditandatangani setanjutogn diserankan kepada h % A v ' “H"" i PRGNS peRsiun
lasubag urmum kopegawaian
surat parmonaonan dan surel Wit permahanan dan surat
5 Menerime surat permohonen dan sural pengnnisr dan n:-'. — Arlar pensiun baaart ¥ il pEnganter gensiin beseta
diserahkan kepada peagelols kepegawaan - lenghapan pangusolan bl rpiEman pEmguswai
panEn pEn&LA
1 sural parmohonan dan aursl
Minggandakan dan selanjudivn diseratikan hepiada csrakis [ ~ pengantar pansiun beserta —
" untuk dirm kemads BEPSDM -.E" kalanghapan pengusulssn = o] e F
PR




Homor SGP 14 DISHUR /S |/ 2026
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA Trl Pembuatan 5 Januar 2026
FROVING KEPULALAN RIAL
DINAS PERHUBUNGAMN T!I Rewisi
[ Tgl Pangsahnn % lsnuar 2006
Disahkan Dleh EEPALA DINAS PERHUBUNGAN
UPATEN NATUMA
ALLAZISE
NIF. 196708031993031001
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Mame SOF : PELAYANAN PENGUSULAN PERUBAHAN JENIANG JABATAN FUNGSIONAL TEATENTL
I Dasar Hulium Kualifikas| Pelalsana

1. Undang-Undang Momar 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipll Megara (ASH).

2 Peraturan Permerintah Namor 11 Tabun 2017 tentang Manalemen Pegawai Negerl
" Sipil, sebagaimana telah diubah dergan Peroturan Pemarintah Momar 17 Tehun 2020,
Peraturan Daerah Kabupaten Matuna Nomos 16 Tabun 2021 tentang Pembentukan
dan Sutunan Pergngirat Dasrah Kabupaten Nstuna

Peruturan Bupst! Natuna Momar 2 Tabus 2022 tentang Stsunen Organisss|, Tugas den
4. Fungsiserz Tata Kerja Divas Pemerintah Ksbopaten Matupa, sebhagaimana telak
diubah terakhic dengan Peraturan Bupeti Natuna Nomor 10 Tahun 2024,

. [Memahan] ketentusn pemturan perindsng-undangan mengensl Mungjemen ASN dan Jabgian Fungsional,

Memahami persyaratan, mekansme, dan prosedus pesgusulon parubabon jenjang Jabatan Fungsional sesual ketantuan

" |lemstans pembing Jabatan Fungsonal

Mampu mengoparasihan komputer dan aplikas| perkantoran (Microsott Ward, Mierosaft Ercel, dan pengelalaan dokumen

" |elektronik).

Memilikl kernampusn sdmiristrasi kepegawaian, pengirsipan, den penyusunen naskah dines.

Mampu melakukan verifias! kelengkapan dan kaabsshan dokumen usulan perubaban jenjimg labatan Fungsional,

Mampu barsoordinas! dengan BEPSOM Kabupaten Natuna, instansl pembing Jabatan Fungbonal, dan Badan Kepegawalan
Migars BN

Iemiliki ketelitian, integritas, tasggung jawab, sarta mampu menjags kerahasiszn data kesegawaisn,

®etarkaitan

Paralutan | Peslenghagan

1, S0P pananganan susatimiick

L. Lamber Kerja

1., Alpt Tuhi Kamior

1. Romgputer { Lapzop [/ Prnger

 gesiat dengan wakiu yeng ditentuban akan mengakibotion tertundanys kenadhan ponghal 117

[{Paringatan Pancatatae dan Prndatasn
Eepita OFD Lambar dispewsl [/ arshan rendatangan
| ianl itk dilaksanakan
Hka 509 pelayanan pesgunulin porutsahan [erjing jabatan fungsionsl tertenty tdak e ermr e i vl et

Kasubag umum dian kopegawaan Lembar disposisi , paral




PELAYANAN PENGUSULAN PERUBAHAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA,
Bty faku
[T+ ALTIVITAS : sty e T Entyrangns
Pemahon " o RS dan Kipain Dinas hp:nhﬂ Kalrngkapan Wiakiu Dutguit
L wppEgnusian
Il rperElikin BEFKEE DEFODEAIN DEREVLIE perohalan i "
- DeErkan Lsulsn Lrepl | Berkas sl
: et |mn |whatan furmgelonel terteniu -'-1'
At b dan rupmaiis beries uailas, (i e enghao W
dikerniball kinn bepae perabish unti perbaling, (ki i il Sirn usailEn
4 |meritint dral marpt wstan panababan jenjacg abaten '@‘ patkan LA 30 manit |perutsahn jerjang
|iungsionsl berteriy, diyeradiken bepeds basubag umam |iabntEn fungelonsl enenty
haprgawnian i
[Mmmerieng bereas wbibey fan desl surms Uil perdbiie
. . srafl surat usulan pEubehan GRS T T
g [Tyt Tt | BTV i) VRIS 4 <P penjang [ststan fungsional 18 mean |perubahan jerjang
dikermbialkin kedi s pengelols bepegawen aniuk pertsiken, - " |atartan hangaionnl et
|*ha 3t dparsd, diarshkan oppsss wrtaets dnas ki
]
Pt Vs Bedia imulan dan diaf surat usatin peribshom dral Ukl pstubahan drat sural usean
o |[Eninng jasatan fungstanal terteiviu, jlia Bdas seilu jonjang jabatan fungsionsi Smenit  |patubstian jenjang
diuembalioam ispads kaubag @mios Kopegewilian e terimmiy |eivaine lungeiomal leriiendu
perbalhan, |k st dipet, deerakan bepaida beoala donas
i
Peme s B usilng dan dead semns wsalin senbehen P — T p
|imrgarig jabarran fugeso el tervmiia, iwe Ddus et s [kt furdnianal q wenlE Fibia
’ dikembalann kepats sekretarls untol perbaliam, |k st @ mﬁj aihll fum“m
oiparal, disprahkan kepada krunsg umum kppagewsan
J il sura! usEnn penubanan il hural umulan
& |Murnperatiban kupada panguloli kepagawalas IE . jenjang jabatan fungalons Gmenit  (prubishan jenjang
tarinntu natns lurgsiona mrismh
2 i morat LsilEn panubatan
tlpngaymrdak i mengaripies, dos isianjudngn dsenibkan tsitai Rrscel ol TS nenit | DoNumeeatan Barki
L kst pl=nguiiminlsteas) uenie ur ik dikirie bpposs BRSO “ mmph - ! i




| Momor SOp 14/ SOP-DISHUB f | / 2026
Tl Pembusrtan 5 Jaunar| 2026
[ Tl Reniviai
T sahnn & lanuari 2006
| Digahhan Glek EFPALR CHNAS PERHUGBLNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBLINGAN
SEERETARMD NIP. 196708031993031001
Nema 500 : PELAVANAN PENGUSULAN [ZIN BELAJAR DAN TLAGAS BELALAR
Diasar Hukwm Kualifilasi Pelalsana

1. Undung-Unclang Nomer 20 Tahun 2023 tentang Aparstur Sipll Negara.

Persturan Pamerintak Komar 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawat Negeri
Sipll, sebagalmana relah divbah dengan Peraturan Peamerintah Momer 17 Tahun 2020

Persturan Daerah Kabupaten Natung Momor 18 Tahun 2001 tentang Pembentuksn
dan Susunan Perangkot Dearah Ksbupaten Matung.

Peraturan Bupar! Natuna Nomar 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisas!, Tugss dan
A4, Fungei serta Tate Kerja Dinas Pemariniah Kebupaten Matune, sebagaimana tolah
bk termkhir dengan Peraturan Bupatl Naturs Nomer 10 Tahun 2024,

belujur.

wimktronik)

Memaham] peraturnn perunding-undangan mengenal manajamen ASM, pengenshangan bompetensi, brin belujor, dan tugin

. |Memahami persyaratan, prosedur, din tita cars pengusulan fs belajar dan tuges belajar sesual ketentuzn yang baraku,

. [Mampu melakukan verifiasl dan valicesl ksleaghapan dolumean parsyaratan usulen.

Mampu mengoperasikan kormpuner dan eplicast perkenioran (Micrasoft Word, Microsolt Excel, sarta pengelolaan dokumen

Memillki kemampisan administrasi kepegawalan, pengersipzn, dan penyusunan nazkah dines,

mampy herkoordinas| dengan BEPSOM Kabupaten Natna, (nstans] pendidikan, den instansi tecalt l@nnya,

Mrniliki kemampuenn komunikes| yang bolk datam memberikan petsvanan kepada ASN,

wterkaltan

| Poralatan { Perenghkapan

1 SOF pEnangRNan SUTST masuk

L bbb s

2. SO panargEenar surat imsluar

& lal Tidla Rangor

3, SO pengirienon surat keduar

3 Komputer [ Liptop | Primer

kisrangiya kompetins IS

Imubu wmum dae hepegawiian

Paringatan | Pencatatan dan Pendatasn
Kepala OPD ¢ lembaer dispouls [ arahan tandatangan
I jar 1idak i litsat oy
Jike S0P petayanan wialan oo b lejar can tupps boisgar tidak diveribian skan mongal Py . 8 = Pt

, Lembar dispavisi, parat




PELAYANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA
Mutu el
HO ARTHATAS
asuhag amam Pangaiaia Wikt
Pamahan it ke u i Sekretari Kepala Hinaa Kolarghapan Dutput
wural pangantar, sursl permohonan [xin
batajar, rekomandasi darl unit kerja,
rekormendEs! den perguraan linggl, 5K
pAngkat berakhin, daftar fvayat hidup, OP 32
Miembue? surat permabnen (e Belokar dan st belajor e = {mun vrmkhie surmt DII‘I'IE'IW-M taprna s st permehenan
L |menyerEhkan barkas ptemobonan lon bedajar kepadi kasubag i ‘ BArbUAE ety suinn e, Sarst 5 manll e A
kmpegawalan N
paEMyEEEn tidak mangganggu jam kefs,
surel pamyutsan tidak manuntit
reknpltuleal shaensl 3 bukan benakhis, warty
mighisiswe dan |aiah ki
Memorima swrat peemohanan gin belajar tuges betajas, dan
memenntahkan peagelcls kepegaenlan untub mengumauiion E o gaponisl pariman
" it dar kst dial sual osue idn sl dan Tugn EL’ e ahapsn e pe .
el aja
déal usiuilan izin dan hgas
Mengumpikan dats dan rennghtik draf surst awian isin belajar _ ke |Selaine besss
L, dan bugas balajar, diserahien begodn b g ke gawen m-' ol aog e » Iwnnhﬂ
Marmariiss heleAgkepan data wmpiran dan dral surat uwlan ldn cirad mural usulan aan
belajus den tugas betajar, jike Tidak artuju dikembalikan begada : " e balajar besarts
i | pongedministrasl umum untub dembalen kepads parmohon ﬂ} ﬂi::T.:;::;:: i D Dl 10 menh | IEMpiranmys sudsh
etk diperbiniafditntak, Fa ety doacaf dan dissratian diperthn kirgutag unum
krpads sekrntarh dirmy v ticuk |EpepEwEEn
Mt kedenghnnan datn Wemgican dan deaf surst wautan inn N rnl gurat usulan den
¢ [betufar dan tuges polianr, Pl tidak sy dikembaiinn be pais '@, draf surat usulan izin can tuges balajar o tgea bafnjar bonars
la ity ks pegawa lan wirlul diparbalkl, ke setuju diparaf don . besarta lamplrannys lampdrannyn sudah
serahkan knpada kepaia dinm il Sperkes selsalarh
i el surat usuden iin Sefajar dan tugas bekiar, ks tidak i :
¢ [k otz cllmmBaRian bapnce sakrataris urkul dipartin, e -@- ::ul::.li:;mnﬂ :L:Hi diparisa Wy |SUENE Uminl IugHa dan
setujo ddancamngan dan disurabban epsds kaiibag imum N i it} fiean onlmjmr
it Al L
menoriimi surst usilen (i bulagas dan tugak befsjar, setanjiom i .
T 1nim|Mihhlﬂ A i P ek peRgagEsda ks II_. surml Umulan fugas dan Lom Laliad = i :1'1:[:‘:“ s
surat fersebut dan disampallin kepuda BEPSOM
Monarima surat usatan i balajar dan tugas balajar, : Aurgt il tuggs dan fei
B |reanpesnendakon siraty tersehut dan disarahkan kepada coralks ﬁ' gural usdlan Tuges dan ign besr 15 menft  |bstafar yang sudah
| arstuk il lepoita BREEOM diagrmdakan




Homor S0P 15/ SO - QISHUA [/ 26268
T Pambusitan 5 januarl 2026
Tigt Ravisd
Tl Pengesahian & lgnusrl 2026
Disatkan Oteh KEFMLA TINAS PERHUABUNGAN
BUPATEN MATUNA
PEMERINTAM KABLIPATEN NATUNA
CHNAS PERHUBUNGAN
SENRITANAR NIP. 196708031993031001
Nama S0P S PELAVAMAN USULAN UNAN PENYESLLAIAN (LAZAH
lIDasar Mubusin Mualiffiasi Pelaksans

Peraiuren Hepala BN Nomar 33 Tahun 2011 tentang Kenatkan Pangkat bagi
Pagawal Negerl Sips| yang Memperclsh Surat Tanda Tamat Belajarljszah

Peraiiran Dasrah Kabupaien Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perenghat Dasrah

Peraturan Bupall Natuna lentang Kedudukan, Susunan Organisas), Tugas dan Fungsl 3 Momaharni ketentuan Surat Edaran Kepala BN Nemer 10 Takun 2024 manganal palaksznaan Ujan Dinas dan
BKPEDM Kabugalen Natuna * |Ujian Peryesusian Kenaikan Pangkat (UPKP) berboss CAT BEKN

1. 1. |Memaharmi Lindang-Lindarg Nomor 20 Tahun 2023 lentang ASN.

2. |Memahami PP Nomer 11 Tahun 2017 o PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

& |Mampu memverifikasi persyaratan asminisiras| pesarta UPILIPKP

& (Mampu berkoprdinasi dengan BKPSDM, OFD, dan BKN tedkait proses usulan dan pelaksansan wen.

|Hetarkainan Peralatan / Parlengkapan

. S0P pananganan surat misuk L. Lembar G

3 SDP penarganin Luind kel

. At Tulls Eantor

4 S0P penglriman surat kidise

% ¥omputer / Laphop / Brintet

penyesuntan ijazah yang skan dilkuy

Kasebeg umum dan Kepegsdaan

|Paringatan Pancatatan dan Pondataan
Kepsls OPD | embar disposis / urakan tendatangan
|iica S0P [ETIE] mn dingl Ajmn ijaonh tidak dithksanaksn ISR
ik oy o I e e Sekrucariy OF0 1 lemibar dispose, paraf

Lembar dipenisi , paral




PELAYANAN USULAN UJIAN PENYESUAIAN LUAZAH

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA
LT Wt Raiu
AETIVTTAS W anubag wnim
Pargwint Sedwtarhy Pangadminisirai " aralk ittt
b bapugawsian | | o S0t - Mipugaynien
W RN DO WU Wi e s lan (@l sepade = hénas
Prerdidstiairationd e E u.. b mantt | ek perma
e rramr bt WL BT pENYRILEEN gNEET, (ks Tdar angap .
i tn balkan epacs permahon untue disagkspd, |k Bnghas, e x perkEs parTnohonan dan
bt drnf surnt pesgante, disssikan kegts ks g ”#—' [P S mAE |t gurst pengartar
LTl i il | i
tmmesriiond kilenglapnn berkas prryeratan dae ol ot thdnk | ¥
pEngmntar, jins tidok arsijo dibemindlien bepedu pengslo _@_ eras parmohonse des arel surel fpanie | DRCKEN parmahonan dir
kspagmwan uniuk dipenaii den ke iatusi i paisl e - penganiar el surnt pangariar
darakan iegada 8 kratam
lenad e deal swral gmigantar, [k tdak bed i Blkempaikan | i
i Was g e el e gl A e e ln, [ thiak -ﬁ* wa W'_H';hl p - o 5 meeit mummm
wrtiju diparal dan dieamien sepads bepata dinas Ir g
e mer s dral surat penganiar, |l tedak st dikembaliian [ 2
o ke e otk oK, ke srcuju drandasangenl tiduh "ﬁ‘ ba-rhu:::‘rnmmm R 5§ menit mﬂl F n, )
iy sllheinhiba Hb-d-fhl-l.lﬂi[ll'llurﬂ- dan kepegamnlei E
S i S et @En gar iy, deeishsan i=paids Birkas parminhonsn dan arel s e barsan parmahoian dan
e EBeTAISTA b m puntar caf surmt panparter
eengaganidasar, monganipesn, dearahkae iepada cirikas teerkas parmohonan dan dod s
bk e Ve pa ks ARPSOA € | Tadnlt {ockooiruns el il




Wamon S0P 16/ S0P - DisHLE / |/ 2006

™ Tl Pernbrantan 5 |anuar] 2026

x Tal Redl

El Tigl Pengesatian 5 Juruar| 2028

. Disahkan Olek

PEMERINTAH KABLPATEN NATUNA
DINAS PERMLUIBUNGAN.
SERRETARIAD NIF. 19670801 1595031001
Noma S0P P PELAYANAN USULAN IZIN PERCERAIAN
|Dasar Hukim Muafifiicas) Pelaksana

1

Uindarg-Undarg Nomar | Tahun 1874 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undsng-Lindang Momar 16 Tahun 2018

PP Momar 10 Tahun 1883 lentang Izin Perkawinan dan Perceralan bagl
Pegewai Negen Sipil

PR Momor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawe: Megad Saill
Paraturan Deerah Kabupatan Matune Momoes 18 Tahun 20219 tentang Pembantukan

© den Susunzn Perangkat Daerah Kabupeten Natuna

Feraturan Bupst| Naluna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsl BKPSOM Kebupaten Naluna

. |Memahami peraturan kepegawaian, khususnya ketentuan izin peruewinan dan peroeraian PRS,

Mampu melakukan verifilkas| administrasi, menyusur sural dinas, mengeperasidan aplikas| kepegawalan, dan
" |menjaga kerahasiaan dokumen

. Ml lestaiiian, integritas, Momampusn komunikesi, dan pelayanan poblik yarg bakk

|Keterknitan Peralation | Perienghopan
3 SOP pemenganan dumt masuk 1, Lambar Kejs
1 S0P pangnganan turat beluar . Alat Tulls Eantor
1 SOP pengiriman surst kelusar 3. Kemputer [ Ligtog | Priates
Ingatan PBancatutan dan Pendstasn
¥irpale QPD Lembur dispostsl | grahan tandatangan
1. Jika prrmohonan (elah dipross make aporan [an perceraian diteiuskon ke BPSDM Sk piarly OPD Lirnhae dicpesini, paral
Kasubag vmurm dan kupegavwalan . Lmbar dixpiskl | posf

-



PELAYANAN USULAN IZIN PERCERAIAN

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA
Peiaksans Tyt Baky
NOY AKTIVITAS Neterangan
. Kasubag wmum Pengnioks Sehratarls AR I 4 akis o
dan bepegiwalan | Hepegawslan Dimaa e "
- . _ |suret pennohoman iin
1 |Mengawikan permahonan N perceraian L surat pamoharian i
fananma parmohanan parcemmian dan memerhtahcen — Sutiit plfnohonan kil barcirsian dan curmt petmohangr Lin
2 |penguicla kepagowaian uniuk mefegiser surt ﬂ 1 lembar disposisl TmON | arcuraiin sudah didispbsilban
permohanan tesatut | !
3 h:ﬂrl“hr sural permohonsn eresbul dan lﬂ surat parsnghanan in perceralin gan & i siirnt prrmakmnan zin
digst ribusikannya ka hesubag wemum dan kapegawaan |buku regissar surst [pamcaralan dudah diregiser
4 |Manatima dan manyampaikan surat permaohonsn E:l sutat permohonan Lin parcoralon sudat | Immrmmﬂ uTeT
percarman ke seknslars dinas untuk mahon arahen direglster dan kéoagavinlan
iararima de frisnyampein st peimoRshEn - ) a 5 menit anvar da! sakaatars ol
5 AR g ol gt o Y [_E i LT PETTORAER LN T an merit  |pengetar dar subrutars dinay
Menarima surst pammahonan izin percessian dan p— I g e ey B o . rnt parmononan fxin aan
§ |mamberkan arahan kspades kesubeg umum den _-.I.] mm. Wmendt, | da kgl dinsd
hmpegwaiEn untuk membyal draf suret pemasagiian ! ‘ I
rrambuat draf surat pemanggiian uniuk pegawal yang ¥ skt A v rat pemenggian diparaf
7 |bersanghutan; selsnjuinys meampaikan kepads sekiatans im ' " :“;flf';::mn'" AR SN B3 menlt [kamsbag umum dan
dinas . | K waan
{Mamatss desf suret pamanpgitan, [ie lidak setujy l
g |dhembalikan kepada kesubag T dan kepegawnian : draf surat pemangsilian diparel tatag A8 e |7 St pemanggtan diparaf
urituk perbaiken, ks seluju diparsf dref pemanggiias uimigrn dan kepugnwalan sakristasis dingi
tersabut salanjutnys cinampaikan kepada kepale sinas [
Mameriksa drel surat permariggian, jika fidek satuju | |
dikambalikan kepada sskretans dinas unluk perbasan, (ke H
8 fssiuju disndalangani dan disarahkan kepads Imsu_tnnl draf swrat pemanggiian diparaf sehrotars | 50 menlt |suret pemanggiian
umum dan kepegawalan urtuk didistribusiken kzpada
yang bersangkutan !
Mararima sursd pangglian den memaerniahken pengsiols 1 |surn pemanggian sudan
10 [kepegawaian uniuk mengagandskan dan mendistiboskan iw surat ermanggitan dan lembar dlspestsi | S menit |0 PEEENS
surat panggilan
- 3 L
T m:m dan m:.::.t:'mﬁu B pangpEsn 1 W prat perangadan dar bembar dlspesisl | 10 menlt [summt peminggian divirim
Manariria dan mempelijar sure! pemanggian fersebul, :
12 {sarts memenuhi panggilen sesual jadwal yang terdapat B 3 surat pamanggilan dikinim 5menit  |susatl pemanggiian ditziima

s suinl pemanggitan




Mialakuksn miroges! ledadap pemahon den isiisdami

mgmbunat barits scars hasil introgasi dan spoan hasil
infroganl dan dissmpaikan kepals kepals dings

pormahen iarkalt dengan permohonan [2in peresralan garin

{BLEat pErmohonan iif pangermen

3 hari

berta acam hasi iniogem

Ismpalalari B4 dan laporan haall introges, dan
memanggd pemohon dan kesubag umum dan
kapagawalan untik dimints ponjslassn labih (amud, &
ticak aetubu dkambalikan pemohon melabs kasubag
Ui dian Kepegawainmn uiriuk mambue drol surat
permahonan tHn petosraien kepads BRPSOM

]l:um! goare hasil ntegas!

130 menit

wrahan dar kepala dinas

Mambuat draf suret permahonan ion parcerman,
18 |salanjutinys dinsmpatkan kepsda seknslans den keoala
dinas

draf auml permohohan (in percecalan
untuk BEFSOM

30 menit l

draf sutat pemohonan =
parcerslan untuk BKPSOM

Mamariea dmf surnl parmohonan e parcsraian, (ke

draf surat pemmahonan ke

Vg setuju dikembalkhan kepads kasubsg umum dan @ dral surat parmohonan 2in peecemlan Emetit |marcanin g f sehelans -
16 | opegawsian untuk perhaikan jika setulu diparat itk BEPSDM " el S
selonjiinye dissmshken kepada kepals dinas
[Msmariaa dal surat parmohonan izin percerian jika
tigak smuju dismialikan kepadn sskratans dinag urtk : draf t permchanan (2in pessetaian sural parmohsnan [zn
17 |perbwikan jiks setuy ditandatsngan| selenjutnys diw:fu:“mm s Wmenit. | cainian
rramenntaikan kasubag umum dan kepogawalan wriuk
didistribusikan = - -
Manarima sutel permahonan zin pastemsian | saianjudnya ; ! t permohanarn lzin
18 |mamanniahkan pengelola kepegawalan uniuk m . wurat permdhanan kin perceraian S anie Flln..pm‘-':ll'lml- mﬂnﬂw
dingendakan dan didistrbusikan
1 |Mengendalan dan mendisirbusikan surat parmananan surit penmiahanan win pelcarman 0ot | b i

izin paicarmian ke BESDM

sudah dudisposisl
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Tgl Pambastan 5 Jnuart 2026
Igl &l
Tal Elmksif | S danuari 3526
Cisahkan Cileh EEPALA CHMAS PERHUBLNGAN
LIPATEN MATURA
PEMERINTAH KABLPATEN NATUNA
DINAS PERHUBLINGAN
SENRETARIAD
NP, 155 TOROXT 003N 001
PEVGUSLILAN MUTAS! KELLAR DART LINGKLINGAN PEMERINTAH KABUPATEN
Neama 50F°
MATLING
| Dizsar Hikum Kuafifikay Palakuana
Uindang-tindang Nemar 20 Tahun 2033 tentang Aparatur Sipll Negara [ASN) 1. Mematam| ketentuan paraturan perusdang-undangan di bidang Apasatur Sipll Negara dan

1. |t i neerupakan dassr hukesm ASN yang berfsku sast Ini gan menjad] payeng bukum |manajermen fegawai Negeri Sipal;
meanajernen PHE termasuk perpandatantmu basl,
Paraturan bemarintah NMomar 11 Tahun 2017 tertang Manajemen PNS. sebagaimana | % Memaham| tata cara dan gersyaratan pelakianann mutas! PHS;
tielah diubah dengan PP Namoar 17 Tehun 2020
Ketentudn mengenal munasl paits prinsipoya mengatur bahws PNS dapat dimutast | MemIEl Kemampuan sministasi kepegawsian dan pergeiciaan dokumen;

karena tugas don/atiu jokas, dengen mempechatikan kompatensl, pereacatan _
jabatan, klegdikasi jabatan, pola karer, dan kebutuban organisasl, 4. Mimpu prvslaku kvt ksl dan validas data seein kelenghapan dokiumen mutasi;

Peraturan BKN Namer 5 Tahun 2049 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutas B3 AR IR SR i i T el priteciteiies ek Ao M agairatie

3 |inl merupakan dassr teknls dtama untuk gengesdkan motas) #65, Peratusan teraebul
rmaeih berstwtus Barlaku di JOiH BEN

Surat Edoran Kepols BEN Nomor 3/5EM72015 matang Petunfk Teknls Peraturen
A1 BKN Hamar 5 Tahun 2028 tentang Tata Cara Pelakaanasn Mutad, 7, Memillki pengalaman stau kompetans di bidsng sdministrasi kepagawasan.
Perasuran Supati Matiena Nomar 51 Tanun 2017 wentang Pervyaratan dan Tata Cara
MiLtak Pagawal Negesl Sipl itas Permintsan Sendir pada Parmesintah Kabupaten
Mztuea

Inl sangat relevan urituk mutasl keluar das) Pemerintal Kabupatan Matuna, karena

L skuplislt mentefiniaken mutasl blusr sebagal perpindahan tempat Berugas
Phes dan Prranghat Desrah Eatupaten Natuna ke instan pusit at2 i instansi dearah
lginrya Perbvp tersebut dietaphan dan berishi wejik 13 Novembe: 2017,

B Whginlik! kainlilan, kecermptan, Integritas, fanggung jawsb, dan kemampuss komunikaal yang badk:
dar

Keterkaitan Puralatsn | Perienghapan
L [507 Parmgan Surat M 1. Lt Karja
1 ]H‘Jﬂ Pasungan Surm kebiar i Nt Tulie Gl
3, |vop Feriiriman Surt ks 3. Korvputer £ Loty Panter
Peringatan Fancatatan dan Pandeissn
1 Kepaln QFD 1 Liemdber Daposiil f pralsar, tiede w@ngan

o SO pil ayoran ol sl knlust dadt lingRungisn pemvstnlah Kabgraten nptuns digbafiam

1 maky pkan marghanhat bk AN dndol muaach din akan bepeegarly pata binssjanye 1. Seiwtary OFD Lermbar Dispass) Paral




SOP PENGUSULAN MUTASI KELUAR DARI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Pelnkuannsn Tty Baky
AETAATAS Eeharmngan
Kaaubag wmum Bengeiala Prngadminigtrasd
Sekretarcis OPFD [LR=E i Kelengluipan Waktu Ourtpat
dan kapegawalan | kepegavalen - Fameln perharmmran
_ teskall §08
| Bdanyerafm suret pormahonon motes bofusr Repade sutay m surst parmobonan mutss) Smienit  [sursl promabanan mutsil | peaeganan
LEPET Han e gEaainn L
Pelarrirms bk permohanmm, menelit ddposs kepata ORD
[l thedk dlamtuul beckas gikembaiian kupads gemabean, s - s SKPD, barias o A perSTEInN
st jil rrsseT b T WOnSEp St ersetijuan maotas kel dien ¥u m i:amml:nll'l ' 30 menit it h:hur
mwermers intahkan pengelols bepegriviban dntek mengeth wim ‘
Eﬂl'hﬂﬁlhl'l Tt kel ]
| Mengi R sirat perieti s mieladl haluar, Slibiakken kepets dral sural porseiujuan mulasi fraf wurat pertelujusn
s - Tidnk (L] 30 manit
kasabag urmum don kepegawaion [ : ealunt miutas) heluar
memarikea deal wirst persmupEnmutisl ke (i tdak . i sl i parsatljan
disetujul dikembalikan kepada peagelsls wepegisaian unutk 'tb wi m'r pamalyy L mianlt sk KT
perbaian , Jlka setujo diparal, diserahian kepads sekretarh OFD iak 1
mamerikea draf surat persstspuanmta el kelugr  jika tdok
disetujud dikembnlfcan kegaca kamibag umum den kepegawain @ draf grsl poraaiujuan mibasi |
wntwk perbaikin , fka petufu dipaad, dispratian kepeda kepala kmluar miitasl balusi
s thdak
et dral sarat surat parvetufuan mutesl baliar  fila tigak
dsatupil dikembaFean kepada seratatis OPD untuk dikukan cirnf nural pearsetuuan miutesl Exrmit draf surat peraivjuan
pertaiican, P setuj dirsrdatagan, disernkan bepads bty lemluar mutash kmhaar
irmuirry chan Koo gandian |
|
e nrahvkan pengadministras e kantoron untuk m draf surat persetujuan mutes| ¥ i clrad 4uid il peraetujian
menEagendakan st perusbujune mitas) eluar ' Koluar it bstie
mengagedakin wurat perretujime murtasl keluar, diarsipkan da D draf sutat persatuljuan mutesl | o0 b ekl
dieratikan kopdds carsko untuk cikisim kepads BOPSEM keigar




Moamor S 18/ 50F - DisHUE [ | / 2026

PEMERINTAH KABLPATEN NATUNA
DINAS PERHUBLINGAN
SEKRETARIAD

Til Pembuatan 5 lanuari 2026

|TEl Retvisi

Tl Efakil 5 Janua 2096

Diushian Olek HEPALA DINAS PERHUBLINGAN

NIP. 1967080319533031001

PERGUSULAN MLUTAS! MASLK DARI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABLIPATEN
Namo 508 NA

diiaksamabinn cenen wikiu yang ditenmibion skon berakibat festundanyn penambahan pegesal

| Dasar Huloum Kualifikasl Pelaksana
Memahami peraturen perundeng-undangan dl hidong Aporatur Sipil Negars dan manajemen Pegewal
1, |undang-Undang Momar 20Tahun 2023 tentang Apsratur Stoll Negara) Meger) Siphl: mernakam| ket=ntuan dan tata cara pelaksaraan mutas) PNS; memiikl kompatens! di bldang
administras) kepegawaian; mampu melakuken pemerksasn fan verifiiml kelengiapan dokumen mutes
5 |Undang Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang Pemerirntahan Duerah sebagabmana telah | mampy mefakukan analisis kebutuhan pegawal, Analisis Jsbatan (Anjab) dan Analiss Baban Kerjo (ABK);
diubah teeakhir; marnpk mengaperaslkan komputer den aplikasl kepegawalan; serts memshern| tats naskeh dinas dan
prosedur sdminstras! pemerintahan.
3 | Peraturan Pemarintah Bomaor 11 Tatun 2017 tentang Managmean Fegawa Negen Sapll
dehagalmafia falah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomos 17 Tahua 2020
4. |Pesaturss BKN Nomoar & Tabaen 2019 temisng Tete Care Pelakssnann Mutaal
5 Paratufon Bupat Netuma Nomos 51 Tehuen 2007 tentang Persyaraten don Tetacsra Mutasl
" |Peguwai Negen Sipll Atag Permintasn Sendin pada Pemeratah Kabupaten Netune dan
B Peraturan Supati Nituna Nemar 2 Tahun J022 tentang Susunan Organisml, Tugas dan Fungl
werta Tata Karja Dinas Permerintah Kabapaten Natuna sebagaimana tefah beberapa kel
diubah HTIH'HHH:H!IH Peraturan Bupatl Netuna Nemeor 57 Tabin 2025,
Reterkaitan Peralatan [ Perineghapan
1. |SOPF Penangsn Surst Mask L Lenshar €erjn
2. ATar Tulls Karmor
1 warpater f Laptaip / Printer
Paringatan Fencutatan dan Pendrtaan
1. Kepala GO :Lembar Daponlsl f arahan, tanda tangan
o [l SOF pelayanan uaulan mutskd memk ke lingrangan pemerntsh Cabupaten natusa tdik Z-Sakratriy OFD 1 lmbi disposisi, paraf

A kwsubsg wnurn dan kepegawaian | Lembier Disposis, Parsf




SOP PENGUSULAN MUTASI MASUK DARI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Pulaksanaan Mty Baku
AKTIVITAS EstErangan
Kasubag umiim dan Pengeiola e Waktu o
kapagsaaian Sekretaris OPD | Nepala Dinas Maisagawelbi lenghapan al utput
Bi=narima suriit permahenan mistas| missuk dari PHS yang surst prsibEstshuan jemoo sutal pramaeeanuan
bersanghitan basarts berkas kelenghapan persysratan daii D Idhpul-' Fmant | mbar disposist
UPTIREPSEM Pemerintah Dograh nsal
Mengecek din meneliti belengkapan dolumen persyariton sevanl - suril pambaritahuwen lembar meni | P Pﬁr{lhﬂlﬂum
ketertuan yong berlaiy = | dispoais: me Ilumbur disposial
Malakuikan verifikas dan valldas| data PNE vang akan dimutas) ' ] sural pambelitahuan ismbar A pembaritahuan
masuk malalul bplikasi SIASN, di=poais (lembssr disposksl
Melakibkan srnlan kebutihan pegessl pads Uil kerjs dan |surat pambesitahuan lermbar 5 it larar surst
ketersadinan formasi jabatan n disposis T
Membuat Nots Ding: Mutas) Masuk, ssianjutnys disampalesn X rat 4 an vt wlaral
kepada Sekretaris Dagrah untuk mendapatkan persetujuan, m -
Meneruikan berkas usilan mutasi masuk beserta
|h|un|luptn_n'ﬂ hegada Kepala Bidang Pengadaian, _@ e~ $rnenit  |draf it
Samberhentian dan informasl APSOM untuk diverifikast dan
ditalit mmmioall
beneroskan barkas usulan mutas) masul yang telab diserfikash _@ H— Smenlt  |dret surst
Kepada Kepala BEPSOM untuk mesdapatkan persetujunn/parad, |
|
L .
Meneiutkan berkas usulan mitasl masuk kepada Sekratarls @ S — & it lurmmplrmqum mutasi
Daerah untuk mendapathkan pertimbengan don paraf persbuusn. m
sural ITRILES|
Mensruskan kepada Kepals Deerah. E = surat pamstguan mutam masuk | 5 menit Eﬁmm




—— 1 S0 D ]
= TH Bt % Boevr 2076
3 T Aarvn Tt
# gt et 3 barant 006
% [kaikin Digh
-tq e
ALLATLAD )
#ik. 1BETDRT 19 121 1001
o FENGRLSTHAN FERLIBAMAN STAFLE CRNS MENIADI P
Dasar Hubm e

Unidying Unaang Nomor 3 Tahian 23124 eatarg Agasanue Sioil fingaes IASH) 5 R R i 1 s o S g S e PR b S o

1 CPNS v #5; amay mamenki selanghapan cen eafianan T
1 mlmulm n::::immrln frepaerman ASN, bei i keduduian, b, Fhast i it o i oy

|2, Wi e kelala ddminatren keoepEsaan marpe melaiaies cifkos den alidas ey
Ewrwtiinan Prmantibih Hosror L3 Tatwin #1111 enieng hamasmns Pegavwal Nege© S, S S o S ar o
Dl mama e ln @uken desgan Paraiunan Pematiniah eeeoe 17 Teher 30310,

||||l-r-i.ln-ul-'ml-'-I-n'h!'i_lrlr'nmurmmhu-?ﬂﬂﬁi
it e s i et OAB: COMLE itk P, e 389010/ st |- WTdfar Nkt mamageeeray ASH) rwem i St 8 argim mamiar i pecseripeaneshemendas

T R [ 1" g — rierhadiag ioilsn genganghEsn CPNG nienjaa PR wedal ketemtaen peng bersk,

tan.
i i, P arreshuaen| sminlnbrast bepegawalan dan beranppang dak terhasia ) kesenal e dats ek

Prssturan NEHR Miermar L4 Tain J08 iemang ik Teini Bengesn Prgawe Megml [G0bumin CRUK yang divsian

spil
L | Perwtiingm i mmeeet prccmes i Suikin pemes dnarn PHS. [ 1. M s | proses pamesiuvas dan teknly pergangs A rlatl] B8 diris melsklbam seriflha,

mimngen i peiestmes CFNS e pangangamen meradi PNE Shakey parstwen et doan guidan, e pemrisesen sl brednangin
Lt b b it (DR BN

Sarat fetuo Earpata MO Wpesen 15 Tahun Q0] barttary Penguingiatan Calon Pasgaonl Magar
Bl Al parkd ot Magurt Bt Ll ik 1 (Ratii] Twhun.

Clapir) dguinmnan jotsagm| duadr batnis apabiis tordapat TFIG YONE pevgerghwte vk wanjat
RIS radishihe e peraka | e inee barsne bomnainl ferteesy

Unilang-Undahig Mimne 53 TeRiin 3000 (erimeg Feimliaatukan taliupame Pelsivean,
napritn At Hilly, s Rprkn il o, Rabuiinhes Sab Kab K

Habwra, B Ningingl dan et datam, el gaimens tslek
3 natenrncs nl) sisibmh reuihe dangsn Liram g ey Womor B4 Tebhun 3008
110 it e i Sanad Bk i hieluban die bt oban O bupaten Yarma.
N Reipited Wit lid T ERUSWEER LD Lamabiut g doss b e

Fasmluran Bapatl
Unieng-bindarg Sumr 30 Tasiun 3034 ievtmg Hearah, Enink
fliibah fEraktir Sanpan Untssy Lisiesg e § Tahun J0EAL
G |ien el daar pRyESngEEE P ha, daarwh, §on Fwerer ik
Ty s riens Pt ionm (lalrm papsgmienggnimnn uisaan sl nialan dan ezagssean
pEn bt E
| s ararsegan tsam [ Poriangrepn
G | e S L i, Liriiieisd Rafin
|5 Al Tidd Erriosr
o | et | P
[Ferngsinan o Pt shaan
1 Enpala 0P el Bugou ¢ arahan, BN legan
5 ik S e il T il b g = 4sh bak Aaturia ik ' St bty M lerrvnar il il

diaknarshian dargun iy peg ahis | gl i ! F.. R e S ¢ mibinr Cusp , P




SOP PENGUSULAN PERUBAHAN STATUS CPNS MENJADI PNS

Pelwhsaiiann bty Rahii
NG AKTIVITAS Kitaramgsn
Hanubag umiiim dan Pumgolah dats Pengadminiitrml
Iagkaiivelin CPS Il Sekrutaris OPFD | K2pals OPD gvhe v Kulnngkapan Waktu Ot
TABTTRTIFILS GLTAL frAbaN Y COkirirF R olten SRPSOA. dan F—
didigushl Eegald 3P0 dan menginfarmsikan bepads Calin ASN Sutnt BXPCOM gaeg wiaah
i Farangman
. YONE Laranghutan uriul Taien gEac paryeretan perubahan E S T M didispoilsi Kuarai I
ehalin
maban | Fencogy 52 Calon ASN, Folacody Herkss penputilin
- RO R e AT A A i ' Sartitikat Prajabatan, OF-33 Thn, | 60 men  |perutibion sors Calon ASN
dinarahkan tpats Pengelols Kepagawsin m | el by ottt AL
: farkay perguaiinn
MenErina dan memarlkes kElengkapan paripaEatan, ke tidak | . et i o bl Enian ABA
- |(ovtiva dbwe:hilhe hopicia Cilivs Ayt ursuk gl [ @ L :mr .&1 lSNrr:::ﬁ .I.SI: 1A ::mjm ASP yang fudab
larioap &iem pulian kepacs Kasobbsag Lmum dan Aperatur | dhasriFiau
Wiemeriki berkas uaclie, |k tdak setu|y diembaliar wpads |- Berkid pErgus
Ui L] usalan binkan
o |PEnaeioln Kepogawalan untuk dperbalkifdlivigkapl, e s IE winis c.shnp.l‘ Mrn:::dlnmm §ghly | [FTORRIY St A0
miimarincankan fngelots deomgaisian il mambat derft B vt |l AEN ang wulal
Surit Pasgsntar ks BRES0M, diveerifaas o
Burkay parguivien
i [Barkas pengusulan perubakon e il T CRiam ASN
5 S"“":‘mm'"m PRGN IlannG R N IET] Wt Cabn ASH marjaci ASN yang| 15 ment |monjadi ASN pangwtian
PR e PR ? warish givifikes) il lkad tan gl sy
panganiar
Br ko gl ehiomn
. I
AertoRrian draf Sural Pangantar, jika tidak tetigu dikembalihan mmmm m;i:ﬁ'; wang prrubhan statul Caan AN
& |kepada Aengeloh Keaegawaian unwik diparbaiid, fla setuju <> o anja SN VAT 5 marn | manjadi 48N yag stan
diparef dan disampalkan kepads Sekrstaris 0PD | cangactar deerifikan don ool weat
BATERITEAL
tekik E Surias oA
Wearmaerllesa dradt Surat Pongamar, i toak setif diesmbaiin l ::‘: ""ﬂmngjm"mrm it parubahan stati Calon ASN
7' |kepadn Kisubbng Limuen dan Aparaiur untuk diparbaiis, Fik * ¥ el ﬂmlﬂﬂﬂhﬂmwlm! Smeril | A5 yang s
setid|u dipared dan dis=rahkean wepaos Kepain OGP0 Y praaty dnbariflltinl dan Arf awrat
[ poTEEnLar
BarEn el
ik
Wi |en diaft Sunat Fengantar, iia boek steg gloembnliban i ::1:7 mf;umm:ﬂhmm ‘parubiaban stamus Calin ASK
B |kepaca Sekntaris untub digerta ki, Fha serui ditardstangand * ;::mm oad gy Simenil | menga ASN yeag sudnn
disrrahkan iopede Lesibhag Urmnwn dom &aaretur, iRy il can aurst
i Pt
3 Eierkas pengusalen genirham i lhm" e "I':'m“ e
" Mererimia soral pangaittar dan imersrintabkan fengadminlsa E - wtsbus Ealon AN monfadi ASA yang pr— MF Iumlll-"&'lm
| Urmiem wWniubk mengagsnakan. mﬁhxﬁﬁkmmmm i) S Akt
. panga g
: Bothan prrgusulsn oondafiem TRrRAIL S0P
sergageridakin dan mampnrnkan segata Carska ur ok dlkiim ﬁ T G el o -shansti! D ks Hitzici

J Il.Ipld.n SEFSDM,




FEMENINTAH WABUPATEN RATUNS
DONAS FERHUBLINGAN
SFMRETANAL

Lunp(ﬂ:nl L2 S0P - Lirgeia | 10 N

Tl Pembestan 3 lanua ¥US

T ipvea & el Midh

13 £Eeie] 5 lamassi 2076

itk Oleh AMLES FENHLIEUINGARN

BATLRA

P 1R 1 B 1001

Wﬂ.‘l‘! PELAVANAN USLIRAN TASPEN

| Burwar Hukum

T S —

dingg Wilang Moo 30 Tamen J00E wrnang Apatamus Sipll Negam

Bl isan daman utama T e UEgar e manajamen ASN Asn pergatunin
b i ibemnan: ASHL UV il manih herests hevaku den mencehut U Namo® § Tahur|
FliHE S

1. ettt mieomml SAVA S, gt sedetib, thudamaban D000 bidaeg Sdisksonm]

3 Megaa, Marainmern banajeman SO, Huleam , @) bideag yamg reeamn.

LT
Aoy el b g Tl v FRLS e e e penan

undsnp-Unaeeg Rpeer L Tahe (RS farcleng Pesalun Sagaemn e P eeoude

[ER I

ittt il knpegawdian M50, Ehusiseym gang herkadton seagan hak diun
st AN braan ngl el

caty TARRLN, b

4. Pt rrd et | mresedur & jrore saan din keinnghanan deduen s plgied

Feraninm Bemanntah omee £ Tahon (L prreeng Auresal bedlal Pegawal bageii Sl
{remmpairvana. Lyl ekl g Perstuian Pampreh homer 165 Tainn 2010

ifyi i wrupaien s R wTmne pingrem TASPTRUTHT Degl Mk FTTRRMIN menyeis B
hl.Ulel i FEIGVROTY s eougii dser peivmianggurses Frogrem Tabiyigen i Tua [THT)

tampy mstakukon veifil, salidesl, dan peapolunan detu kepegrasalan
Flampa - mangapsrankan ke s @i admmeTE iepegwaen,

7.1l o, disiplin, Bertengpeeg awl, dur mampo moeei| Egs ke aen dan pegawl

P aamey PEmanntsh oo 55 Tatos 19E] inmang Pengwi b Beriy b Penasten s
Camn Tty e daireesd Pepivl fioge'l Wil Ferslahian Pafierain |Peeesrnl,
Iwnith demar elerkagaas T TR set el ey sl Emggai s program s

e ik bn koo dimasl dangan i hargs 1eckE Gan FT TASFEN dalam pooenaengurulen.

stnmahati| tata raikal divd Sait SvEnie TR A pasgactar dekurmen Lasds= TAAREN

Ftamorem Fymanntah geroe W7 agy JI0S Tecang memihad Eorlsisi Bars dan fiineT
| Ermmatian ing: Pegwimi &patwtin o) fagec yesegeetaid 1elah ol dangan *wi@unn
Pamnaitme b o GG Tahun B257

Ibasaras Wil Kiandsn Meer LI0VGHE00 10 bawiing Periyiratan dan Besar
il aihumgues Har Tis b Fegwsi Mages biod. ssomgmimome bxles divbsh dengn
Paratieas Maniad Eeoangan Msme 13 Tabun J0F3

Vit iies MR KEEREEn Mamor S WILIE 021 tenraig Tess Cars Peegsisisan s
it Pl e lengnimes Brogram Tasingen by Tus, Cacul Riwija, iy
ey Birrtan gl apiwvsl Aparatur Sedl agars, Hisngan sermahan S vang peels
dpeitartinan, vaitd FRE ey SR8 Talin 022

Lnumwhwmu.ﬂmm. Aakrasarma DAL, mape o) Dasos dae Rasdan

Pt Bupal hleoune homes 1 Lo JU2T berstmig Buauies Drgamaa, T ugm ims bungil

Dl it Watwes, elimgmiesand 1nkah siuhes dengan Fertneg Mstans Nomor a3 Tehun 3@
Pt ML LAE oy & Tahum 3074

PL ] s komumied dan. pelayanan somifsral png haik

wstpvahmy [Parmintan / Pelerghapes
1 YA P duden Peiin 5 "
I 1. Larrrmas: b
il Tl Earrnm
[ slerwpt [ Lt | @ istm
[Periegatan Flrnn-l-lh_
1 kigmli O8O imthligs Ougoni | mrwhan; et Bangan
3, AR Loy fampe listal b R i wdl L pae QTR L e  Ceahimira P Neraar dinprsl, i id
gl eiiiun ANN phan TeTIREY hhie e | L DY Bazhi




SOP PELAYANAN USULAN TASPEN

Belaksanaarn Mutu Bk
Kezerdigmi
NIl RETTVITAS Harsuhaag urmm
' ll i EnE dan Selirtnity OPD | Kopals OFD FT. TASPEN Epbenghapen Wkt Chutput
2 o s A
Terkal: S0P
i [ntenyerakign Serat Parmohoran Penerditan Larto TASPEN Carat Permationsn, San/itau S8 E8aErn  |Berem Perudbhmnan Fanurganam
T (ke pengEisi Eepogaadlan P plam Y 3
Imariie Berad fermahonan, etidek anghap canisiien |
3 i Permahion drtul dilienghag, ghi fesghap mesmboet Dref <$ " e [y i il :::::rrﬂr?nm. it
" Surer Egrgantar, dsarahban kepada eubiheg Urm dan Prnganta
rakur i
Womarikes borke permabenns dan drabl Sarat Pengantar, [Ke
llﬂlrmqu dllnrnbadiban | eialn i gk @_ |BErkas Permahdnam, Orafl Sarat | Bty Permofaran, Draft
i ity faned e tidak i R | bengniar
" |diperhaisd, |l setuy paral Oeft Suret Pergeciar dan dissrabikan Y Frnganiar
{impacs Sk retads OFL
(nemarined Bediss permabonan dan drafi Sare Pengantar, jika t
: vtk antugu dikemialikne depads Easunbag Umum dan Agarsti — | @ = rEI-Ifhn‘_':rer. Drath Surat FEFa suw.:rlmun. Crafi
" |umtuk elipertikl, ik setuju digeral dan diserahion bepads ¢ Horgantar rk Per garisr
Kepsly 0#0 |
sArmariiig bk permahonan din drefl Suret Pengiatar, | )
g [tk dileuermibasli ks wepuels Sekeetarls GPD Urmik s _@ PerursFermotione, Ol Sum 5 Py i
il pvrirai, [l sl ditandatangan dan dlsershkan bipars FENATIEe -
Prargalehs Umiin dan Apatitur
BArmaitrm Inivirt Penganias. dlsssahisn bepasla Pargamriniamrl 1 Py Nprriaabarin, Srnt
7 |umun umtus dipgeadakan dan diescabben kepada Caraka untuk m pen ; Sl [Saral Penganm?
iulhlrlmm hm T, Tazpen parta
It SO
% BAFmggancnkan, mangareninn dan desrahann bepsis T kR [ rias Parmabaman, surme 1M ::Im#ﬁ*m*-mlmium PasrS ham
itk dikdrim ko FTTALTERN PEmgTar gt [ e
i i InprE ! fevedfu Parmahaian, Himd
*n imn raeerkithan Kata TRIPEN, darmabhkan Bieshin Par i, Suswl Pa— Berieay
i oFD u E Prrgantar e Pengantar
Tarkat 5o |
Bt an Berrmohonen, Sursl 5 sl etk Permalarin, Sural H‘ﬂ:nllnm
A0 | Méaerirm Karty Taspon, dispraman onpads Peminhon — ‘ * t gt
i P P o, S0l % Mttt Eiarig:s Permororan, Suril
11 Maarirm Karta Taapen i ik




Wzmar S0P 21 SO - DU 2006

TR Peniouatan & fpnuel X118

g Aoy

Ty Efsktil & tanuari 2000

Clisghikan (2ieh

NIP, LOGTORONLFI RSO0

Namo SOF PENGLIAPLILAN SASAITAN KINERLA PEGA WAL | a7 |

Dasar Hukum Wuulifikaal Pafakiana

i iuﬂﬂllt-ﬂndlﬂ.l M 20 Tabsan 2043 wanteng Apsratar 3ipd Negars,

1 |Heratyran Parersieiat Momnr 51 tasmn 2005 tenineg frallalen Bi0nije Pageee Regeil S,

LWETahsmd kptantush pengeioann kinerja AN oan pormyuianan 5P

2. Wemahami sdminlitrs bepegeaaian dan tat kilols Kinerjs pagawel

Foratran Manksr Sendwaguraan Aparatir Ragars den Rafdimas iWeekrani Nemer & Takur
1062 weiang Pengeminan finea Pogire® Apa ratur Sl Hagaag

3 Ml relakukan pergumpdlan, pameiaaan, dan pengedminatrasn dokuman S

& MaTEL mengaperasban knmalber dan aplikel e Kinesa SO0 yarg f gunakan pomeriniah

Paratars Prosigan Nomoe 29 Tahus 3314 tanteng Samsm Akinrahiina Kiresjs lstami
Prmnnamind,

5. Mampd mslakukan rekopiiulas dan pengolafan dala 540 pagawal

0.=ali, carmat dislplin, bertmngpung jowsh, dun momeu menEge ahatsan dols keeEgawan.

Fermuran Merree) TANEE Momor 53 Tahun 2114 tentung Meturik Telms farenjian Kinems.
Relapessn Taev|a dan Teto Cars Aevis ates Laporar Sineria instsntl Pemarhah

7 Minmpu berkaordinas! dargar pegIwe’, DEAbET Daral Mner, stasan baseng, dan peagelois
kpaEgEwalan,

Parmbiran Msivhar] PRREH [Nommor 88 Tehon 2031 tertang Silunsl Akuntad! tn Kinens
Imm Prijrstisntaly

Baasiirun B wirtey ISSRFR Mamor 8BS Tafus 2001 terriseny Benjanjaogan Kinens lutsnl
Fsmarintih;

Eesiitionn 0 oeT Metume Noese BETabun JOFE (enteng Soiem dkuriakadiom Cingd (s intami
ety

Foase it ity Baiiena Nirmar B0 Tatvie 2076 bentung Kesdaiar Teknid Evaium
Abyeabilral Coaria natantl Pevreciedals gan Rardalan Kine e Crgasiiad | dan

Paraturs Baper Matung Neome 38 Tahus 1025 teriang rdliatse Kingeja Ltsma Pemmrintah

1R Kabwgunen Mapnss Periode Taben 0252009

Eptarkafinn

| Paruletan | Parasgaspan

o |s00 Eeup ) ey heela hS

[ L. Lambsr Ei=ja

2. 8t Tullh Ewshar

{3 et | Lagioe § Prisemi

- Parcu nEn dam Perdatasn
1. EEpils 00 Lendiar Hipass / arenan, nds angen
T S8 prpoggu by S el il Gsymnahan svan manghmihin begisten cargRsman dan 2. Searatrin (P | tmmbar dispesie, pd

wnjiniiuar beraiken parghar FhS

1 bl iPumn fee kepajiwsmr | Lsmbar Dpasal, Pemt




SOP PENGUMPULAN SASARAN KINERJA PEGAWAI ( SKP )

Peinksanasn Mutu Baku
NO AKTIVITAS Kutorangan
Hasubag wmum dan | Pengolah dats dan|
| i i Wepaia Bldang | Sekrotaris OPD | Kepala OPD Kalynghkapan Wikt Outpait

Memerntahkan Pengelola kepegawalan untuk mapyebarkan - -

1. |disposks Kepals PO meogensl pengumplilan SKP kepada weluiub Lambar ohuposis| 5 Mienit Lemibr disposisi
bidong

2. |Mendisribusikan disposis| pengumpulan Skp W Disposis! 15 Menit | Dispaetl didistribusiken
Menerma disposlal, imambuat keatrak KBra, mEnghitLng .

3 |reafisasi, menis prestasi ketja, memsuat bukw catatan pendtajan, EE:] Farm SKP 1 harl Foarm BEF yary telsh teris)
diserabiznn kapada Pengeiola Kepegawalan
Menerima SEP deri seluruh bidang, diserahlan kepads Kaaubbay -

‘ Limarn dan Aparaiur EI e AMer R
MEmeriksa SEP, jika tidak setuju dikembalikan kepade Pangelols

5 |Repegmsalan untuk diperbalkl [l setuju diserabhan bepada » -@- tidak SEF 10 Meniy SKR
Selrstach 0P

L

WAk SKP, Jles tdnk setufo dikembalian kepada Kasubbag |
Wimum dan Aparatur untuk dipertaikl, [ka senl

. menandatangani S8P vang berada di bawah Sekretarist, @’ " ol i o
diseratienn kepada kepsls OPD ridik 1
Memerken S0, |k tidak setuju dikemballian kegda Sekretars

_(OPD ik diperbaikd, [Me setuju meanandatanganl SKMuntuk i »

s Peyabat Eselon 1, diserahkan kepada Pengelola Umum den o '{ﬁ}?’ L g 20 Munk =
Aparatur B -
|sdenerima SKEP, memarintahkan Pengeiola Kepegawaian untuk :

i
8 han FEE sKp & Manit o
k] IMumm dzn mangaryipian - SKP 5 Menkt Dokudrantas berkas




Womer S0P 220 B0 [NEHUE £ 30
Tl Pernauatyn £ iurnari 038
1"-th|
[T Efetil & luraar 3020
Dahkan Glen DANAS: PERHLIBLINIAN
LA TEN MATURA
PEMERINTAN LABLPATEN NATUMNA
DINAT FEHH LA MGAN
SEMAETAMAD ALLATISE
Wi, LD4TDADI1I051001
Narma S0P PENGUELILAN PENIATUHAN HUKUMARN DISLIN ASN
Casar Hulium Wil Pelaksans

Urnidang-Eindang Meemes 30 Tabun JII3 trntang Apaene gl Hegar
Mseugakary dgar Nl wtwn masemmn AN saai s Gan talah rencet UL Nenor &
Tatsan 2094,

1 Memahaml peratiran peruading-undangsn di betdng knsegawsian can deiplio 2NL

2 Memahpenl kmtantusn PR o B8 Tatun 2021 terstang Didalin 2MS dar geratinen pelsganasnmy,

Facyiyran Pemirmtah Samar 04 Tinur 1004 tantang Couialin Peghwai Nagar Sab

v e prekn e e taenn dalo pee ke Gam penatfan hubismar dislpis
NG tertrasdk bl IDne, ararmen, Hrghat Fubiemar, peatet yorg Dorwening mesgnukum,
i Lol s pirietuben b disialin. B menjele ki Babw 26 94/2021
merupssan kaerbaan gl PRS yang tersk manggeiban s rumn sebelumnye

3 s tato chde pemasikanan dam perjaduhin Hreaan disipie P,
3 Merahami tugay dan hun BRPSONV/URIL Kepegawsan 56773 porengkat ceerah =it

5 WEmi] Rumampsan SR memrtng den momuefine selengioapan adminiitres| wen ukuamag
diziplin.

Paraturen Nadan Keompawss Fegars Some i Temin 3023 metang feratiran Peakeanses
Parature Peresintah Komer 53 Tamen FIE] iesqaid Disipen Pegawal Neger 5ol

Pyt il i | me getinenian tekntk ploskianaes B LG00Y Sembineys it arieia dan
arnigmbsct Feckn B0 Mormar 23 Taban 3000,

i Mgl mestaukam mnailialy tarnodas pelenagaren i benditarkan busd dan KeuEntuEn yang
sk

1. Mampu manyusie bevita scan pomer{aasn {BAPL, laporan hisll peder tkaaan, Gon khtep soouiusan
hokarnan disiplin sl bewenamgan,

Perturnn Pumesvian homor 15 Takmn 217 tevtang Waraparren FRE snbagirsne neiif
il dargan 9 Nomor 17 Tasun 2000

[apsee digariurnkan sebagal deuar pnkisng ol mons
WA

FiS dan

el semampan mengueerasion komputer don upilikast administrast epeyrwsian,

1, pagrriled amarmpuen pangelolian srvp dan dokumen wpewakin

Farmturan Dasreh gabupsten Matien Nomor 18 Tulir 2021 vertang Persoenzukan dan
Gukunap PrEangint Dsemb

gt dapenston sbagal daser kelemiigaai Paifadpmeh Catupatan Naminn, Peeabutun il
pugs 1EriartEm snbagal st hukuen delem regulis kepegrwalan Rathpaten Retuas,

110, Marmlilkl wikap teliti, obsekbll, carmat, bartangmure jswall, menjags keshasasn, den beelntegritas

11 Pe|ntatfpagiwal yung melshsanabsn memdlik Kewenzgan seauml tuigah, Fuengsd, tan betentuan
peETRLUtan GErunEang angEngan.

Porutiormn Mgl Navana faar 1af Tahus 1033 weaeg Wi GeasgTore Wahue dan
Prdrmiar: Pysiilak Agaiia 5100 Magsin 8l Lingungar Pemesteoink G
Peratiran i mo i berstatis Uarldbk dan reegatn el deree seets pedoman peink A
i ingginnger REma it Katiopata Maung,

Hpterkaiar

Parvimesn | Perienganpan

SOP Apkaprulm kphadTan i s

1. Le=sat Rl

A Tilwt T lli =

3. (Eorsguser [ Lagsn p f Freeer

r Pacaiaban dun Pandstanm
Ik st ke il ABH tidsé dllshikan fmaks SESERN largaung st Aeving unry |1 $=PRt O3 “Lamnbae: Disposss { arahan, tarla g
Hiekiuiti OFD Iemibar dispenid, paral

sl kmpgaunimy dapal dilmrian sanks hukaman rareea ik s apaye peregatan ai
peariiinaan irashen

W b b Loy clan begngresian | Lembar Dozl Vi




SOP PENGUMPULAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ASN

Pelshsnnsan MLty Malu
METIVTTAS Keterangnn
psubag umum dan | Fengolaly date dan Pergudminkitiaal
R fish Sekretare OPD | Napals GFD iaran Kelenighapan Wakt Output
i it ke perembangan gen jatiehan disiplin yang dibekan kepada ASN,
reryaalkn LEaah S1El kepeda kepsla 0RO dan meaniime dpou (ehadan
trasll pangamatan disiplin AN, i mankh belum terdipat et ban terhedap Surat EApyluEan Penundasn Uraft Surar Lsulia
S0 synruy el ks dibarikan surat kesltusen prnusdenn koralkan panjkEt maks m Krnalkan Pangket dan dokumen S menn Parjazuban Hiswman
m_umndumnm:ﬂilpnmnuidlﬂhbm e inda hlen pempronean perdubieng lainrmio Disiglin
sdmirisiradl aparatul Untuk memeuil dral sural usuian peedstuhian hukuran
dhsiplin i
| i Tirart Surdl Lawlien
WABmBuEE draf suret usutan penjatu e aigemon disiplio, Seecahian bepada Orsft furet Usilan Penjatchan
samiepahn (T o 30menit | Peestunan Huburmin
taomarlinn dref st asulan penjatuhan kduman disiglin 85N, e zidak setujy [irafi Sorst LiTan
dikarmisadikan kepnda pargolah dats dan informad dipecalkl, jke setulu VA Draft Surad Usilin Benatubon P e
flkemmilikan kepada pangaloh data dan Informan diperbale, Jim setu)u Spard 1 Hulimamr Baslpli i
dan diverakkan kepada sehraiash DPD el
iernariaa dradt Sl Usylan Pematenan Hukgman Disiphn ASN, fia tlaak seteja 2 Dt S Csutan
dikembaiikan kepada Kasunbag Ueism dan Apsratur sniuk svermgerbalhl, fke TIDAE @‘ il ::'n uwl: i) 5 menit Ponjatubem Muruman
sirtwu digaraf dan diseyaban kepads knpals CFD ¥ s il
Pderreribin Hralt St Usulan Perjatuban Hulumun Dlalplin A5H, S tdak seisu i
dikeiribafikan hepada Sekrataris OFD untisk momperbail, e seruju TiBAK <> e, ek f:r::ﬂ;:m'”""
ditandatangsn| don diserabhen kepada Kaaubbog Limurm den Apsratur. oy
' . Surat Lisutan Prnjatuban Bukuman §urnt Lisunn Penjatuhen
i [} = - !
rMernn ntakian Fengaoministrasl miunm untuk marnggandokean, mengaripEEn m— LAL T Haikmae DipHE
Menggandakan, mengarsigkan, disershian kipads Pengadranisirasl Umim urduk ' sutat st Pefatubun Hubuman |, Stiral Useian Panjaiuhan
welanjutmya dikrim kopadi HKPSCM, Disipdin i E‘“,I sl I': “:F rm"’




Nomar 200 13/ B0P - DISHUB S| 026
Tl Fembustan E lanuark 2026
Titl Rewc|
Tigl Efekil 5 dprusard 2026
Disahhan Qieh DINAS PERHLIIU RGAN
TEN NATUNA
PFEMEMINTAH KABUPATEM NATUIMA
DINAS PERMUBLINGAN
SEMRETARIAD ALLAZLSE
MIF. 196 T80 1993031001
N SOF PEMLLATLNGAN MU LINGAN DISIPLIN ASN
Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana

Undang-Lindaag Memer 20 Tahum 2023 8 ndeng Apuratur Sial Negars
Il mrussian UL ASH yang bariaka sat 16 dun eiuh mencsul LU Ramar S Tate 2084,

1, Memaham| pasaturin perondang-undangan fentang ASN dan Dislsfin PRS;

2 nemanami PP Nomor 34 Tahun 2021 tantang Bislphin PNS dan Pecaturan BEN Nomes 6 Tahuf 2002;

Parsturae Pusnerintah Nomor 24 Tabuon 2001 Teatang Distslin Pegnwal Mepen Sipd

i etk asar hukiem wearr peafatufan hutuman disiplin FRE, yang mengaiis awaiban
gan laraegan PAJS, ek gan Ungiat nukweman diciplin, pejasat varg banseneng meTghueum,
arariaad, panjatinan hukuman; serts upys sdiiest el B9 el manh berstatu beriakil.

3, Wemanami adminisras) kepegawaian dan tete naskeh dinas;
4 Memilik: kamampuan prngum pulan, pengoishan dan snsiisie dots Repegawakan,

& Mamiihi kemampusn menyuslin dar memeriis dokimen surst mriait panjetuhan huiaman geiping

1 Peralietar B Rarmor & Tuhun 2027 tenteng Fersturan Polaksanann Fartusan femerimah
hﬂm 2 Tahun 2021 t=niang Diiglin Pegawal Meger Sigil

& Memlikl Integritas, objaktivitss, kecermatan dan miampu maniage kerahaskaen dokumen kapegawalan

7.Mamiilkl kemamipusn pengambian kegltusan ieiual bewenangan.

Perraiuran Il men|ad pedoman tekni dalam palakcramn divpln PG, [EmEsE
kpwiriangan menjatibihin hidkumnan, prmarienn dan proses penstubom hukoman didplie.

Puratursn Bupal] Netina Mamar 184 Tahun 2023 tentang Mgl Dasad/Corn Values disn

5 Epgumm Ferilwel Apovaiur Sl Nogera of Lingnurgen Pemarintab Daarah

Raterhaitan

|Paraiaten / Perlanghapan

1[50 Anknpitisal Lenniinie et

HRT LA

1. bt Tufn Kemioe

L Hatmuter § Lapsos { PARIET

Fringatan Fancatatan dan Fondatmn
. 1 depsla OFD ¢ Lambar Dizposis [ acatar, lande TANER
iinm UE L TTETT i ] S sk dlalukar male st la i g
g s s b - 2 Sakratris QPG  larmtiar dispadlsl. paeal

1 |dan bspemaasn i et dluerikan sanis) b kuinen ieena Tidak ade upais ser ngatar @i
pambinan tawine

1 kanubiag umiam den impegiweian - Lember Diposls, Peral




SOP Penjatuban Hukuman Disiplin PNS

fos. Kegltan Musutibay Lo B Apmratur | Serotarls G40 itegis GFE b ghi et whaktu Sutput xa
Neshyirih penortst Suret ool
S0P pembliatan Surel yeng
g [MARTNRE el e, pShICAN ST URNTIN: FaL HTR AN Ao [3 [mskugteulun Datrar Hare, Pengadisn 1 s [ustsimyi Tarrunn raiRstkan etipeicts
sl iy kenpacia Lk s 00 [
Banudminismas Lirmem
|MaErelill dary e miaae evnluns dbier, pengaduan 1eruln, Emuan
WAy s pare) fyngeeanal, fas bidak satujitidak belum lergsap memerintaliian
Wy biag Limaie disn dgasatur urtak rr_l.l.q)l.l:lmhll-ulnlmﬂﬂuhiﬂ P T i it Dy
: |dlisigiiinrrga, Jikn sebdju memanntahien Katubleg Limern e fpaisiur unii a i i ikiin
l-'r-n-nw AEN v ng abas dijatahi e bdiman wab dideriken pergamn secam
Bain
SArrmangg MAM, mpmiber lan perimgaton wetars son dam dituanghsn setors ,
twriuin, mamperhatikan peckembargan poingatan i, @e belum 1erdepan g Nataet [urat Susns Privigms Tl il
’ |perubaban rraka rarneuse Deaft Suret Pengaras Terds U0 diserahien m ViwrgEmétn
mpadi Sekrutain OPD
[riduniva
Mdmrarioas Gty unet Paringaean |00 |is Tk satujo Sbamns ben sapsda &
i [tmmlmmmmmmr Ak ¢l e, |1 sEmija |t den ¢ | Dragty Swirat Payimgatan Terta V10 15 ramin Deuft Surat Peringntan Tervafin i
diggrahknn bapaod Kepa 0FD 4
Tiiiwn'¥p
Aawmeriios Drafe Sares Pacingaman (U000, [k telak sebu|u didomeiien sepeds i
§  |Sekorban bk d|porbeih, |l sy deti rdarangent den diverabian sepeda |tatak -@- Dty Surms Paringatan Trrtuli ) 14 vt |t Pewlrguinn Tarpuilis L0
|Wuzubbag timene fan Sparatur
0 [Wdmmiemges ANG merpaiakis Surst Peringatan LU m faurit Puringren Torutin VIR 30 rvenit Sarut Past gt T i 10
|
i
Merpachatikan perkemssngan 85K, [e Jalam mase sty popgawanen s |
¥ |Bembiaan tetfndsg AL inrustiut setelak dinesilan 57 LR maslh baburn - m Ciiwfe Sura Parnyweain Tidok Pum Secne | Carasft Suret Pereyataan Tidak Pei Secars
et prarusahan rssn et Braf Sees Peoymseen Tidak Soae Sacars Tertulls Tl
Terully, uemhian ispede S GR0 |
Tadi e
RApmerilns dialt Sarwt Perviaiaa s Tielek Puss Secivs Tertule, fan telsh st | 1 Orah Surpe Parr Thdak Praws o S By -k W S
8 |eikerbativen kepads Kanshhag Usmrom & Aprerar aedus diperbelio, [ mtje * ¥l rartuin TR -~ " |8 manie T;,wn:" w
ipamif dmn divershion sepadn Cenala 080
Tt
Aemeriaa drafi St Ferwatmen Tidak Puan Sstaim Tortais, faa s ey ]
8 |oilermbaiimh bepata Saksstul i oo, ke vetch diancitsrgasi dan tctak @ :'::;:"' FTHAMR Pl BeCEt®. b yanie Sairat Peryataan Tidah Fusn Sesn Tertaln
| cigsraikan kepady fasabbag U & Aparanur
- {8k Perrmsraan Tick Puss Sotan :
10 {Nmrorirn Srin Pocratnen Tides Pum Serara ot diverilsin begedi PRS ? !r:“u:u n - RSP yer >




T hmere it i o ke by prérijintuiian is e temebot, (e poda rans
|wsten jsesngmwsean aba peenbimesn werhacisy ASh tersetier mssih Behim s

Bl Sural Eipuitdain Penusdeen

T St Krpuitmisnn Peruimda i Rk

ibarmimivan kepare Sakrwtars untus Sommai, |l e ditanastengen) dan
llnmrulisar knpags Kesubaag Umam dan Apareme

ek

Sairnd Penurcaan Kenuias Fangii

anghat

11 |eerkampangan ke srab porbaleen maka ciusilbin b Fevecsian Surer =] Canwikad Gajl Borkoll danyfates Dol Belali il erkinls, smg'stun Draft E=ifit Feounsaan
Mt P s K ersd iy Daidl B BN fam sesarutny e peap e fuctut Feruncaan Soraikan Pursghon e i gt
bl : G L)
repmaenien g Draft Saret deputusan Peiundesi Kend i Gaji Berka u dang’ i
i ] EIclr
Craft Surat Keputuses Fenundakn wly Sirat Easuiusan Penuickie Kenalian
gy [Breftdurm Keputinan Penumisan wunaikan Fapghan, jika rofsl sonjis *} i s s a8 e et ey D ) evknin, ciun/stisa Deft Sral Pumuncisan
| i nbiusanin Repace Kaiufsiong Umum B paratur oo dipecbad) [ sstju bt Frassu i B
diparaf can disershhart kecods Eeoale BP0 neaai deruan Fargtan nghat
mﬂ T
| Ftmmpsin s Opuft Saim Yrputosan Penndesn Kecalion Goji feckaa dany el Ottt o B ) o Ml B
Do i Kaghvhor o Wt et Kmnuilibn g, Jh Sl st o S T [T e ata s FanniSas Witz

| Pbrsarsgii ALK yarg dlbana| pesjatiihan bulsman disiplin minyeranion Sus
| et Pavtiaan §ord san Ga Berkan ganyatae Surst Keputsan
P nan Kemalian Pangaat

Sarwl Hipuunsn Ferdidssn Ganaian Gl
Buriala danfatau Surat Keputusim
Perundess Snaibin Peghat

10 manit

rist Kt Pt roidann araian Gaji
ekl o by amal Surst Pamurslom Eenaliin
ik, Cobumentiyh Berkas




Momor S0P 24 f S0P - DISHUE /| [ 2026
Tl Pembusian 5 Jenyari 2026
Tg ezl
Tt Efaitif § Jznusri 2026
Disaghkan Qleh KEPALA DINAS PERHUBUMNGAN
PATEN NATLINA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUINA
DIMAS PERHUBUNGAN
SENRETARIAD ALLAZ,SE
NIP. 196708031053031001
Mama S0P PELAYANAN USULAN KARIS KARSU, KARPEG/KPE
Crasar Hukum Kuaiifikasl Pelaksans
1 |Uriclang-Undang Neamor 20 Tehin 2023 tentang Aparatur Sipi Negars LIAuriabiasnd KEeSiin oitinin portmdiiigimd gt o Biling ASN 2 acmirissrah epegnwsiei

| Peraturan Pemerinted Nomor 10 Tahun 1983 tentang lein Perkawinan dan Percermsan bag
Pagawsl Negef| Sipi sebagalmana telsh disbah dengan Peraturan Pemarintah Momor 25
Tahun P300;

7 piemaham| perayaratan dan teta cora pelayanan wsUkan RARIS, KARSL, KARPEG/ KPE /Kartu ASN Virtual;

F.Memilikl kemampuan verifikesi dan validesl dokumen kepegawakan;

Peraturan Kesuls Badar Kepagawalen Megars Momor 16 Tehun 3013 tenteng Pamberian S,

|Pa-,|m|. Nagerl Siphl sebagaimann telah dicbah dengan Permtussn Kepal Sadan Kapegawalan
hegara Momar 23 Tahen 2015,

Kode, dan Nomor Kart Pegawal Meger Spll, €artu |50 Pegawal Neger Sipil, dan Kaetu Suam)

4. Mampu mengaperastken komputer dan 1istem informasi kepagawlan;

S Memaham| tata naskah dines, pengelolaan surat dan kearsipan

Kaputusan Kepala Badan Adminisirad Kepegawaan Negara Nomaor 1158a/WER 1983 tentang

B Memillkl kemampunn adminkstrasi, koordinssi dan komunikasi:

4 e {atri/Sunmi Pagawal Negeri Sinll; 7 Telitl, cerrmat, dislglin, berintegrites den bertanggung [ewak;
f:Mampu menjoga keamanan dan kerahasizan dokumen kepegiwalan,
5 Susnt Edarun Kepals Sadan Kepegewiatan Negara Nomes LB Tahun 3021 renteng Kartu
Aparatur Sipll Negars Mirtal]
g |Peraturan Daerah Kabupaten Natuns Nomer 16 Tehun 2071 tmntang Pembentuban dan
Susynan Persngiat Daerah,
Keterkaitan Paralatan [ Perbenghs pin
[0 Penanganan it kaluar L. Lammbar desjs
3 [50¢ Ponanganan sural miiak £ Alud Tuls Ramar
3 |SOP Pengifiman surat kelusr . Kormguter | Laptos ¢ Brivter
Paringatan Pancaitan dan Pendetgan
1. Knpala OFD : Lembar Dusposisi / arahan, tands tengan
1. |jiks S0P peegusiiin tidak disksanakan maka akan menghombot LSwkeratris OPD lembar dispostsi, mars!

L jensubag urnuin dan kapegewalan | Lomber Dispesisl, Parsd




SOP PELAYARNAN LISULAN KARIS, KARSY, KARPEG/KPE

Fangeline Bamutbil i Lirrmm & 2 Pt as
Rt Sl ianis 0FT Erpelda G Febepgbanian LT ‘fwmnut War
TWany ek ne Pesbsd lah RARE, KRR, LB RAEnEE| e TLaperee Prrkueinin 15 i Bering Pz it rs et it ierat ERadL S0P
KPP, il ikt hajbils Pangaleis E Errtami® & rangiogl. Fetnoopy Vel Wbl Laga|sir isminbiatan suiul g e baman
W ommt  jpvcar, e Photo M Pt e d privuga ot ke piasealin sa°
Jo] L. ooy S Mgt Savaki, S —
puinpy 38 CFS Gan ML ERRGL Shenglul lanks
wh P " 4 barngh
gt el Metalt Lagalsr O hizames
g drlsrigha e becksi permishones, | es Udie lEngug s T raanil e fuml Perganie
i bl s e s intes Sparialll, in legiar ramhiun il
Zrwht Sarmt Panganter, fmsrahban Brzade Hasboag L=gm den Sganeie P
T i '@
ybmrrE il NEIRI A DL iy manhanar 080 el beem Pergeesar, Coalt Surge |10 M Bkl L Paganey
5 tirfwi languap dide=nal b kepreda fenpeinki Gepegaveion ool | Fenganiag
dourisihi, 148 it Soandl, dhrerahhan bl Spsseta OpY el i
|
4 Drwfl Jusel Pamgunitay, jiun tusal swtifu stberge Dben bapais freefiiuret |3 Rmil Draly Surw Pemgursar
bl Lhmum den dpacsiur unt dparmalbl, jvs leegis dearl, [ s pare
dimahnan abade fapal OPE
b Tt Bt Pangaritar, [l Sah doniju divwrsslean bigais ¥ Toawhttmmt 3 Plamilt [aipat Pangante:
Skretariy §EFD b shgmr il llen wenighing anl, d L g
gt i bty i dan A o = o
st il P, hkan begaitln Binsgailmif D@1 Uim 1 YaTil W [Whenit | Barnt Fengunier
£ = proginsne
L L B, npads Femgud: e - sk Ay rvim, | £ e St b b diise
A i ik s RO W _ | b dlwn




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SENRETARIAD

Nomor S0P 5/ 50P . DISHUE 1/ 2078
Tel Fembuatan 3 Janwar| 20256
| Tl Revisi
| Tg! Efaktif 5 Januari 2026
Dlsahkan Dieh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
ATEN NATUNA
ALLAZLSE
NIP, 196708031993031001
Noma S0P PENGLISULAN PENGHARGAAN SATVA LANCANA PNS

Dasar Hukum

Kualifilasi Pelaksana

Underg-Undang Nomer 20 Talwn 2009
Taintang Gafar, Tarda lasa, dan Tanda Kehormatan,

1Peiabatfpegawal yang membidangi kepegawalan pada BKPEDM/Ferangkat Oserah Kabupaten Matuna

Iemahami ketantuan peraturan perundang-undangan tEntang S2lar, Tanda less, dan Tanda

Peraturan Pemerintab Nomse 35 Tahon 2010
2 |Tantang Pelaksannan Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jesa, dan
Tendas kehormatan,

Kehormatan.

IMemahami ketentuan kepegiwalan dan manajemen PNS, khususnya terkalt masa kerja, pangkat,

Pargtiran Pamaslntah Names 1 Tahua 2010

[abiatan, tan disiplin PNS,

- Tentang Dewan Geler, Tanda jasa, dan Tords Kehormatan, &emahami persyaratan dan tate cora pengusulan Satysancana Karya Satya,
Siiampu melakukan verifikad dan validad deta kepegawaisn calon penetima penghargaon,
s Marmpu memeriksa kelengkapan dokuman persyaratan, antara |ain.
EMampu meagoperasikan kamputer dan aplikas| kepegawalan yeng digunakan untuk proses
peEngusulan,
s TTeliti, cormat, bertangaung jawab, dan mampu menjaga kerahasiaan date kepegawiian.
& Memilikl kmmiampuan administrasl persuratan dan pengarsipan dokumen kepegawaian,
[
Ketarkaltan Peralatan / Perdenghkapan
1 |5IJF porguslan penghargadan styalancans PN 1. lembar Kerja

2. Atat Tully Kaneor

3. Komiputer [ Laptop | Printer

Peringatan Peacatatan don Pendataan
1, Kepels OFD - Lrmibar Dlsposisi S arahan, tanda tangan
ik S0P pepgusulan penghsrgasn satyalincana PRS Hoek diaksanshan akem mengakibistinn 1. Sakiwtris OPD : lembar iaposisl, paral

twrhamdmtrga permbierian reaard kepaika PRS

3. kpsubpg unum dan kepegawaian © Lembar Dnposist, Paraf




SOP PENGUSUILAN PENGHAREAAN SATYA LANCAMNA PNS

lrsuk £ rm e e perghanean srg hinean s HS appads
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Memor S0P T6/ B0F - DISHUA | f 3036
Tl Pembuatan § Janues| 2005
Tl Revisd
Tt Efeieifl 5 janusr 2026
Danhikmn Ceh KEPALA DINAS FERHUBUNGAN
TEN MNATUNA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DiNAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAD
HIP. 196708031593931001
| Mamies SOP PEMBINAAN APAHATUR SIPIL NESARA
| Bt Hukurs: Huafifikasi Pefaksana

Wrafing-Lirdang Nomee 2 Tarun 2023 tentang Aparatier Sod Negere — v mesugakan daser
Mueurn utsms pambisaen ASN saat sl

Rarptgren Pemarintat Momo: 11 Tahun 3017 tentang Manajoman Pegeos) feegnn Sigll,
wrhagaarana tirsh diutmh sengsn Perataran Pemsrintah Momor 17 Tarum 2000,

Paruturan Pumerintab Nomer 43 Tehupn 3018 tertung bMansjemen Pegaswial Pamarrtah
aengnn Perjanian ke [PPPKR

Meennhami peraturan perundang-undangan bldang A5 memahami manajemen ASN, disiplin, kode etk
Paraturan Bupat hatung Moo L Tahin 2002 tenwng Susunan Onenisas, Tuges don Fengsl [dan perilaku ASN; mmemiiki kemampusn sdrminisrist Espegasalun; mamou miengelols dits dan dokuman
serta Tatn Berjs Staf 441l Gebremerial Dasrah, Sehratarst DPRE, indpoktort Dasrab dan keprgawalan; mampu melakukan pembinmn, pemantausn dan evaluasl kinars A5M; mamp

Bacun Knbupaten Natena, webagaimana talioh diubeh teressic dengan Peraturan Supat) rengoperasikan komputer dan aplikas) kepsgawalan; serts memilikl integritag dan tangiung jusal dalam
Matuns Namar 5 Tl 2024, mielaksanakan tugas.

Perstursn Bupati Matuna Nomar I Tahun 2022 tentang Suturan Crganiaasd, Tugas dan Fungs|
5 |werta Taba Kurja Dinay Pemerieiah fabupaten Matuna, ssbagalmans v diibab tarskhie
gangnn Parstursn Bupatl Netuns Nomor 10 Tabum 2034

Pargiuran Bupstl Matuna Momor 148 Tahwn 2022 tenteng Nilal DasarfCor Vilues dan
& | pedorman Pariliku Apsratur Sipil Negars & Linglangan Pemerintah Dearah. Parataran in|
seLarh [ gEung oerkaltAn dergih pembingan perllabu gan akel degee ASK 88 lingkungar

Femkah Metuns can berotatis beriod
1 [50F Rukepauiol ikadiun e A Lt K ja
2, Al Tils Canbar
4 dimpeites | Lapeon [ P
Peringatan Fencaiatan dan Pendataan
1. fepaka OFD = ismbmr uspostdl | arahan, tanda angan
1 ifa SO SN el cassar alar) Stasan, maka akan murpergErih disipin ASN L5ekiiris OPD lermbar dispusivl. pamt

3, kastl g urnym dan bepapawaien | emboe Dispadiu, Parl




SOP PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Palaksanaan Mutu Baku
AKTIVITAS Eotarangan
asubag umum dan  |Pengolah data dan
Sekretaris OPD | Kepala OPD Kelengicxpan Wikt Quiput

kepegawalan infarrmmsl e
Memerrtahian pengeiolah data dan informasl urmuk merylaphan bahan data L ; 5 menlt  |dngos
pembinasn ASN e poct
| Mznyiagkan batian data pembnaen 45N din dierahin kepade kivbeg umom — m ety el R 3jam  |datsdan bahan
dan knpegawaian
BAemesikss Bahan dets pemblnesn ASH, (ke tidak setuju dikernbalikan kepeda A -

p biahan pembinasn
pengolah dats dan infarmasi untuk parbalian, |iks sety|u diswerabkan kepada ¥ dnta dan bahan 15 marit [
sehreiaris dings r
Memeriksa bahen data pembinasan ASN, [ka tidak etiiju gikembalikan kepadas :
U bag umum dan kegegawaan untul perbalkan, [k setuju diserahkers kepada | tidak — = 4@ yB | konssp bahan pembinasn ASN Smert  |bahan pombinasn A5
kepala dinas !
Kemerlksa bahan data pembinean ASN, |Hka tidak setuju dikembalikan kapada |
nmbrlacts urtuk perbslican. [ihe setufu memecinishban sekretsr untuk tickak Q dral beham pambinean AN Smana  (draf baten pembinaan ASN
raiaksunaken pembénaan ASN
Menorima bafue data pembinaan ASN dan memerintahkan kesubag umurm dan - bah
an pembineam ASN Smeng  |bahan permbingan ASN

epegawalan wrtuk matakukan pembmann 85N m
Melakidan pembingan ASN _ bahar pembinann ASN 1nar  |pembinken ASH




Mimgr SOF 7 S0P - DISHUR / 1/ 2026
Tl P=mibvaatan 5 Januari 2026
T Rmwisd
Ty Efekeif & larunr] 2026
Dizahkan Oleh KEPALA DiNAS FERHUBUNGAN
UPATEN MATLINA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA h p— _‘u
DINAS FERHUBUNGAN
SEKAETARIAD ALLATISE
NIP. 196708031933031001
Mamp S0P PENYLISUNAN DAFTAR URUT KEPANGRATAN (DUX)
Dasar Huluin Kuzfifikas] Pelaksana
1. memahami peraturan perundang-usdangan bldang manajemen ASN;
i Undsng-Undang Namar 20 Tatrum 2023 wentang Aparatur Sipil Negva (a5
Rbwn o] dasar ymum pengelolaan dan manajemen ASN, termasuk pemblmraen karler PRE 2. memaharmi administrasi pangkat dan jabatan PHS;
Peratiormn Pemarintah Nomar 11 Tahun 2007 tentang Manajaman PNS, sebagalmanas teigh |5 mampu memuerifikos dets kepeguwslan;
2 dhiubaty dengan PP Nomar 17 Tahun 2020,
mEngstur mansjernen PN, termasuk pengemoangen karer den pangalotian data &, marnpy mengoperasikan komputer/apiikes kepegawalon;
i priig vl an.
5. tellt], carmat, den mampy manjags kerabasisan dats kepegawalan;
Peraturan Femerintah Momos 15 Tahun 15979 tentang Caftar Ut Kapangkatan Pegawns
3 |Neger Sipll — sudah tidak barlika, IO BEN mencatat PP A berstatus tdak bedaku kivem |6 mampu menyusun dan mengarsipkan dokurnen BUE.
dicabut oleh PP Momar 11 Tahun 2037
Parabiran Bupst! Matuns Nomar 1 Tanun 20212
& [Tertang Susuriss Orvganksas], Tugas dan Fungs! serta Tata Kerjs Staf Abll Sekretariat Daersh,
‘Sekrotarl ot DFRD, inepektoret Deperah dan Sadan Kebupaten Netuna.
Peraturan Bupst! Natuns Komor 3 Tanen 2032
5 [Tentarm Suturen Organisas), Toga: dan Fungil seria Tata Earja Dinat Pemerintah Kabupaien
Matuna.
Weterkaitsn | Bt atatan / Perlanghnpan
L |SOP pepanjan surak ketaar L Lerbar Karfs
2. Adet T iy Kanbor
4, ¥empumat | Lapioa / Brinter
P rpatinn |Hencwiatan dan Pendstasn
1 kapala OFD sLlembar Disposisl [ gratan, Lande tangan
g [P SOP st duftr urik kepaerghatan |OUK] tidek dilsinanalan skan mengskihatit: # Sekratris PO ! lrmbaar dispesis, parsl
Wupareg pdate A knpogawslon 1 kasiiag urmam din kepagawalin * Lenibar Disposisi, Paraf




SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

Priphsansan Pty Baky
ARTIVITAS Kelerangsan
Kasubag umum dan | Pengolab dats dan
i Waktu
i i ; Sakretars OFD| Kopole OPD Kedenghapan Outpurt
measwarimi dapoial knpdls OPD dos menlndaklanfull seaat dar BEPSDM entang st BPSDM v aisdsh eyt BOIP
penyusunan GUEK, dan memarintabkan pergolih data das infarmas untik surat din BEPSTM Sinmtl o ot |ganangan
mengumpulian bahan dan dats kipegewislin Wita dots pondukung [knv Ut sl
whisin pagawal, fr, SHEPNG e 5K fsahian: tlan tars
mimr:::::“:u.xm “::;h me b e iy parygkat temkhir, i inanh, fo diklat | 30 menst kpagawaan segual foremat
I Ll tekplg/bimiesk yang poena ikt B g Wit
+ hahan dan 13
matrsrima dan memarikis behan dan dola yang terhimgsen, [l tdak setuju .@. kppegawaian saunl kirmat
dikemballkan ke pengolah data dan informas untuk diperbaikd, jika setup v ek "““':]' :fnr:::nmﬁlww m" " 15 manlt |DUK yang ade yang telah
i nimhikan progolzh data dan (nformasl dntuk membst desf weat pongsntee e diperlksa dan draf srat
porgata
Imhmn dan Eata
; El bwtian dan data kepagawnian kegervalon smual format
::mm:wz:lumr p::whr OLE ke BEPSOM dan diserahkan knpatta kassbaj i farmre BUK vang ada yang 15 i g 2 yang telah
e el diperiss dipneiins dan draf suran
pengantar
mvtrarima dan marmerikss dral surpt ponganiar, (ks tdak setulu dhambaiien ko :E:T ;’::‘:“m::u b adh kepugarwsarn sesual formyt
pengolah gata dan nformas wntuk digerbaikl, ks setulu memgal dan yag- tidsk tetah diperisn d_"‘;"r: m“"' Sengnit  (DUK yang-ada yang tolah
dlserahkan keoada sakretarh dinss | ; diperiksa dan draf surar
! pEngantar
| | bvhan dan data
migcierie dan mamerikss dral surst penganiar, [Ihe tdek setuju dimmbalkon b 1 :::': :::::::"m'm'm == kzpagawaian stauni format
imsubag dmum dan kepegawaian untuk dipartialkl [k semiju memaraf dan i ssixh dloasina dinmmrlt i & menst | DUK yung ada yang slih
diserabkan kepada kepaia dicas digeriksa gan draf wrat
| R ANTAT panantar
|
teabviin dan date
g T dan e rikea deal sural pergantar, jika tiak satuju dikembaliken e 1 :::;: : a5 H:';::':r‘:ﬂ. kepapgawalan sesual Torman
siekratary untik diparhalkl, [ha s diserakken kepoda kasubag umum dan ticnk t@' ish diperiksa dan Sl sursk = Smanlt | DUR yang sda yang telah
UEpegRwEian T byl diparikss dan draf suret
| P penganar
bafan dan fata
| |bahan dan Eala kepegawaion u;m seLinl forvint
FEnesima surat pengantar dan memanntablan pengadminstras perkantorn m - sesnl formot DUK vingada vant | oo | oy yang ada yang felan
antesk rengagendakan tetah diparikua dan gl wrat dipaiksy dkh drafsuret
pengantar lpergantar
bahan gan fata hepegawalan il ST
ngagnrdakan dan diserahiken kepada pengadminmieas) perkanmoran uruk siul format DUE pang ada yang i o n
diirim hapada BEPSDM din baginn srenissl el diperikan dan draf surat e e ’ ﬂu?;unr
P‘H‘III’-I'HJI’




PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI

No. Kegiatan R b fEgae: Bty Baxi Keterangan
Waktu Qu
Keuangan Bendahara Kaban Kelengkapan tput
Memerintahkan bendahara dalam ( ) )
1. |pembayaran gaji dan tunjangaan Amprah gaji 5 menit Amprah gaji
pegawal setelah SP2D keluar
Membuat rekapitulasi gaji dan h 4
tunjangan beserta polongan bank A h aaii 5 menit Amorasail
& selanjutnya diserahkan ke r S oy ment RRERD
Kasubag Keuangan
Mengkoreksi rekapan gaji dan ) .
3. |pegawai untuk diparaf selanjutnya Amprah gaji 20 menit | Amprah gaiji
di serahkan ke kadis
Rekapan gaji dan tunjangan di ) _
tandatangai kaban dan di Rekapan gaji Rekapgn gaji
4. |sampaikan ke bank untuk dan tunjangan| 10 menit |dan tunjangan
dimasukkan ke nomor rekening pegawal pegawal

pegawai




Nomigr S0P 28§ S0P - HSHUA /1) 2098
Tl Pembiuntan 5 daruari 2086
Til Revini
T Eledtlf 5 Januari J036
Disshlian Cish EEMALA DINAS PERMUNDINGAN
B TEN MATLINA
FEMERINTAH KABUPATEN MATUNA
DINAS PERHUBUMGAN
SENRETARIAD ALLAZLEE
WP, 1967080031993031001
Mama SOF FENYLSUNAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA REBAN KERIA
| Dasar Hulam Kualifikasi Pelokiana

1 |UndangUrdang Mamer 30 Takun J0Z3 tentang Apsratur Sigll Negsra:

| Unstang-Undang Momor 23 Tabun 2014 terang Parmaririahan Deereh, sebogsmana bish
Booerans kal diubab, 1es2khir dengan Undeng:Undang Nomor & Tahin 2013,

dittran dargan Paraturan Pemefdntab Momar T2 Tahin 2019

Peraturin Pirmarintoh Momor 18 Tahisn 2036 tentang Persnghet Deareh, wbemnlmate (el

[ Peraty ran Misnber PARNES Nomor 3 Tubun 1010 senviang Pesoman Analles mabatan dan
Aralisih Beban derjd.

ol e T permturEn peerun - Endangan bideng ASK, orgenisasl dan kepegawalan: memihamd Anallyy fsbatan
A Amaliys Babar Eevga; ramilel komamaunn mengempolicn, mengoioh, menganaisis daan mesmersfilo cota
{wnertan serms et RErE; MArNDU FRRYLESL o di upea il paliatan, pete [shetan iy kabutihan pegrssl

|nmmr|n Cagruh Kabugater Mituna Momar L6 Tahun §031 ventang Pemburtuban dan
Euwunan Derangiat Dasrsh,

AL MERgEER st kompuler dan aphkasl pengealean keaegawalan; soita memilis pengalaman dan/amd
tfal menikuts paistihan/bBimisngan wekms An)sb dan ARE.

in-mnmu Hatwna famar 2 Tabun 2022 tentang Sutlnen Organisas, Tuges dan

Furgsl sartn Tats Karje Dinas Pormarintah Kebupaten Netusa, beserta perabinhannys. Seat inl
talah tordapst Merbug Natuna Momor 5T Tahan 2628 sebagal pendbaban ketgs dan berstares
Sieinky.

Pecatiatan Bupati Natuna Nomor 12 Tehun J020 tentang Evaluasl Jebeten — relevan mbaga
dakar Lbnjutan karesa il An)al den AN berkalton dengan panstaanfausluod jshatan dan
ionlas jabatan di inglungan Pemarintah Kaoupsten fatune. Dokumen terabu mengator
St suiluas (abaten dllasnnean verhadis sehuruh sbamn di Bemaerintah Libopsten
hatuna,

etoriatian Prralaton | Perieighain
1 ]ﬂ:ﬂ"ml'rw:luﬂ ndunr L Ll eeje
3. kit Thilis €anbie
1 Kawwpiser [ Laptap S Printe
Pareingatan Fencoumian dan Pendaisan
1, Kepala GO0 ¢ Lembwar Dippasisl | orabar, Cirde 0 gEn
| s BOP peEyussingn dartar urut bepunghetan (L ndsk dilabsarassn ahkar monpachiikn 1 Sskratris OF0 < Wnmnbar disgroslsi, paral

hurang ugdaty dota kepogowsan

3, hasubag Lmum dan kepegawalnn © Lemiber Dlsgosbi, Maral




SOP PENYUSUNAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERIA

Pelahsansan bty Raiy
ARTIVITAS | 4 Kiturangan
Kesubag umum dan | Pafgelah dats den T bk oPD i SKPD hlarah Al Cutput
kepegawaian Initgrmas s " s
tesiait 30F
mamarintahkan pengolsh data dan idormes unptuk me vy phan fom furm piarhitungan unalian bebar & it 3 i PHAATGA Lirt
perhitungan analisa bohan ke 50 analus jabatan ket dan anallia [abatan rrEpait
tarkait
] fosn parhitungan anakss
mitiptaghen farm porhitingaranaifia biban Kerfs den analiss [sbbtan, D Fastm perhItEngan A boban L |beban kerje dan shalis m::
mendistribusikan kepodi sekirub bidang ki fa dlivn anabiss [sbatan \atiakan gl
k rhiun i
menerima farm perhiungan mmalies beban kena den II'I‘I_B‘M |abatan, Jarm parhitungan anmalisy beban i ;::ﬂl::ln ll:.:n:frw
mandiaribusiken kepada kan) kmubay untuk moaglil den daerahean kepada kel din hnadic jatsatan sl 4
pangolah dats dan informas i
) rghap portitungan araliss
menagima form perhitungan analis beban kera dan snalis ihsten, merskan PR parhitaig skl hj:'" barg | b dan anatisa
dam mamblnt dral st pengentar.diserahkon kopado kesulag urum Gan I:l ]hfil dan anallza jabatan, dra 1 [sbatan, draf sumt
kepegawuinn surEt pEngaatn pengantar
marmierikss haedl tekipan snslk bobun kisjs dan anate |pbetan, [k ek P, S - rln:mmunﬂ;ﬂﬁu
satuju digembalikan kupads pengalah duta dan Informas) ehtuk seEnjutng ol Stk keria dan arallss [abaten, draf 55 manit mpnmn bt
dikemballkan kipadn bidang untik perhaliean, [k et mamaraf e | i e i n;;r
pengantar disgrahkan disarshian kepada seliretars OPD v PEng
fekap parhbtungan anallos
ke hagl ks pan anaisa bean kerjs dan anaiisa jsbatan, [ tidok ‘ . redng parhitungan anisllsa Heba{ n — bebian kea dan ansisd
smufud cllemiballican kepacta karubug s dan kepegawaian untuk dipsdi), ‘@" = ya|kerja dan analisa jabatan, dr o L batan, drad surat
[l setju marmeal surat pangantar, diserahkan kepads kopeia SKFD ' l VUl pengantas pariganta
Fidak |
| i rekng perhitungsn anifisa
mermeriksa hasll rekapan analan beban kerja dan analiss pbatan, [k steju rgkmp pothitungan analis : n . e bt e
dikembalican tepads - seknatmrs b diperbaiki, e s ditenda tangan, . - ilu:rp dan nmalisa jabatarn, dis meait isbathn, ekt Surnt
diserabkan hegads basubag wmum den bopegiwaisn Hidah QUL pETRanIm el
| =4 - ' nikap perhitungan analisa eban
mmsnerima fokap analisa beban kerja, 2naitia |abatan dan wral pengantas, ¢ ’hrjlﬂlﬁmllbdl | aian, dent Smenit  |peintahjanpesit
diserahkan kepads prnigolah dets dan Infarmasi I - kg
rerkplf SO0
rrenerimy rekapan Baban snalkse banbsn kedja anali |absten dan et reean porhilungan analisa teban _ )
pengaTEr diagandakin, dlarsipksn oan selanjudaya dikirm kepada hagian “ ks tan analics [abatan, deaf Zjam  |dokumsma berkas m:r:n::
GLPEE LT E sl T gETtne




amor S0 19/ 508 - DASHUM (| f 2698

Tal Pembuatan 5 Jamunri 2076

Tl Fewlsl 5 lamuar] 2026

Tl Erekgif 5 lurudr| 2036

Thisa hiar Oleh BIMAS PERHUBLINGAN

BUPATEN NATUNA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SEMRETARIAD
i, 196708031 503031001
o SO PENTUSLINAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDLR (SOF)
| D Huikeum |Kualifikasi Pelahzana

Undang-Urdang Nemsr T8 Takdin 2034 tentang Famerintahan Daorab, sebagrimans widh
| diytah Beerunn kel terakhin dangan Undang-Lindang Somor fi Takun 3023,

1, Mamasham| tugng potak dan fungsl setual jabalsn,
7. Mrmaham| katentesn geraturan perundang-undangan berkait proses hegiaten;
3, Memahar! tata kaloln sdminlstrasl pemeriaiahan dan ketatalaksanaan;

Lindan g-Lindang Nomer 25 Tabun 1008 teeting Palipsnon Puldllk — marn|sdl dasar dalam
PETIYERMEEITAAN G Iyaner KN sy arakeL.

i, Mampu mangidensifiksy den menyusun 1ahapan proses ger@ wecard Wilematis;
5 Mampu mengoperasikan komputer dan splas| perkantoran;
5. Memillkl kemampuan koordinegl, kamunikasd, ketelitia, dan sdminbitrasi; dan

it g-iinelangg Mnmar 30 Tabun 2023 tentang Aparatur Sipll Negam [AFN) — Barkeian
dangnn oeyearmiatien fuget dar Tungs Ak

7. Memilinl keveesangan sesual tugas dan [ahatan masing-masing-

Paraturan Menteri Pesdsyagunasn Agaratur Nogars dan Aplormrasl Sirosrasl Momar 35
Tahun I3 motarg Pedaman Banyuiran Suindar Oparssiars] Prosedur Admin|stras
Porarimahan (S0P AF). Feraturen Inl tercatat berlaloo paga 10 Rermenteian PANER

Paraturan Bupati Natara Mamer 31 Tahun 2021 tentang Pedorman Peiyesunan Standac
Opardond) Prossdur Adminiirag Benariatah o) Lnghungan Paemarintah Kabupston Katunn.
Pl prepiap kan dheane o dasrab yeag Eeing Megsung urtuk gerpusunas SO0 dl
lirgheingan Pemkab Matuna. Oitetspian di ianai pada 23 Agrl 1021 Oan SETsAVE tercatm
badaky,

Esputusan Bupat Natena Nomoe 129 Tanun 2027 teraenyg Sander Ooerasisnal Prossdur
pada Aerangkat Denrsh o Lingiunge Pemarintah Gusstien NSwUa.

Sebagal cortoh pereripannye, Dinds Perhubungan Kabupaten Natuna menyabut SCH tahun
2332 disusun berdasarian Kepuiusn Supali lemebat.
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Nama S0P PELAKSANAAN SURVEY INDEKS KEPLIASAN AMTASYARAKAT (1M

Dasar Hukuim

Kualifikonl Pelakssna

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 isnizng Setayanan Publik
Wiienjell divsar utama panyelenggaraat pelayanan publlk dan svaluas kislitas peloanan
kopadia rrAsyarakin.

1. Memiaham| ketentuan pelaysnan publlk dan Survel Kepuasan Masyarakat [5EM], masmaham| proses
palayanan yong sisurvel, memilikl kemamauan kamunikast dan pengumpelan data, mampu
mengoperasikan komputer serta mengolah dan mengarallsis data hast survel, velitl, objektl, bertenggung

Pgraturan Pemerirtah Nomnar 96 Tahun 2012 rentsng Peiskianasn Unitang-Uindang Nomar

75 Tahah 2008 tentang Pedayanan Publik
hhengatur pelaksathasn pelaganan publik, termasuk evilusl peryslengeidin peliyanan

jawaly, dan marmpu menyusun lporan haall SKNJIKM.

Peraturan Menter| PANRE Nomor 14 Tabun 2017 tentang Pedoman Penyuanan Sy
Kepupsan Masyarakat Unit Penyolgnggsrs Petayanan Publik

Inl rrerupakan dasar hakuem Teknis utamn pelakssnaan SEM KM, Statuinyo tercotat berlaku
dar peraturan inl mencsbut Permen®ANHE Nemer 18 Tahun 2014,

Pags At i Bupatl Natuss Nomaor 11 Tabun 2034 tantang Podaman Standar Pelsyanan
Gatam penerapan din evaluas Standas Pelayenan di ingeangan Pamarintsh Rabupatin
Mabuna Survel Rispuasar Masyarakal (%EM) dlsobut grbagal salah sstu mstode pemantacan
dan ivaluas peliyanan

iatwricaltan Paralutnn / Perlanghnpan
ECF peryirsnan profil CPO 1. Laenbar Mef)n
1. st Tue Knnbor
1 egerauler | Lapicio / Frister
Perirgatan Paneatatan dan Pondataan
1. Kepaia QPO : Lembar Disposisl ¢ prahan, tnda angan
jila SOP pefyuiunin Mporan K ek diaksamakan sl dengon wakty yang dlemubkanakan |3 Caraqrs GP0 ¢ |lembisr dispasisl, pasat

mergaibatian fertundanym pelaporan ik

3. kasubag uoem San kepegiwalan, | Lambs Disposis, Paral




SOP PELAKSANAAN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pelakianash Mhurtu Bakia
KTTVIT) Feler snpan
S o s sasubag umum dan | Pengoleh dath dan| unit pelkuana jurvey i " Relnghnpan Wiskty Output
hepEgEwiaian informasi M/ petugas survey
- unit pelaksani

i memarintahion pengeioh data dan informasi untol mem persiapkan Kuesiones b - i il o aal [l 8- Bl dani subl

inekekes WepyEsan risyasahat E aglsakil

|
menyiapkon heegons: 1M dan mengandakan, dan menditribudilen kuntiomner — | I
| husioner 1 hdl haesioner

2 kg un| it yargakam mslakubkan sy | Bdang/seks|fsablhag) | =l
o [metsuban survey M terhiadag respon vang dilayen, menyerahisn huesioner m i i

knpade responden |

1 blan
& |menjmwst kussioner dan diverahken kepada petugas [[m FRusioner Sy
5 |menefms jawaben survey, merzkap,dan diseratian kepada pengola dats = - m tehap hasll surany Smanit  |fekio hasd sunreey
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Palaksanaan Butu Baku
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| Tii Rmutsd
Tp! Efwictif 5 denuen 2016
Dlsahksn lak KEPALA DINAS PERHUNUNGAN
UPATEN NATUNA
PEMERINTAH KABLIPATEN NATUNA
DANAS PERHUBUNGAN
SENRETARIAD ALBAZLIE
MIP. 10670803199 3831001
Noma SOF FENYIMPANAN BARANG
| Dzar Hukurm | Fumlifik s Pelaksann
1 |sndang-Undnrg Nomer 23 Tanun 2004 tertang Pamerintaran Daersh, seaganmans Lelsh
| bstaraps kall diubath, 1erikhlr dengan Wndang-Undang Nomar & Tabun 2003,
|Paraturen Bemsrintak Hoarmar 27 Takan 2014 tentang Fengealdan Barang Mk
7 |Megars/Sesran, ssbagaerang tetah diutoh doqgon Prratunm Semetitiah Nomar 2 Tabun
o,
Paraturan Mentes Dakm Nagar) Momor 39 Tanun 3018 tertang Pedomin Pengsissan Memahaml ketantuan progitolian Barang MiEh Deersh, tate cars penerinaan, penylmpanan,
3 |Barang Mk Davaly, sebagnirsng tilan ciubah dengan Peemendagr! Norse T Tehun 2604 Ih-rummn. pencatatan, penatausshasn, dan pengelusren barsng, mampu mengoperasikan
Paraturan inl motih SaEST DErEk. kemputeraplikasi pengelolaan BMD; trte memilik kietalitian, remampuan administraz), dan tanggung
avwish dalam pangelokasn betang
4 Paraturan Dapcah Babupaten Netunn Memmar 4 Tahun 2018 tentang Pergelolaan Baring Millk
Cuseeish. Pares Ind secara khusus menjadi der pengeialaan G0 5 Cobupeten Naturs,
Perstaran Mugat! kituns Ko 73 Tahun 2008 rertang Ssiem dan Prosedur Pengelotaan
5 Kouarigan dan Barang 45k Daersh o Ungrungen Semesinmen Cebopaten hatuna,
sehagsimany tetah dlutish dengan Perauram Buzati Natuna homor 57 Takur 2014, Peibu
Womor 57 Tabuen 2008 tercatet beritats bectacy oi 1DIH Kabupaten Natung,
| Rermrkaitan Parsiatan / Ferlangapon
4. |50P penyimpenan harang 1 et Nevga
2. Aat Tl Kankie
132 Enepuser J Listap f Rente
Fesingatan | Pt dnatan o Peniloiaan
! 1 Kepala OFD TInmbas CHApasl { arshan, Eands angan
[{lsi SCUT g ey araam tidtade cilsicannaian S cerigen sty yang aitemtuicen aan Z.5ekoratriy 0FD misibar dipoul, paial

koL o din epegawaie - Lemvbar Dispossl, Paral




SOP PENYIMPANAN BARANG

Pelaksanaan Mutu Balku
AKTIVITAS penyusunan kebutuhan Keterangan
barang heantaris Kelengkapan Waktu Output
|penyimpanan barang |
terkait S0P
menerima, menylmpan dan menysrahkan barang ke unit pemakai ]: ] j surat permintaan barang 30 menit  |surat penyerahan barang penanganan
surat keluar

mencatat penerima, pengeluaran dan persediaan barang ke dalam buku barang

surat parmintaan bararg

pengadaan barang inventanis dan barang pakal habis serta laporan persediaan
barang pakal hakis,

O
’ &
fventaris, buku barang pakal habls, buku hasi pengadaan barang, kartu barang m sural permintaan barang inventars | 15 menlt  |Imventaris dan barang pakal
dan kartu persediaan halsis
menghimpun seluruh tanda bukl penerimaan dan pengelusran barang _ ::::;E_-ah SR E N AL A 10 menit  |bukti serah tenma barang
mancatat mutasi/perubahan barang iventaris dan menyiapkan serta mengajukan - P i vhaik |usian Bananiime Sinhe
pengusulan penghepusan barang inventeris -
melakukan penghitungan barang (stock opname) minims! 6 bulan sekall dan f :
berita scara itungen

membuat berita acara perhitungan barmg yang ditandatangani oleh penyimpanan “ datn barang 60 menit barang pehikiings
barang dan atasan langsung penyimpan barang |
membuat laporan balk secara perlodik | setiap & bulan | maupun secara insidentll 1
kepada Bupati kab natuna Cq. BEPAD kab natuna antara lain laporan hasil - Greh weriooik g0 menit |laporan periodik
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Disahiean Oieh REPALA DiNAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH MABUPATEN MATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SERRETARIAD ALLATISE
NI®, 19670803159 3631001
Mo S0P PENGLIRLIS BARANG
Danar Hubum Buplifika Polakeana

Lirdung-Undarg Mamar 23 Tahin 2074 tantang Pamerntsfon Qaocab, sebagehmana wlh
Eebmapa kil diubab, srashic dengen Undeng-Uncang omar B Tahun 2023,

Purataran Pemarlntah Ramar 27 Tatwn 2014 tentang Pergelalsan Barang MR
Megaa/Dasran, sabagirana telsh diubah dengan Peraluien PemedirEh Namaor 28 Tebun
binrie

Feraturan Mentes Dabier HegeA Nomor 19 Tahun J006 wotang Pedemar Fangslalaan
Barani Mk Dasrah, s¥oagaimana telab enbeh dengan Permsndsgr Nemes 7 Tahue 2034,
It e i dlaen ¢ LT mengenal kedutukan ann tugae Pengurus Satang

Fengmuasy Pejurus Bemng Pambaniu

ASN yorg memaharmi keteniuan pengeltlsan dan peautausahaan Bacarg Milik Daerak (BMD], memilkl
kemampean sdminkitrasl dan pangoperasian komputer/apiikes pengelolasn BMD, mampu mslikukan
pancatatan, Invartacianl, pemarkians, pangamanan dan peliparan barsal, serta memiikl ketedltian,
integritas dan nggung |ewab.

Fetalioran Deerah Kobupaten Netura Nomar 4 Tahen M98 tentaag Peagelolaan Barsng Millk
Caerah, Perda m barstimus harfabe dien secem khuius mengatur pengednlaan BMD gl
Eagugainn Matura

Peraturer Bogat Natuna Momar T3 Tahun 2018 teniang Satem dan Prosadur Pengelolaen
Eevigaygan can Bararg MillK Cuerah dl Liaghlingan Pemenitat tabupaten Matuna,
sebaysirmani Telah divaah-dengan Peravwan Bugat Natune Nomor 37 Tehun 2019, Peroug
Moot 17 Tabun 3015 heritatus beraku,

|Reterianan [Paralatan | Parlanghanen
L0 penpueut herang 1. Larniluee Kerp
1, Alat Tusa Cantmr
1, Kpmputer ) Lsgban | ke
Feringatun Pescatatan dan Pundelasn
1. Kapals PO i Lsmibat Dlipaidsl | prahan, tands tangin
|l RO peeg urus baraag ticak dilslsreas sl dengan walkly yaog dibmin s 2 5ehrutr GRS  \embar dlsposls’, pasaf

ekt tertundapm keglatan @inmye

3. kaaubag umum dan oepagiwminn | Lemibar Qikpousl, Paral




SOP PENGURUS BARANG

Polaksanoan IMutu Baku
NOD AKTIVITAS penyusunan kebutuhan Keterangan
barang iventaris Kelenghkapan Waktu Dutput
(penyimpanan barang )
mencatat semua barang inventatls kantor dalam proses pemakaian ke datam buku : terkait S0P
Bkl | ris, Buku induk
L. |Inventaris, buku Induk Imcentarks, karty inventars barang (KIB) dan lkartu m data barang Invéentaris A0 menit ' k) Irvositaeiy, bukiy indu pEnagangen
mventaris, KIB, KIR
Imventaris ruangan (KIR) i surat keluar
mafcatat mutasi/perubahan barang inventaris dan menyiapkan serta mengajukan L ; usulan pengahapusan
= pengusulan penghapusan barang inventaris — cita ks bacog 35 meni bBarang
melakukan perhitungan barang (stock opname| setiap 6 bulan sekall dan ,
3 |membuat dan menandatanganin berita acara hasil perhitungan selanjudnya - data barang Imventaris A0 menit |benita acara
disampaikan kepada atasan I
membuat laparan balk secara periodik (setiap 6 bulan ) maupun secara Insidentil 4
kepada bupatl kab, Natuna u.p bidang pengelolab aset badan keuangan dagrah i ] : ) L
- | dik
N kah, Natuna berupa daftar rekapitulasi barang inventaris dan daftar mutasi barang ek procit il o i s
(mventarks
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MIF, 156708031953031001
Mama S0P PELAYANAN TANL
Dasar Hulkum Kupiifikas] Pelaksana
1 |Undang-Undang Namor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Public
3 Undsng-Lindang Namar 23 Tahun 2014 tantang Pemerintatan Dasrnh, sebagaimana teiah
beberaga kall diubab, terakhic dengan Undang-Lindang Nomes B Tahun 2033,
3 25 Tah m:::;;:mh H:rur :ET:::::EIH Mirrtares Petaemm riaes Sneleni-tiaden memahami tata care penedmaan, pencetatan, identifikasl, dan pengarahan tamu; mamp
s piigaidis nlie i miengoperasikan kamputer dan administrasi perkantoran; memliik skap rmah, sopan, disiplin, tefiti,
respanilfl, serts mampd menjsga keamanan dan kerahasiesn Informas! kedinasarn.
Praaturan fupstl Natuna Nomer 50 Tahun 2018 tentang Peryelengisrsan Pelayanan Mabili
4 |Kabupaten Natung. Permteren ini jugs teccantum sebagel satah setu dassr hukum dilem
Perbisp Matuna Nomar 21 Tabun 2008,
Peratusan Bupatl Matura Namar 21 Tahun 2024 tersang Pedorman Standar Pelavanan
5 Peratuzan inl manggantian ferbup Retuna Nomor 13 Tehun 3020 dan menjacti pedoman
ey Launan, penrtspan, dan penarapen standee pelayanan pubiid di ingkungsn Pemaerintah
Kabu paten Natuna,
| Ketariaitan Paralitan [ Perianglipan
1. |SOP penangan surat maguk 1 Lesrhar Eerm
i &1 Tull Kantor
3, Epmputer |/ Lagtop / Printer
| Poringatan Pancatatin dan Pendatkin
1 Wepala OPD : Lembar Dlapealal / srdhan, tandas mngan
¢ |Whe S0P pabivarsn tamu sk dilkaanskan sesml dengan waku yang ditanfukan g 2. Sekratrls OPD ¢ byt dispasisl, pural
eiehibthan ymmdsnys begieinn inlnrim 3 kasubag urmum dan kegegawalan © Lambar Dlsposisl, Paraf




SOP PELAYANAN TAMU

Pulahsamaan Wi Bakia
mNQ ANTIVITAS
pengdoiinmtiml e Bl wirniarn dan
A i e e par Waktn Dwtpin

e Bk AL i dodul diraengen tunggu, den Fnminks kepeda tam)
s i) &2 bk b Tmanin |Bual e
2 | enpiad ks b dearrabian depada pengacmanie sk parkandatin = E | sl o Bomess  [rlute tamy

| mdaporiin keditangen iy kepedi baikoag wimsim dan kepegaes ey dan paida
: sRunAam .:m e Eair Sl [Inporen kedaTEnEsn 1m0

ST G, At b fagran meaa Tamu ditofs, ke beckpnan make i
4 |ipersiakin e s meneni begata 000y ankretariceonli bidarg slau u- laparan kndatangan & it J_l'lhlu"ﬂllillll-ll

pajakiaty FHS Srnya yeng dsetl
5 | MEVEATTEr My iyl becremy st seLuil dengan ujuan bed alangar m ariifan) i lﬂlrlll"'ﬂfm'ﬂl“"&m




Miirmos S0P 36/ 50P - QISHUB /1 2076
Tl Pembustan 5 farman 26
[ P
ITig} Efmkti 5 Jorvamri 2026
Disatan Oih KEPALA DIMAS PERHLUBLINGAN
PATEN NATUNA,
PIMTRINTAH KABLPATEN NATUNA
DINAS FERHUBLINGAN
SERRITARIAD ALLAZLFE
HiP, 19670R031993031001
favma SOF PERSIAPAN PELAREANAAN RAPAT
Dansr Hulum Fualifihasi Pelaksana

Undad g Undnng Namar 0 Tanun 2094 tenteng Pemerintoran Daaran, mhagairann telih
beverapa kall diubah, terakhir dengan Undarg-Jndang Memor 5 Tahun 2023

Wndang-Lindang Mamar 30 Takun JE3 tentang Aparatur §ipd Negam, weoagai Sexar
pelakisrann [ugis keditakon oleb 45N

Paraturen Pemerniah Merar 13 Tahun 2018 tertang Pengelolaen teuangan Ceprah,
LeFutaiF Bpatia peErslapan rRoot Do kaiten Sengan Serggunaan ooggeran dasret.

mampu mengaperasikan kamguter mamiikl Emmampusn koordinedl, kemunlkasl, penyudunen sndangan

Parsturist Menterl Dalam Nagesl Nomar I Tahun 2034 dentang Tata Mankah Dines di
Linglkungan Femprinish Doeran, sobugal pedoman ddmiristras) dan naskah kedingsan.

dan daftur hadie, penyiagan semans prasarasa, pengaiuran scida, dokumentas! serta mampu
melaksanakan persiapan rapal wecars tertin, sfekol dar bertanggung [ewnk,

Paratrsr Dopat! Nptuna Nemor&1 Tihun 203 tontaay Tats Kashah Dinas. Feraturan ini

mergakSatkan =t nye bepetap snm

% |tivcatat besaku dalirm JDIH Kabapaten Natusas dan merugaian disar dastat dalam
pEAyEENERAIARN 3tE naskah dinak
Poraturer Bipati Natwnn hemor 38 Tahan 2025 tendung Tmncar Margs Stusn ol Ungaungin
& Pamerintab Ksbigatas Natuss Taaun Ahggarn 2026, npabils oeglatin rapat menggunsisn
prrggaran Wil uebutuban regE et konawumsy; EErengRagan, staw olayga lainnyo.
Peraturer il bemstetue barlake
Katmriaian Porakatan [ Porenghapen
1 S0P penhnganan durst s 1 b Karje
1 Ew::: POMETRANAN dural Deflsr 1. At T Tentor
] [‘50!' [t pgiri v ot iiiuar 1 Sampype [ Lagtop | Pantey
Tasimgatan Pencatatam dan Pendntien
L kepata OFD - Lenvhar Doipasisl f arahan, tade iaagan
Jlkn SC2% pedabsarasn rapat Tidak diaksanakan sroual dongan saklu g@ng daentukan b 1 Spkrate OBD - lmmbiar disposisl paral

1 kazmibag umum den epprgaiaan | e Disgossl; Purad




SOP PENGURUS BARANG

Pelaksanaan Mty Bab
ND ARTIVITAS Hatarangan
Kasubag umum dan kepegawaian Pevgadministras perkantor Kalenghapan Walktu Output
] terkait SOP
mirnerkne permintaan perminjamen ruangan rapatl dan memerintehkan penanganan
1, |pengodministrasi perkantoren antul mencatat dalam buke peminjaman / gapan E surat undargan/jadwal rapat Senenit  |uhdangen rapat e
Lulls Al
vy iEp kan fuang rapat berua, jumbaiho e dan kursl yang dibutuhkan, sound \ b
o rapal. meds, ksl LOD; alat rusngan rapat siap
- |sisnzrr|, dan LED, kebersihan ruang rapast, dilaporkan kepeds kasubsag umum der — l I] ksbersihan, DLL 20 menit dligunaian
erpegamaian
mngecek ruang rapat, |lka belim s memerintahkan pengadminitrasl
parkantoran unbuk perbaikan, [ ol memedniahlen pengadministra - - = 10 it it fadakin dris
3 Jperhmurm untuk menyampaikan kepada kepala bldang / reang rapet siag untuk m PR TRPRLYAR cigunyam il | itz o
digunakan




Memor S0P 17 [SOP - IDISHUB / | f 2026
Tl Pembuatan 5 lanuen 1026
| TRl Revist

T Tg! Efektif % januar| 2036

= | BH=akkan Oleh HEPALA DINAS PERHUBUNGAN

i - PATEN NATUMA
PEMERINTAH KABLIPATEN NATUNA
DINAS PFERHUBUNGAN
SENRETARIAD ALLAZI,SE
NIP, 19670803199303 1001
Nama S0P PENANGANAN AUMAN TANGGA KANTOR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran; sebagaimens 12/ah

4 heberaps kel diubah — sebagni dasar panys|erERAraEn uruian pemenntahan da=rah.

Memaham| adminlstrasl pemerintshan dan edministras| perkantoran.
p . i Memahami pengelalaan sarans dan prassrans kantor.
2 e '?" m'ﬂ:ﬁm“;: Hﬁfu:a ""t::“ Pﬂmu:mu“rn::::ﬂ'::ﬂu ”:!ﬂ"":m' H:"’ ¢ |Mamahami pangelalaan dan peatsusghaan Barang Millk Daerah (BMD),
. PABRnSSR RS Caringtit a g 1 Mampu reelakuian pencatatan dan pelaporan kebutuhan romah tangga kentor,

marmpu menggenakan komputer dan aplkasl perkantaran,

3 Mamp berkomunikasl dan berkoordinas) dengan un't kerjs terkait.

4

L

Ketarkaitan Peralatan [ Periengkapan
1. |SOP pesangan fumak kaeto 1 Larmbor Kifja

1. Adst Tulls iantar

1. mamputer f Lagtog [ Printer

preengahibathin temundamye kegistan lalnmya

Paringatan Pencatatan dan Pandataan
1. Kepals OPD t Lewmvbar Digposisi ) arahan, tanda tangan
[z SO perangan rumah kentpr tidak dilahsanaken sesunl dengan wakto yang ditentuban akan |9 caprards OFD : lembar dispossi, peraf

3 kasbag umum dan kepegawalan : Lembar Disposlsl, Paraf




SOP PENANGANAN RUMAH TANGGA KANTOR

Priakzanasn Mty Bk
- m"" frurm kantor pAnIAKS Rantor cheaing sarvics PAP— Wkt Ouput
) vt i ki Ehai LA sl prami kantar dar |egs ke untul m | S G D e
el aloan raviean g roasirg masan g
:mw::rwm:nﬁ:rmmm‘;:zluﬁ:::m e E. E 3 ‘5 parintah b nolatif | laperan bl pelsksdnaen g
:;::-WWI N A W ﬂ Lapara hanil pelakdanaan ugas Fimenit  jcakusenlai Socun




NOMOR SOP 47 [SOP-DISHUBI2026

TGL. PEMBUATAN 05 Januari 2026

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF - 05 Januar 2026

DISAHKAN OLEH : Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA ALLAZL SE
NIP. 19670803 198303 1 001
DINAS PERHUBUNGAN
S RaTAAT NAMA SOP PROSEDUR PENGUMPULAN DATA
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

o 2 L

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terakhir di rubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintat Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 fentang Pengelotaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomaor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendafian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tala Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tantang RPJPD dan RPJMD, serta Tala Cara Perubahan RPJPD.
RPJMD, dan RKPD.

Peraturan Manteri Datam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasl, Kodefikasi, dan
MNomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Menten Dalam Megeri Nomer 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 fentang Rencana

Pambangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

_ Peralyran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 fentang Rencana

Pemhangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

. Peraturan Bupali Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat

Dasrah Tahun 2025-2029.

1. Mampu menganalisa pokok isl surat dengan balk dan benar

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait perscalan yang ada

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:




1, Perangkat Komputer dan Printer

1. SOP SuratMasuk

2. S0P Surat Kefuar 2. ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Disposisi

Apabila proses tidak sesual dengan wakiu yang tefah ditentukan maka akan mempengaruhi
2. Disimpan sebagai data elektranik dan manual

kegiatan yang lamn



PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Pelaksana Mutu baku K2
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kadis Sekretaris Program dan Kelengkapan Wakiu | Output
Keuangan
Memerintahkan Kasubag Perencanaan
dan Pelaporan untuk membual format 1 } Disposisi Disposis SOP alur surat
1. |data dan Eu! ol 10 menit Surat masik dan
infarmas| kepada sub bagian dan surat keluar
bidang
Forrmat Farmat
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan W pengumpuilan pengumpula
2 mestibuat rnist pangumplian dem data dan informasi | 2 Jam n
dan Informasi kinerja dari masing2 sub Bacdan dala dan
bagian dan bidang Informasi
. Format
Melakukan koordinasi dan Format pengumpuia
4 menyampaikan Format pengumpulan pengumpulan | . o n
' |data dan informasi kinerja kepada data dan informasi it dan
masing2 sub bagian dan bidang Badan infarmasi
Format pﬂi;u":;*um
4 Menghimpun format data dan informasi pengurppuh!n | 3 dkm =
" |kinerja yang telah terkumpul data dan informasi data dan
Badan -
Format
Menganaliasa dan dan mengevaluas pengumpulan Draf Data
5 |data dan informasi kinerja yang telah Y_ date dem informas] 3 han dan
dihimpuin Badan Informas
/Y\ Draf
Membaca dan mengecek Draf data dan Dokumen Data dan Dk
6. |informasi kinerja yang telah dinimpun v Inf ; 2 har Data dan
dan diteruskan ke Kaban ifortiicé
Membaca draf data dan informasi : Surat
7. |kinerja yang telah dihimpun dan d) Konsep pengantar | 2hari | poronr
menandatangani




Dokumen

Dokumen

g Mangqrahsq K{:-nlsep HokLmel p . 1 hari | Perjanjian
- |Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Kineria
Menyampaikan Dokumen Perjanjian T R Dul-_curqlen
10, |Kinera kepada Kadis untuk Perjanjian Kinerja 1 Jam PHTJHFI];_LEH
memintakan persetujuan Kinerja
Penandatanganan dokumen
11 Perjanjian Kinerja oleh Kadis Konsep Surat 10 Menit Surat
" |kemudian diteruskan ke Kasubbag Pengantar Pengantar
Perencanaan dan Keuangan
Membuat surat pengantar 2
pengiriman sekaligus penomaoran Bokumen Kumen
12. |surat, kemudian diserahakan ke staf Parianjian Kinerja 15 Menit Paqanj‘ian
untuk dikirimkan ke alamat yang Kinerja
dituju
Mengantar surat, Menggandakan AR Uﬂkurl'_l_ﬂﬁ
13 |dan mengarsipkan Dokumen Peranjian Kinerja 1 .Jam F‘e(}an;_laﬂ
Penanjian Kinena Kinerja




Nomer S0P 33/ S0P - DISHUR /| f 2026
Tl Pesnbuatan 5 snuar] 20246
[Tl Baisl
Tgl Efekil & Janir 2026
Désphkan Dleh KEPALA DINAS PERHUBUMNGAN
PATEN NATUNG
PEMERINTAH KABUPATEN NATLNA
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAD ALLAZSE
NIP. 156708031933081001
Noma S0P PEMERINSAAN FISIN PERSEDIAN
Dasar Hukum Kualifikas] Pelalasna

Prraturan Peimetbstal Mamar 27 Tahuen 2014 teating Pengelalasn Barang Millk
Megarn/Daerah, sehagmmans tolnh diubah dengan Peraturen Pemasintah Nomor 28 Tebun
1020,

Praraturan Mardert Dalam Megerl Namar 29 Tibun 2018 tentang Pedoman Pengelolsan
Barang Millk Daerah, tsbagaimans tolah dlubah dengan Pesmendagsl Nomor 7 Tohun 2024,
Parmendagri in secirs khusus mengatur tugas Pengurus Barang Pengyuna, tarmasih
malakikan stock ponartie harsng persadiaan dan pengacekan faik barang,

Paratusin Darrah Rabugiaten Matunas Nomar 4 Tahen 2008 teftang Pengelolasn Barmrg Milk

Memahaml ketentuan pengelolngn Barsng Milih Daerah dan persedisan; mampu melakukan permerikzaan,
panghitungan, identiflias), pencocokan dan pencataten flalk persediaan; marmpy mEngppermsikan

3 |Dserah. Paraturan daecali ini mengatur pengelolasn BMD di Ksbupaten Matuna, termasik 3 p
permertaan tarhasdag penyelimggarnan tugas penyimpan Barang San pemesdosan gudang, :‘:’::::T;-::thll pangelalaen prrsediaan; serta memilikl ketelitan, Intagritas, kemampusn sdminlst ol
4
5
Metarkaitan Pernlstan [ Perlenghapan
i |50P pemeriisasn fislh persodiion 1. kEmibar en
€. Alnt Tulln Kacbar
3, Kormputss ( Laptap [ Printer
Paringmtan |Pencatalan dan Pendataan
1. Kgpole OFD Lembar Disposis) f ardhen, tands mngdn
S0P pongueus bafang Hdak diliksinakan sesusi dengan wakiu yang dtentukan san 7 Eakratris OPD lermbar disposie, paral

mamgakibatkan tefundamm kegintan lainnye

1. kasubiag wmum dan kepegawaian  Lember Disposisl, Parsf




SOP PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN

Petnksanmnn Blaitu Baku
AXTIVITAS
" " bic / ars) Epzubag wmum :m Kel Nl 4
1 ATK
Py LSan rEncara dan Jadwal kagiaton stock apname fisik @ ; prirter A5 il |jadwind kaglatan
. katkulator
|
migmiiEal din mendinnbesan wrat edaan ik gan kgid m 0 menll  (wirat edaran
!
1 karty batan,
mgngtimpsdkan dan memertisa ik peoadiain ﬂ' 5 imanit 2 laporim l'||'||:il1 pinpenfinan
!
manghitung dan memeaiica fivk pereodian m 1
|
- : leartii Barani
| 50 manit laporen mytss persediaan
ik adla sellsih diakukan pemerlisasn kemball liporan perzediaan | m
(I ticiak acia safisity menbUBE DRILE 3CSTA S0k DRTAMTE ﬁ- - 50 rranit
bevitn aear stock opname
berita acars dipefkss dan ditandatangan| kasubag umum dan kepegawalan dan
penyimzan bardng _- = d




NOMOR SOP 40 (SOP-DISHUBN2026
TGL. PEMBUATAN 0§ Januar 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Januar 2026
DISAHKAN OLEH epala Dinas,
Zl, SE
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA ALLAZL SE
NIP. 19670803 199303 1 01
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NAMA S0P PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA [RENJA)
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA;
. 1. Mampu manganalisa pokok is! surat dengan baik dan benar
1. ﬂgmum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan | » | kemampuan mengidentiikasi dan analisis terkart persoatan yang ada
¥ : ; 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan RENJA
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terakhir di rubah | 4 b kemamouan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan OPD satu tahun

mf

10.
L § 8
12.

dengan Undang-Undang Nomor D8 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,

Paraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun 2017ientang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pangelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2028.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

Peraturan Daersh Kabupaten Natuna Momor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

Peraturan Bupatl Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.




KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Surat Masuk 1. Stempel DISHUB Kabupaten Natuna

2 SOP SOP Penyusunan Data 2. Meja, Kursi, Komputer, ATK, Kalkulator, mesin fatocopy
3. SOP Penyusunan Rencana Setrategls (Renstra)

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika Penyusunan Renja OPD tidak sesual SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan 1. Disposisi
keglatan OPD satu tahun. - 2. Rumusan Program, Keglatan dan Target untuk  satu tahun kedepan




PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA [RENJA)

Pelaksana Mutu baku
No. Keglatan Kasubbag _ Keterangan
Kadis Sekretaris | Perencanaan dan Staf Kalengkapan Waktu | Output
Keuangan
Berdasarkan RPJMD Kabupaten ( ) : isi Disbosisi S0P alursural
1. [Natuna Kaban Menugaskan Sekban D';E?:t 5 menit Eﬁ :;t ' masuk dan
menyusun Renstra Badan surat keluar
Memerintahkan Kasubbag Formal Farmal
2. |Perencanaan dan Pelaporan menyusun penyusunan 5 menit | penyusunan
Renja Badan RENJA RENJA
Y Pengumpulkan
Menyusun draf Renja Dinas
3 Data penyusunan | 3 bulan Draf
bedasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Draft RENJA
Meangetik Draf Renja yang diserahkan Oraft penyusunan h f Reni
o kasubag Perencanaan dan Keuangan REMNJA Sifiass. | Ceakinee
Draf Renja Dinas disesuaikan dengan s
5. |data RPJMD dan diajukan ke Drafl P A ™" | 3hari | Draf Renja
Sekretaris
Membaca dan mengecek Draf Renja A Sige D) ke
6. : v penyusunan 2 hari Dokumen
Dinas diteruskan ke Kadis ~N RENJA Renja
Membaca draf renslra dan . Surat
Ko tar | 2h
¥ menandatangani Renja Dinas @ o o s il Pengantar




PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF)

Pelaksana Mutu baku
Kasubbag _ Keterangan
NG, o Kaban Sekretaris |Perencanaan dan| Pelaksana | Kelengkapan | Waktu Output
Keuangan
: P alur surat
Menugaskan Sekretaris uniuk ( ) _ Disposisi S0
1. |memproses panyusunan Standar Agenda Kerja | S menit Surat masuk dan
Operasional Prosedur sural keluar
| |
Memerintahkan Kasubag Perencanaan ) .
2 |dan Keuangan untuk menyusun Dispasisi § menit Disposisi
Standar Operasional Frosedur
Malak P— Konsep Standar
NSRRI Reguaian Peiy LN Disposisi | 5Minggu | Operasional Prosedur,
3 Standar Operasional Prosedur Dispois|
Mengoreksi kensep Standar
Operasional Prosedur jika setuju Konsep Draft Standar
4, |menyerahkan kepada Kaban jika tidak Standar 1 Minggu | Operasional Prosedur,
" |setuju menyerahkan kepada Kasubag Operasional Dispasisi
Perencanaan dan Pelaporan untuk Prosadur
diperbaiki
Memeriksa Draft Standar
Operasional Prosedur [ika setuju <\ sgra:l‘! Drraft Standar
menandatangani dan menyerahkan naar 1 Minggu | Operasional Prosadur,
c kepada Sekretaris, jika tidak satuju / Operasional 9 Disposisi
mengembalkan kepada Sekretaris Prosadur
untuk diperbaiki
Dokumen
Manyerahkan Dokumen Standar Standar
& Operasional Prosedur kepada ’l Operasional 10 menit Prosedur,
" |Kesubbag Perencanaan dan Keuangan Prosedur
untuk di dokumentasikan yang b enar




Dokumen

Menyerahkan dokumen Standar Standar
Operasional Prosedur kepada staf Operasional 10 menit Disposis|
Perencanaan dan Keuangan untuk Prosedur
didokumentasikan yang benar

Dokumen
Mendokumentasikan dokumen Standar Standar Dmmglﬁrnﬁur
Operasional Prosedur dan Operasional 1 Hari yang benar dan bukti
menyerahkan kepada Instansi terkait Prosedur dokumentasi

yang benar




NOMOR S0P ¢ d1 [SOP-DISHUBN2026
TGL. PEMBUATAN 05 Januar 2026
TGL. REMISI
TGL. EFEKTIF 05 Januan 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
ALLAZI, SE
NIP. 19670803 199303 1 001
PEMERINTAH KABUFATEN NATUNA
NAMA SOP PROSEDUR PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 lentang Kearsipan,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terakhir di rubah
dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendallan dan Evalussi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraluran Daerah tentang RPJPD dan RPIMD, serts Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 90 Tahun 2018 fentang Klasifiasl, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Menter| Dalam Megeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 20:25-2029.

. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tanhun 2021 tenlang Rencana Tala Ruang

Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

_ Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Momor 3 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

_Peratwran  Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 fentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

1. Memilki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinarja OPD
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja GPD




KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. S0P Sural Masuk 1. Renstra
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2. Renja
3. SOP Panyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 3, Fommal Perjanjian Kinerja
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika tidak dilaksanakan sesual SOP, maka proses Perjanjian kinera ini tidak akan berjalan | 1. Disposisi
2. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran

lancar,




PROSEDUR PERJANJIAN KINERJA

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kadis Sekretaris | Perencanaan Staf Kelengkapan | Waktu | Output
dan Keuangan
Memerintahkan penyusunan ) . . | Dizposisi
1. |Perianjian Kinefia (E) Disposisi Surat | 10menit | “ "
Membuat format pengumpulan data l Eormat
2 dan informasi Perjanjian Kinerja dari Format F'e:_]arqtan 10 menit | Perjanjian
masing-masing bidang dan Kinerja Cicesnti
sekretariat 1
Menyampaikan format Draf
pengumpulan data dan informasi Format Perjanjian Usulan
3 i s : i T 1 Jam 2=
Perjanjian Kinerja kepada masing- Kinerja Perjanjian
masing hidang dan sekretariat Kinerja
Mengundang Kadis dan Pejabat h J Uindangan
4 |Esselon Il untuk rapat pembahasan Undangan Rapat | 30 Menit Ranat
Perjanjian Kinerja i
H Draf S0P
5. Lﬂ:;:ﬁ;':f;ﬁf:pat pembahasan I DrafKI::;}rarumn 2 Jam |Perjanjian| Pelaksanaan
& . 2 Kinerja Rapat
Menghimpun format data dan
: s S : W N Draf SOP
5 mfuq‘nam Pe_r]an]r_em Kinerja dari Draf FI"EI]E_EH]IEII"I 3 Jam |Peranjian| Pengumpulan
masing-masing bidang dan Kinerja
Kinerja Data
secretariat
Menganalisis data dan informasi — Draf
7. |Penanjian Kinerja yang telah I Dm?ﬂfﬁ:"a" 4 Hari | Perjanjian
terkumpul kil Kinerja
Y Draf Perjanjian o
B. |Membuat Konsep Perjanjian Kinerja : 2 hari | Perjanjian
|T Kinerja Kinefja




NOMOR SOP - 42 1SOP-DISHUBNZ026
TGL. PEMBUATAN 05 Januarl 2026
TGL. REVISI
TGL, EFEKTIF 05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA ALLAZ. SE
| B NIP. 19670803 189303 1001
DINAS PRRSIUEMGAN | NAMA SOP PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN
SEKRETARIAT KEUANGAN (RFK)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
. 1. Mampu menganalisa pokok isi surat dengan baik dan benar
i mﬁll‘.}ndaﬂg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 5 yomili kemampuan mengidentificasi dan analisis terkait persoalan yang ada
1 ) y . Memaham it
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 fentang Pemerintah Dasrah ferakhi o rubah | 3 e n'ﬁ:n‘“;q':ﬁ xﬁﬂfﬁmgﬁgmi i iome
dengan Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2023 tentang Keafsipan 5. Memiliki kemampuan dalam me a taporan keuangan

o e

11.

12,

. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 fentang Rencana

Peraturan Pemerintah Nomaor 72 Tahun 2018 lentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 88 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 90 Tahun 2014 tentang Klasifikasl, Kodefikas), dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Peraturar Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruks! Menterl Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Paraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

Peraturan Daerah Kabupaten MNatuna MNomor 5 Tahun 2025 fentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

Peraturan Bupall Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029. |




KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. S0P Surat Masuk

2. SOP Penyusunan Renja
3. S0P Penyusunan Data

1. Stempel DISHUB Kabupaten Natuna
2. Meja, Kursi, Komputer, ATK, Kalkulafor, mesin fotocopy

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Keterlambatan penyusunan Laporan RFK mengakibatkan Keterlambatan dalam

1. Disposlsi
2. Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

Penyusunan Dokumen;




PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN (RFK)

Polaksana Mutu baku
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kadis Sekretarls | Perencanaan dan Staf Kelengkapan Waktu | Output
Keuangan
Memernntahkan Kasubag Perencanaan
dan Keuangan untuk membuat format | ’ : - | SOP aiur surat
1. |data dan D:ﬁf' 10 menit D:E?;’:Sl masuk dan
infarmasi kepada sub bagian dan surat keluar
bidang
Format Format
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
W pengumpulan pengumpul
2 emingt farnm ““9”“‘?"‘“’.‘ b dats dan informasi | 2 Jam an
dan informas! kinerja dari masing2 sub
Fincitai i blet Badan data dan
A Can A informasi
Melakukan koordinasi dan ‘L Format PEFWZHU“H?I;U'
3 meanyampaikan Format pengumpulan pengumpulan e e
* |data dan informasi kinerja kepada data dan informasl dika ol
Ing2 sub bagian dan bidang Badan ol
R informasi
Format Pone
4 Menghimpun format data dan informael pengumpulan 5 Jark penga A P
kinerja yang tetah terkumpul data dan informasi data d
ki ata dan
informas:
Format
[Menganaliasa dan dan mengevaluas) il Draf Data
5. |data dan informasi kinarja yang telah g il 3 hari dan
dihimpun date dan Informas| Infarmasl
a Badan
Membaca dan mengecek Draf data dan /\ e
€. |inforrmast kinerja yang telah dinimpun v ﬂnkulr: fi:;v?:;la o 2 hari ggi::r;::
dan diteruskan ke Kadis
Informasi
Membaca draf data dan informas| Surat
7. |kinerja yang telah dihimpun dan @ Konsep pangantar | 2 han Pen
gantar
menandatangani




| NOMOR SOP " 43 /SOP-DISHUB/I2026

TGL. PEMBUATAN ¢ 05 Januari 2026

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 05 Januarl 2026

DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA ALLAZI, SE
. 19670803 1993031 001
DINAS PERHUBUNGAN s RBLN00
SEKRETARIAT NAMA SOP - PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:

iliki ran Tahunan
(B Hrﬂ_alnga-ll.lndang Nomor 25 Tahun 2004 fentang Sistem Perencanaan Pembangunan ; ﬂ:ﬁm mg;f:ﬁmﬂmd; margliﬁﬁagﬂ informasi bahan lagoran
asional,

2. Undang-Undang Memor 23 tahun 2014 lentang Pemerintah Daerah terakhic di rubah

dengan Undang-Undang Nomar 06 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Paraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkal Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 teniang Pengelolaan Keuangan Dagrah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daeran tentang RPJPD dan RPUMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJIMD, dan RKPD.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunar dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momeor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Instruksi Menter Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkal Daerah Tahun 2025-2028.

9. Peraturan Daesah Kabupaten Natuna Nomar 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

10. Peraturan Daerah Kabupaten Matuna Nomor 3 Tahun 2024 fentang Rencana
Pambangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

|1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

| 2. Peraturan Bupati Natuna Nomar 44 Tahun 2025 tenfang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029,

b L




KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.80F Surat Masuk

1. Format Laporan Tahunan
2. Lapaoran Realisasl Keuangan
3. Datadan Informasi Capalan Kinerja SKPD

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika tidak dilaksanakan sesuai S0P, maka proses penyusunan laporan tahunan ini tidak akan
ber|alan lancar,

1. Disposisi _
2. Disimpan sebagal pendukung dokumen perencanaan lainnya




PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Pelaksana Mutu baku
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kadis Perencanaan dan Kelengkapan Waktu | Output
Pelaporan
Memerintahkan Kasubag ; i ; SOP alur surat
1. |Perencanaan dan Keuangan untuk D';Ef:ts‘ 10 meriit D';pum': 5:55 masuk dan
Menyusun Laparan Tahunan Dinas surat kaluar
'L Format
Kasubag Perencanaan dan Keuangan peyusunan Fn:_-f;an
2. |membuat format pengumpulan data Laporan Tahunan | 2 Jam Pelit:pnmn
dari masing2 sub bagian dan bidang Dinas Y s
h 4 Format
Meanyampalkan format pengumpulan Format AWLIIIRAL
a data dan informasi laporan tahunan panyusunan £ Jum pEL: A
" |kepada masing-masing bidang dan Laporan Tahunan Tairf:unan
sekretariat Dinas x
Dinas
S Farmat Farmal
Menghimpun format data dan M. penyusunan| SOP pencarian
4. |Informasi kinerja dan masing-masing L L Epﬂ al:JTah s dJam | Laporan data dan
bidang dan sekretariat il Tahunan | informasi
B Dinas
Menganalisis dan mengevaluas) data :n":l.?tnan Draft
& |dan informasi laporan tahunan yang La;;.:my:Tahun o 4 han Laporan
telah terkumpul Dinas Tahunan
W Dokumen
& Membuat Konsep Laporan Tahunan []r:ﬂ‘ Laporan i Laparan
* ahunan 2 hari
Dinas Dinas Tahuran
T Dinas




Dokumen
Mengoreksi Konsep Dokumen Cokumen Laparan i Laporan
Laporan Tahunan Dinas Tahunan Dinas Tahunan
Dinas
h 4 Daokumen
Menyampaikan Dﬂkun}en Lapaoran Dekurian Lasorn Lapotan
. | Tahunan Kepada Kadis untuk akiitdn Divas 1 Jam Tahunan
memintakan persetujuan L) ol
nas
Penandatanganan dokumen Laporan Disposisi
Tahunan DISHUB oleh Kadis persatujuan
- Ikemudian ,C) D.‘F:;T::nl‘;ﬁlg“ 10 Menit | ‘dokumen
diteruskan ke Kasubbag Perencanaan Laporan
dan Keuangan Tahunan




| NOMOR SOP . 44 (SOP-DISHUB/2026

TGL. PEMBUATAN . 05 Januari 2026

TGL. REVISI .

TGL. EFEKTIF . 05 Januari 2028 _

DISAHKAN OLEH ; Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA ShanELE

_ NIP. 19670803 199303 1 001
DINAS PERHUBUNGAN . "
b NAMA SOP  PROSEDUR PENYUSUNAN LKJ
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1, Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Penyusunan LAKJIP

L ﬂg;ﬁf”ﬂa“ﬂ Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 5 y4miiki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

2. Undang-Undang Nomaor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terakhir di rubah

dengan Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 201Ttentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD, dan RKFD.

6. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

| Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Insiruksi Menteri Dalam Negen Momer 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Peraturan Dasrah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 lentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Matuna Tahun 2026-2045,

11. Peraluran Daerah Kabupaten MNaluna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

b

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:




1, SOP Surat Masuk 1. Format Laporan Penyusunan LAK|IP
2. SOP Rencana Rarja SKPD 2. Laporan Realisasi Keuangan
3. Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

3. S0P Penyusunan Renstra

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyusunan LAKJIP SKPD sesual dengan DPA SKPD 1. Disposisi
2. Disimpan sebaoai pendukung dokumen perencanaan lainnya




PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP

Pelaksana Mutu baku
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kadis Sekretaris | Perencanaan dan Kelengkapan Waktu | Output
Keuangan

Beardasarkan Surat Permintaan LKjiP

, (20 . Surat Masuk | 5 menit
Kadis memerintahkan Sekretaris dalam
penyusunan LKJIP SKPD

2 Memerintahkan Kasubag. Penyusunan b 5 menit
Program manyusun LK|IF SKPD
(Menyusun draf LEJIP SKPD Dinas

3. |sesua 5 hari draf
dengan aturan yang berlaku

4. [Mengeatik Draf LKjIP SKPD 5 harl |draf LEJIP|
Mengoreksi LKjIP SKPD dan A

5 |menyerahkan 2 hari
ke Sekretaris
Mangoreksi LKJIP Dinas sesuai
dengan

B. |realisasi anggaran SKFD dan 2 hari
menyerahkan
ke Kadls

7. | Menandatangani LKjIP SKPD (j 1 hari




| NOMOR SOP 45 /SOP-DISHUBN2026
TGL, PEMBUATAN 05 Januar zngg_ -
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Janusri 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
NIP. 19670803 199303 1 001
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NAMA SOP PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:

e

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Masional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terakhir di rubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomar 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tala Cara Evaluasi Rancangan
Paraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKFD.

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasl, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Menter Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 lentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Renstra Perangkat Dagrah Tahun 2025-2029,

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Momor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

. Persturan Daerah Kabupaten Natuna Nomer 3 Tahun 2024 fentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

. Peraluran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 fentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 20252029,

1. Memillki kewenangan dalam membual dan menyusun Rencana Keria Tahunan (RKT)
2 Memilk kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informas) bahan iaporan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:




S0P Rencana Kerja SKPD 2. ATK

E. SOP  Sural Masuk 1. Perangkat Komputer dan Printer
SOP Penyusunan Renstra

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apablla proses tidak sesual dengan waktu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhl 1. Disposisi
kegiatan yang lain 2. Disimpan sebagal data elektronik dan manual




PROSEDUR PENYUSUNA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Pelaksana

Mutu baku

Hegiatan

Kadis

Seketaris

Kasubbag
Perencanaan dan
Keuangan

Kelengkapan

Output

Memarnintankan Sekretars unluk
membentuk Tim Penyusunan RKT

-

Bahan, Data dan
informasi dan
pemobon SKT

&5 menit

Disposis

S0P alur surat masuk
dan surat keluar

Memarintahkan Kasubbag
Perencanaan dan Pelaporan unfuk
membuat surat yang berkenaan
1dangan rapal pembahasan REKT

Disposisi Bahan, Data

dan Informasi

1 Jam

Disposisl

Satelan mendapatkan sural perhal
persiapan pembahasan RKT,
koordinas dilakukan dad oleh Bidang
dan Sekretariat, anlara lain berupa
kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan
berdasarkan visi, misi tujuan, sasarsn
dan program yang telah ditetapkan
dalam Restra Dinas Perhubungan Kab.
Matuna

Bahar, Data dan
Infarrmasi

2 Hari

Berkas
Panyusunan
RKT

Rapat pambahasan penyusunan usuian
RKT yang dituangkan dalam Repat
Kerja tersebut dibahas

|Rencana Kerja Tahunan yang akan

datang

Realisasi kegiatan dan penggunaan
dana dibandingkan dangan usulan
rencana kera yang telah ditetapkan
dalam DPA Unit Keria Dinas
Pearhubungan dan Lamplrannya,

Realisasi Kegiatan yang tidak
direncanakan datam RKT Tahun lalu

Keglatan yang balum dspal
diselesaikan pada tahun lalu dan akan
ditindakianjuti pada tahun pada tahun

inl.

Eahan, Data dan
Infarmasl

1 Jam

RFK Final




|Kendalahambatan yang teradi dalam
tahun lalu yang menyebabkan tidak
tercapainya target yang telah
ditetapkan. kendalahambatan tersebut
harus dicar pemecahan bersama dan
apablla diraza balum berhasil
dipecahkan, akan dikonsultaslian
kapada Kepala Bidang dan Sekretarial
Drengan diketahuinya
kandalathambatan secara tepat dan
diparoleh kiat uniuk memecahkan
kendala’hambatan yang seharusnya
dilakukan, maka diharapakan jika
kandala/rambatan temsabot muncul lagr
di kemudian har akan mudah
dipecahkan.




: | nomor sop - 46 (SOP-DISHUBN2028
TGL. PEMBUATAN . 05 Januar 2076
TGL. REVISI
= iLE TGL. EFEKTIF . 05 Januar 2026
4. DISAHKAN OLEH | Kepala Dinas,
E I UP, MNATUNA
FE i AR T NIP, 19670803 198303 1001
DINAS PERHUBUNGAN NAMA : OSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
SEKRETARIAT sop PR
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
. 1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun RKA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ; i ; |
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenintah Daerah terakhir di rubah dengan 2 Memiki kemampuan dalsm menyveun dan manganalsis dals dan informas banan iaporan

Undang-Undang Nomeor (6 Tahun 2023 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,

Peraturan Pemerintah Namor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor BE Tahun 2017tentang Tata Cama Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

6. Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pambangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

8 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD
dan Renstra Parangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rercana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 fentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

12, Peraturan Bupati Natuna Nomeor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029,

o

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. S0P Surat Masuk
2. S0P Rencana Kera SKPD

1. Perangkat Kompuler dan Printer




i 3. SOP Penyusunan Renstra ' 2 ATK

| PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

: Apabila proses tidak sesual dengan wakiu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi 1. Disposisi

| kegiatan yang lain 2. Disimpan sebagai data efektronik dan manual




PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu baku
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kadis Sekretaris | Perencanaan dan Staf Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
1 Memarintahkan Kasubag Perencanaan ( l. Disposisi 10 menit Disposis!
" |dan Keuangan untuk Menyusun RKA Surat Surat
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan L
2. |membuat format pengumpulan data F;"KTt 2 Jam F;”H..T!
dari masing2 sub bagian dan bidang
Menyampaikan format pengumpulan
3, |data dan informasi RKA kepada F;';{Tt 1 Jam F;"KT:[
masing-masing bidang dan sekretarial
Menghimpun format data dan informasi =
4. |kinerja dari masing-masing bidang dan F;T;‘ 3 Jam F;;“:t
sekretariat L3
Menganalisis dan mengevaluasi data
5. |dan informasi RKA yang telah rormel anan | PO
RKA RKA
terkumpul
6. |Membuat Konsep RKA ¥ Dral RKA 2 hari Draf RKA
7. |[Mengoreksi Konsep RKA '_T Dokumen RKA 1 hari Dﬂ;lﬂen
M ikan RKA Kepada Kad Y Dok
enyampaikan pada Kadis umen
8- luntuk memintakan persetujuan 1 T Cokiman, A TR RKA




Penandatanganan RKA DISHUE oleh

Kadis kamudian
diteruskan ke Kasubbag Perencanaan
dan Keuangan

RKA

10 Menit

Disposisi
perselujuan
dokumen
RKA




NOMOR S0P 48 [SOP-DISHUBN2026
TGL. PEMBUATAN 05 Januari 2026
TGL. REVISI Jaruar 2026
TGL, EFEKTIF © 05 Janiar 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
El ! EZI EE —
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NIP. 19670803 199303 1 001 g
NAMA SOP PROSEDUR PENGAJUAN SPP - UP
DASAR HUKUM:; KUALIFIKAS] PELAKSANA:

1, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana teiah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2023;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Natuna tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupali Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi sera

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna; dan

X

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami penggunaan Aplikasi SPID

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOPSPMUP 1. Peraturan dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perangkat Komputer dan Printer
3 ATK
PERIGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apablia SPP UP ini tidak dibual, maka pelaksanaan kegiatan terhambat 1. Disposisl

2. Disimpan sebagal data elekironik dan manual




PROSEDUR Penerbitan SPP-GU Nihil Atas UP

Nao. Kegiatan Pejabat Bendahara
Kadis/PA | KuasaBUD | Staf BUD | Penatausahaan | Pengeluaran | Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Pengeluaran
~SPPD 1 Jam Dokumen SPP
- DPA/DPPA GU ninll atas UP
O | e
Bendahara membuat SPP GU nihil Pengasahan
L atas UP Balanja
- S5PB dan Bukti
gtas dan UP
-SPPD 20 menit Dokumen SPP
- DPADPRA GU nihil atas UP
a - Burat
Memverifikasi Dokumen SPP GU ! Pengesahan
2 Nihi Belanja
ihil atas UP
- SSPB dan Bukti
atas dan UP
Dokumen SPP GU| 5 menil Dokumen SPP
Pengguna Angoaran nihil atas UP GU nihil atas UP
3 |menandatangani Cokumen SPP GU
Nihil atas UP
. . Dokumen SPFP GU| 15 menit SP20
Dokumen SPP GU Nihil atas UP di nihil atas UP
4 |verifikasi oleh Staf BUD untuk
diterbitkan SP2D
5 |Menandatangan| SF2D SP2D 5 menit SP2D




NOMOR SOP - 49 [SOP-DISHUBNI2026
TGL PEMBUATAN 66 Januari 2008
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Januan 2026 \
DISAHKAN OLEH epala Badan,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SE
NIP. 19670803 199303 1 001
DINAS PERHUBUNGAN
. NAMA SOP PROSEDUR PENGAJUAN SPP - TU
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana \elah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar & Tahun 2023,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pangelolaan Keuangan Daeral:

4. Paraturan Mentari Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Bupatl Natuna tentang Sistem dan Prosadur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraturan Bupatl Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna; dan

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pemubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan.

S

e

1. Memahami peraturan penundang-undangan yana terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami penggunaan Aplikasi SPID

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1, S0P SPM 1, Peraluran dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
2, Perangkat Komputer dan Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SPP TU ini tidak dibuat, maka pelaksanaan kegiatan terhambat 1. Disposisi

2. Disimpan sebagal data elektronik dan mangal




PROSEDUR PENGAJUAN SPP - TU

Membuat usulan kebutuhan
anggaran UP sesuai dengan 5 it

1 Anggaran Kas untuk dasar (:) et

penaaiuan SPP T

Merekap kebutuhan dana
2 |pengajuan SPP TU di teruskan ke 5 menit
bendahara

Membuat SPP dan meminta
3 |tandatangan tim verifikasi 20 menit
(Kasubbag Keuangan) A

4 |Memverifikasi dan memaraf SPP 10 menit

SPP di setujui dan di tandatangani
5 |pengguna anggaran dan pengajuan
SPM




' NOMOR SOP . 50 /SOP-DISHUBII2026
TGL. PEMBUATAN - 05 Januar| 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF ;05 Januar 2026
DISAHKAN OLEH " Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NIP. 19670803 1993031 001
NAMA SOP : PROSEDUR PENGAJUAN SPP - GU
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dagsrah, sebagaimana lelah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomaor & Tahun 2023,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengzlolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupali Natuna tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupat Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sena
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna; dan

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan.

b

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengeloiaan Keuangan Daerah

2, Memahami penggunaan Aplikasi SIPD

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SCP 5PM 1, Peraturan dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daeran
2. Perangkat Komputer dan Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabia SPP GU ini tidak dibuat, maka pelaksanaan keglatan terhambat 1, Disposisi

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PROSEDUR PENGAJUAN SPP - GU

Membuat usulan kebutuhan
anggaran UP sesual dengan
Anggaran Kas untuk dasar
pengajuan SPP GU

5 menit

Merekap kebutuhan dana
2 |pengajuan SPP GU di teruskan ke
bendahara

Ll

5 menit

Membuat SPP dan meminta _
3 |tandatangan tim verifikasi (Kasubag 20 menit
Keuangan) M

4 |Memverifikasi dan memaraf SPP 10 menit

SPP di setujui dan di tandatangani
5 |pengguna anggaran dan pengajuan
SPM




NOMOR SOP 51 1S0P-DISHUBI2026

"TGL PEMBUATAN 06 Januarl 2026

_TEL REVISI

_TGL. EFEKTIF 05 Januan 2026

TISAHKMI OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN NIP. 19670803 199303 1 001
SEKRETARIAT
NAMA SOP PROSEDUR PENGAJUAN SPP - LS GAJI DAN TUNJANGAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana fefah

diubah terakhir dengan Undang-Lindang Nomor & Tahun 2023,

1. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menterl Dalam Neger| Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelotaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupali Natuna tentang Sistem dan Prosedur Pengeloiaan Keuangan Daerah,

6. Peraturan Bupati Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna: dan

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun
Anggaran berjalan.

]

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang lerkait dangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami penggunaan Aplikasi SIPD

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOPSPM {. Peraturan dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perangkat Komputer dan Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SPP L5 GAJI DAN TUNJANGAN  ini tidak dibual, maka pefaksanaan kegiatan 1. Disposisi

terhambat

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PROSEDUR PENGAJUAN SPP - LS GAJI DAN TUNJANGAN

Membuat usulan kebutuhan

anggaran UP sesuai dengan - Anggaran _ Draf
Anggaran Kas untuk dasar Kas 15 menit| = a0 UP
pengajuan SPP LS Gaji dan - Usulan UP
Tuniannan
Merekap kebutuhan dana - Rekap
pengajuan SPP LS Gaji dan R o SPP LS
; LS Gaji dan | 20 menit H
Tunjangan di teruskan ke iriandan Gaji dan
bendahara jang Tunjangan
Membuat SPP LS dan meminta -SPP LS -SPP LS
tandatangan tim verifikasi Gaji dan | 20 menit| Gaji dan
(Kasubbag Keuangan) Tunjangan Tunjangan
-SPP LS -SPP LS
Memverifikasi dan memaraf SPP LS Gajidan | 10 menit| Gaji dan
Tunjangan Tunjangan
SPP LS di setujui dan di -SPPLS -SPP LS
tandatangani pengguna anggaran Gajidan | 5 menit | Gajidan
dan pengajuan SPM Tunjangan Tunjangan




NOMOR SOP 52 /SOP-DISHUBN2026
TGL. PEMBUATAN 05 Januani 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NIP. 13670803 199303 1 001
MNAMA SOP PROSEDUR PENGAJUAN SPP - LS BARANG DAN JASA
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023,

Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelniaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupati Natluna tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Paraturan Bupati Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna; dan

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan.

P

L

1.  Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami penggunaan Aplikasl SIPD

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

| 1. SOP SPM LS BARANG DAN JASA

1. Peraturan dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daarah
2. Perangkat Komputer dan Printer

3 ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apablla SPP LS BARANG DAN JASA  ini tidak dibuat, maka pelaksanaan kegiatan 1. Disposisi -

terhambat

2. Disimpan sebagal data elektronik dan manual o




PROSEDUR PENGAJUAN SPP - LS BARANG DAN JASA

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan|
::::::ﬁ Bendahara PA  |Kelengkapan| Waktu | Output
Membuat usulan kebutuhan
anggaran UP sesuai dengan ( ' - Anggaran
1 |Anggaran Kas untuk dasar Kas 15 menit Draf'jisulan
pengajuan SPP LS Barang dan - Usulan UP
Jasa
Merekap kebutuhan dana ¥ - Rekap SPP éﬁikfg
2 |pengajuan SPP LS BARANG DAN LS Barang |20 menit pan Ha
JASA di teruskan ke bendahara dan Jasa Jaga
Membuat SPP dan meminta X -SPPLS -SPP LS
3 [tandatangan tim verifikasi Barang dan | 20 menit | Barang dan
(Kasubbag Keuangan) Es Jasa Jasa
-SPPLS -SPP LS
4 |Memverifikasi dan memaraf SPP Barang dan | 10 menit | Barang dan
Jasa Jasa
SPP di setujui dan di tandatangani -SPP LS -SPP L5
5 |pengguna anggaran dan pengajuan Barang dan | 5 menit | Barang dan
SPM Jasa Jasa




NOMOR SOP 1 53 /SOP-DISHUBII2026
TGL. PEMBUATAN : 05 Januarl 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Januan 2026
DISAHKAN OLEH ' Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ALLAZ), SE
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NIP, 19670803 199303 1001
NAMA S0P J : PROSEDUR PEMERIKSAAN ANGGARAN KAS
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
|. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkail dengan Pengalolaan Keuangan Daesah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah | 2. Memahami penggunaan Aplikasi SIPD
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5, Peraturan Bupafi Natuna lentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Natuna lentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Naluna; dan
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Naluna
Tahun Anggaran berjalan,
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP PENGAJUAN SPP-UPIGUTUILS 1. Peraturan dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
2. SOP PENERBITAN SPD 2. Perangkat Komputer dan Printer
3 ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
| Apabila PEMERIKSAAN ANGGARAN KAS in tidak dilaksanakan maka pelaksanaan 1. Disposisi
kegiatan terhambat =~ 2. Disimpan sebagal data elekironik dan manual




PROSEDUR PEMERIKSAAN ANGGARAN KAS

Pelaksana Mutu Baku
. Kete n
o eI Kasubag s
Bendahara | Kaban Keterangan Waktu Output
Keuangan
Menugaskan bendahara membuat (:)— Dokumen Dokumen
1. |berita acara pemeriksaan kas per Pengesahan 5 menit | Pengesahan
triwulan Belanja Belanja
Mencetak Pengesahan v .
Pertanggungjawaban Belanja Berita Acara 3 Beriia A ks
2 ; ; : 20 menit | Pemeriksaan
triwulan selanjutnya membuat Pemeriksaan Kas K
; . as
Berita acara pemeriksaan kas
Memeriksa Berita Acara dan . Berita Acara
: . Berita Acara . ;
3 |memarafnya selanjutnya meminta ; 10 menit | Pemeriksaan
. Pemeriksaan Kas
tandatangan kadis Kas
. - . : Berita Acara
4 Berita Acara Pemeriksaan Kas di (b Berita Acara & meitt | Pemeriksean

tandatangani Pengguna Anggaran

Pemeriksaan Kas

Kas




NOMOR SOP 54 /SOP-DISHUB/2026

TGL. PEMBUATAN 05 Januari 2026

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 05 Januari 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN ALLAZI SE
SEKRETARIAT NIP, 19670803 198303 1001
NAMA SOP PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana lelah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Momar B Tahun 2023,
Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Penpelolaan Keuangan Daerah,
4. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dasrah,
Peraturan Bupati Natuna tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupatl Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl sera
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna; dan
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan.

L

LY.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami penggunaan Aplikasi SIFD

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP PENGAJUAN SPP-LS GAJI DAN TUNJANGAN
2. SOP PENERBITAN SPD

1. Peraturan dan Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Dasrah
2. Perangkat Komputer dan Printer

3 ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila gajl tidak dibayarkan, maka pelaksanaan kegiatan ferhambat 1. Disposisi

2. Disimpan sebagal data elekironik dan manual




NOMOR SOP . 55 [SOP-DISHUBN2026
TGL. PEMBUATAN . 05 Januari 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF © 05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH " Kepala Dinas,
f
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ALLAZ], SE
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT NIP. 19670803 199303 1 001
NAMA SOP ; PROSEDUR PEMBUATAN SPM
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 1. Memaham peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tefah | 2. Memahami penggunaan Aplikasi SIPD
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Paraturan Bupati Natuna tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
@, Paraturan Bupat Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna; dan
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan,
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP PENGAJUAN SPP-UPIGUITUILS 1. Peraturan dan Pedoman dalam Pangelolaan Keuangan Daerah
2. SOP PENERBITAN SPD 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SPM inl fidak dibuat, maka pelaksanaan keglatan terhambat 1. Disposisi
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PROSEDUR PEMBUATAN SPM

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubag
Keuangan

Bendahara

Staf

PA

Kelengkapa

Walktu

Output

Keterangan

SPP yang telah disetujui
Pengguna anggaran di serahkan
ke Kasubbag Keuangan

SPP

5 menit

SPP

memeriksa dan menugaskan staf
membuat SPP dan SPM

[

Disposisi

5 menit

SPP dan
SPM

Membuat SPM selanjutnya
disampaikan ke Kasubag
Perencanaan dan Keuangan
untuk persetujuan

SPM

20 menit

SPM

SPM dikoreksi kasubbag
Keuangan dan di paraf
selanjutnya diteruskan ke
pengguna anggaran untuk di
tandatangani

SPM

10 menit

SPM

Menandatangani SPM

SPM

5 menit

SPM




NOMOR SOP 56 /SOP-DISHUBZ026
TGL. PEMBUATAN 05 Januan 2026
TGL. REVISI Januan 2026
TGL. EFEKTIF 05 Januar 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ALLAZI. SE
DINAS PERHUBUNGAN NIP. 19670803 139303 1 001
SEKRETARIAT
NAMA SOP PROSEDUR MELAKSANAKAN VERIFIKAS| SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023;

3. Paraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tantang Pengelotaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dagrah,

5. Peraturan Bupati Natuna lentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Bupati Natuna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs| serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna: dan

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan,

I

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerh
2, Memahami penggunaan Aplkasi SIPD

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Sekretaris Badan
2. SOP Bidang Anggaran

1. Pemluran dan Pedoman dalam Pangelolaan Keuangan Dagrah
2. Perangkat Komputer dan Printer

3. SOP Bidang Akuntansi Keuangan Daerah 3 ATK
4, S0P Bldang Aset Dasrah
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:




PROSEDUR MELAKUKAN VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN

Pelaksana

Mutu Baku
No. Keglatan Kasubbag Keterangan
KABAN SEKBAN | Keuangan/PP Kelengkapan Waktu Output
K
Menugaskan Kasubbag
Keuangan untuk Melaksanakan (_—) _ _
1. [Verifikasi Surat Disposis 5 menit Disposisi
Fertanggungjawaban (SPJ)
Keuangan
Melaksanakan Verifikasi Surat
2. |Pertanggungjawaban(SPJ) Disposist 12 Bulan SPJ
Keuangan
Membuat dan melengkapi laporan
g | [erkmt Stk SPJ 12 Buian SPJ

Pertanggungjawaban (SPJ)
Keuangan




NOMOR SOP : 57 /SOP-DISHUB/Z0ZE
TGL. PEMBUATAN : 05 Januan 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ALLAZI, SE
DINAS PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT NIP. 19670803 199303 1001

NAMA SOP PROSEDUR Penerbitan SPP-GU Ninil Atas UP
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS! PELAKSANA:

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3, Paraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengeloiaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupati Natuna lentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

6. Paraturan Bupati Natuna tentang Kedutdukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubunigan Kabupaten Natuna; dan

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) linas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran berjalan.

1. Memaham peraturan perundang-undangan yang lerkait dengan Pengeiciaan Keuangan Daerah
2. Memahami penggunaan Aplikasi SIPD

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. S0P Penyusunan SPJ-GU
2. SOP Penyusunan SPJ-TU

1. Peraturan dan Pedoman dalam Pengeloiaan Keuangan Dagrah
2. Perangkat Komputer dan Printer

3,S0P Penerbitan SPP-GU Nihil atas TU 3, ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SPP GU NIHIL ATAS UP Nihil atas UP diterbitkan setelah SPJ atas belanja GU terakhir 1. Surat Pencairan Dana (SPD} a
tefah  disahkan cleh Pengguna Anggaran 2. DPA

3. Anggaran Kas




Apabila pelaksaan Verifikasi Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan maka proses 1. Disposisi
pencairan dana akan terlambat 2. Disimpan sebagai dafa elektronik dan manual




PROSEDUR Penerbitan SPP-GU Nihil Atas UP

Na. Keglatan Pejabat Bendahara
Kadis/PA Staf Penatausahaan | Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Pengeluaran
- SPPD 1Jam Dokumen SPP
- DPA/DPPA GU nikll atas UP
== D - Surat
Bendahara membuat SPP GU nihil Prigasaban
! atas UP Belanja
5 - 55PB dan Bukll
alas dan UP
- S5PPD 20 rmanit Dokumen SPP
- DPAIDPPA U pibll atas UP
— - Surat
Mermverifikasi Dokumen SPP GU PasgasaT
2 Belanja
Mihil atas UP - SSPB dan Bukt
atas dan UP
|
Dokumen SPP GU| 5 menit Dokumen SPP
Dokumen SPP GU Nihil atas UP
|
Dokumen SPP G| 15 menit SP2D
Dokumen SPP GU Nihii atas UP di nikil atas UP
4 |verifikasl oleh Stafl BUD untuk —
diterbitkan SP2D
5 [Menandatangani SP2D SP2D 5 menil SP2D




L2 h oo B

B,
8.

10
1.

dangan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 lentang Kearsipan

Paraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah,

Peraturan Pemerintah Namor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RFJMD, dan RKFD.

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomar 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenkiatur Perericanaan Pembangunan dan Keuangan Dasrah.

Peraturan Menterd Dalam Negeri Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengeloiaan Keuangan Dasrah

Instruksi Menterl Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rensira Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Peraturan Dasrah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tala Ruang
Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 fentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,

Peraturan Daerah Kabupalen MNatuna MNomor § Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-202.

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029.

NOMORSOP | 33 /SOP-DISHUBN2026
TGL. PEMBUATAN . 05 Januari 2026
TGL. REVISI ;
TGL. EFEKTIF - 05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas,
ALLAZI S5E
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
NIP. 19670603 188303 1001
DINAS PERHUBUNGAN MAMA SOP : PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS [RENSTRA)
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
. 1. Mampu menganalisa pokok isi surat dangan baik dan benar
i Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | o yemiii kemampuan mengidentiikas dan analisis terkait persoalan yang ada
: . ; 3. Memahami peraturan perundang-undanigan yang terkalt dengan Penyusunan RENSTRA
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah terakhir i rubah | 4 o kemampuan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan OPD untuk periode 5

tahun kedepan
Memiliki kemampuan memahami tugas pokok unit Es 11, Il dan [V
Memillkl kemampuan terkalt mekanisme pembugtan laporan

oo




KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1, SOP Surat Masuk 1. Stempel DISHUB Kabupaten Natuna
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2. Meja, Kursi, Komputer, Infernet,  ATK, Kalkuiator, mesin fataCopy
3. SOP Penyusunan Rencana Sefrategis (Renstra) 3. Lembar kerja dan rencana kerja
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

i) akan dijadikan sebagal pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 1. Disposisl
fungsi DINAS PERHUBUNGAN Kab. Natuna 2. Disimpan sebagal pendukung dokumen perencanaan kainnya




PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pelaksana Mutu baku
No. Keglatan Kasubbag Keterangan
Sekratarls | Perancanaan dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Berdasarkan RPJMD Kahupaten ) . : ) SOP alur surat
1. |Natuna Kadis Menugaskan Sekretaris Dispasinl 5 menit Dispoist masuk dan
. Surat Sural
menyusun Renstra Dinas surat keluar
Memerintahkan Kasubbag i . Format
2. |Perencanaan dan Pelaporan menyusun Fom;é;usngsiunan 5 menil | penyusunan
Reanstra Dinas RENSTRA
S0P
Menyusun draf Renstra Dinas Pengumpulkan Penyusunan
3. |berdasarkan RPJMD Kabupaten Data penyusunan | 3 bulan Draf Indikator
Matuna Draft RENSTRA Kinerja Utama
i (IKU)
Mengetik Draf Renstra yang diserahkan Draft penyusunan .
4. |kasubag Perencanaan dan Keuangan |_' 5 RENSTRA Shard. | Drat Resratra
Draf Renstra Dinas disesualkan dengan Draft panyusunan F'anfu‘:;znan
5 g:!ta RP{MD dan diajukan ke RENSTRA 3 han |Draf Renstra Rencana Kerja
kretaris )
{Renja)
Dokumen Draf
Membaca dan mengecek Draf Renstra /K .
8 |~ . panyusunan 2 hari Dokurren
Ginas diteruskan ke Sekrataris v RENSTRA Mol
7 Membaca draf renstra dan @ Konsep pengantar | 2 hari Surat

menandatangani Renstra Dinas

Pengantar




2. Undang-Undang Nomar 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terakhir dl rubah dengan
Undang-Undang Nomar DB Tahun 2023 tentang Kearsipan
3, Peraturan Pemerintah Nomar 72 Tahun 2019 tentang Parangkat Daerah.
4, Paraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Neger| Nomer 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Paraturan
Daerah tentany RPJPD dan RPJMD, sefta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIMD, dan
RKPL.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
T, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dasrah
8. Instruksi Menter| Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tenfang Pedoman Penyusunan RPIMD
dan Renstra Perangkal Daarah Tahun 2025-2029
8, Peraturan Dagrah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang
Witayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041
10, Peratutan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
| Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045,
11, Peraturan Daerah Kabupaten Matuna Momor B Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026-202.
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkal
Daerah Tahun 2025-2029.

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan

| NOMOR SOP 39 /SOPDISHUB/2026
TGL. PEMBUATAN 05 Januari 2026
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 05 Januar 2028
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA ALLAZI SE
INAS PERHUBUNGAN NIP. 19670803 1893031 001
iy S5 NAMA SOP PROSEDUR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
. 1. Mampu menganalisa pokok isi surat dengan balk dan benar
1. Un'mdm Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguman 2 Memiliki ouan mengidentifivasi dan analisis terkait persaalan yang ada
' 3
4,




PERALATANPERLENGKAPAN:

1. SOP Surat Masuk 1. Stempel DISHUB Kabupaten Natuna
2. SOP Penyusunan Rencana Selrategis (Renstra) 2. Meia, Kursi, Komputer, ATK, Kalkulator, mesin fotocopy
3, S0P Panyusunan Rencana Kerja {Ranja)
PERINGATAN; PENCATATAN DAN PENDATAAN:
IKL akan dijadikan sebagal pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 1. Disposisi

fungs| DISHUB Kab. Natuna




PROSEDUR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keaibbet Keterangan
Kad Sekretaris S Staf Kelengka Waktu | Output
is retari B icaTaaR lengkapan u
dan Keuangan
Memerintahkan penyusunan . = . | Disposisl
1 |indikator Kinerja Utama - Disposisi Surat | 10 menit} g5y
Membuat format pengumpulan
data dan informasi Indikator
2. |Kinerja Utama dari masing- ? Fg:;ﬂ;ﬁ:ﬁ;r 2 Jam |Format IKU
masing bidang dan sekretariat f
Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi .
3 |Indikator Kinerja Utama kepada —— Fg:;".‘;ﬁ:‘::’ 1 Jam Usutl::fllﬂu
masing-masing bidang dan 4
sekretariat
Mengundang Kadis dan Pejabat
Eselon Ill untuk rapat .. | Undangan
o pembahasan Indikator Kinerja Undangan Rapat) 30 Men! Rapat
Utama
Melaksanakan Rapat Y : SOP
5. |pembahasan Indikator Kinerja NI lz:;:ﬁ:::; 2 Jam | Draf IKU | Pelaksanaan
Utama ! Rapat
Menghimpun format data dan
. SR i < > ; S0P
6 informasi Ipdlkatlnr Klnar_]a Qraf inmkamr 3 Jam | DrafIKU | Pelaksanaan
Utama dari masing-masing Kinerja Utama Rapat
bidang dan sekretariat P




Menganalisis data dan informasi

Draf Indikator

7. |Indikator Kinerja Utama yang hEg 4 Hari | Draf IKU
telah terkumpul Kinerja Utama
Membuat Konsep Indikator
& lea i
Kinerja Utama
Mengoreksi Konsep Dokumen £> Dokumen TR
9- |indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja| 1 hari KU
Utama
Menyampaikan Dokumen
10 Indikator Kinerja Utama kepada In diE::uurn::er'a e Dokumen
" |Kadis untuk memintakan ) IKU
g Utama
persetujuan
Penandatanganan dokumen
Indikator Kinerja Utama oleh
11. |Kadis kemudian diteruskan ke é‘ KEEEL?IL;?{ 10 Menit Peﬁu:‘:tar
Kasubbag Perecanaan dan g g
Keuangan
Membuat surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran Dokumen Eabiien
12. |surat, kemudian diserahakan ke Indikator Kinerja | 15 Menit KU
staf untuk dikirimkan ke alamat Utama
yang dituju
Mengantar surat, Menggandakan d) Dokumen Dikurrien
13. |dan mengarsipkan Dokumen Indikator Kinerja| 1 Jam KU
Indikator Kinerja Utama Utama




NOMOR SOP 58 /SOP-DISHUB/1/2026
Tanggal Pembuatan | 05 Januari 2026
Tanggal Revisi {I‘.ﬁirﬁau
Kembali)
Tanggal Efektif 05 Januari 2026
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN ALLAZIS.E
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN NIP. 19670803 199303 1 001
: Nama SOP TAGIHAN JASA TAMBAT
LABUH KAPAL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permenhub No. 21 Tahun 2007 Tentang Prosedur |« Memahami aturan yang berkaitan dengan manajemen
Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang Pada kepelabuhanan
Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh UPT Kantor | « Memiliki aturan yang berkaitan dengan bongkar muat
Pelabuhan barang
2. PM perhubungan No 10 Tahun 2016 Tentang Tarif | = Memiliki kemampuan perhitungan angka
Angkutan Barang di Laut « Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer

3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun




PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadministrasi
NO KEGIATAN Jurn Kabid 0 Keterangan
UL Pungut Kasi Laut Kelenghnpan Waktu utput
Menerima surat pemberituhuan keberungkatan kapal Yo,

y | dari agen kapal, memeriksa kelengkapan berkas dan pumberinimiascan | S Meuit Kelengkapan
meneruskan sural pemberitahuan  keberangkatan manifest barang Berkas
kapal kepada atasan (Kasi Kepelabuhanan)

Tidak
Kasi Kepelabuhunan melakukan penilikian techadap -

5 | kelengkapan  berkas dan  membuat  disposisi Kelengkapan 10 Menit Disposisi

= | penerbitan tagihan jasa tambat di Pelabuban untuk | Dokumen Berkas
diterbitkan surat tagihan &

Mengetik  surat  tagihan  jasa  lambat  sertd : Musifist . Kwitansi

3 | menyerahkan kepada atasan yang berwenang untuk honekar / muar | 10 Menit txgihan
ditandangam

7 _ Kwitansi

4 | Menandatang) surat tagihan jasa tambat labuh kapal T%IJM" 5 Menti Imn:: iy
Menerina tagihan jasa tambat labuh, dan juru pungut Manifest . Kwitansi

§ | melakukan  pemunguian  restribusi tagihan  jasa YO 5 Menit tagilan
tambat kepada pihak Agen kapal,

g | Petugas mcla!{ukn_n _ pendokumentasian f Kelengkapan & Menit Assip
mengarsipkan kwitansi tagihan jasa tambat labuh berkas

Tom} wakty 40 Menit




2013 tentang retribusi daerah

4. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Penyusunan
SOP Administrasi Negara

5. UU nomor 52 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna

Keterkaitan _ Peralatan/Perlengkapan
« SOP Pengawasa Bongkar Muat » Komputer / Laptop
e SOP Pengurusan lzin Bongkar Muat » Printer
« Lembaran Kerja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Tagihan jasa tambat kapal terlambat dibuat » Arsip Secara manual

maka clerance kapal juga akan tertunda
2. Apabila Tgaihan jasa tambat kapal tidak dibuat maka
akan mengurangi penerimaa daerah dari retribusi.




a. Data Kegiatan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

1. Judul SOP

Penerbitan Tagihan Jasa Tambat Labuh Kapal

2. Jenis Kegiatan

Rutin

3.Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Dinas perhubungan

b. Pelaksanaan

Kegiatan | KasiPrasarana

|4, Scope (Ruang Lingkup) Dishub Kab. Natuna

b. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan | Penerbitan Tagihan Jasa Tambat Kapal

Langkah Awal | Petugas melakukan verifikasi berkas yang diterima dari pihak
agen -

Langkah Utama | Kasi mengeluarkan rekomendasi penerbitan tagihan jasa tambat
labuh kapal dan memerintahkan petugas untuk membuat tagihan
jasa tambat labuh kapal, ]

Langkah Akhir | Petugas mengeluarkan tagihan jasa tambat labuh kapal.

c. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

1

1. Petugas menerima surat pemberitahuan Rabaranghztanl
kapal dari Agen kapal

2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan
surat pembaritahuan keberangkatan kapal kepada atasan
Kasi Kepelabuhanan

| Lang!-:ﬂl"l_l..!ta_ma
|

3. Kasi Prasarsna melakukan pengecekan terhadap
kelengkapan berkas dan membuat rekomendasi
penerbitan tagihan jasa tambat labuh kapal,

4. Kasi memerintahkan petugas untuk segera membual
tagihan jasa tambal labuh kapal

5. Petugas mengeluarkan tagihan jasa tambat labuh kapal
dan menyerahkan kepada kepala seksi untuk setujul.

Langkah Akhir

6. Petugas menyerahkan tagihan kepada agen kapal

7. Petugas melakukan pengdokumentasian {arsip)




NOMOR S0P

59 /SOP-DISHUB/I/2026

Enggai Pembuatan

05 Januari 2026

Tanggal Revisi (Ditinjau
Kembali)

Tanggal Efektif

05 Januari Zdée_s

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
| BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN ALLAZI,S.E
| NIP. 19670803 199303 1 001
Nama SOP PENGURUSAN IZIN

BONGKAR / MUAT BARANG
DI PELABUHAN

I.'.'la'sar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana




1.

UU nomor 52 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Kaupaten Natuna

Peraturan Menteri Perhubungan No 60 tahun 2014
tantang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar
muat barang dari dan ke kapal

Permenhub No. 21 Tahun 2007 Sisdur Pelayanan Kapal,
barang dan Penumpang.

Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Penyusunan
SOP Administrasi Negara

« Memahami aturan yang berkaitan dengan kepelabuhanan

« Memehami Sisdur pelayanan kapal, barang dan penumpang
di pelabuhan

« Memiliki kewenangan dalam memproses penerbitan surat
izin bongkar muat

« Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer

| Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

= SOP Pengawasan Bongkar Muat

'« SOP Tagiha Jasa Tambat

« Komputer / Laptop
e Printer
« Lembaran Kerja

| Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

Apabila izin bongkar muat barang terlambat di
keluarkan, maka pelaksanaan aktifitas bongkar muat
akan tertunda.

« Arsip Secara manual




S0OF:

PENGURUSAN SURAT IZIN BONGKAR / MUAT BARANG DIPELABUHAN

Menerima  surmt  Pemberitnhuan Kedatangan  /
Keberangkatan Kapul (PKK) dari agen kapal, dan
memeriksa  kelengkopan berkas Untuk  diteruskan
kepada stasan yang berwenang.

Melakukan penilikan terhadap kelengkapan berkas dan
membuat disposisi persetujusn kegiatan bongkar / mat
barang di Pelabuhan

Membiat surat jzin bongkar | muoat barang dan
menyerahkan kepads atasan vang berwenang uniuk
ditandangani

Pejabat berwenang menandatangani surat izin bongkar
/ mumt barung

Menyershkan  surst  izin bongkar  kepada  pihak
pemahon serta melakukan pendokumentasian dengan
mengarsipkan sural tan bongkar

barang / .. | Kelengkapan
Dokumen | > Memit Berkns
niatam kapal
Dokumen : Disposisi
muatan kapal S Berkas
Surat izin
Dokumen .
10 Menit ba
muatan kapal I,ﬁ:t
Surat 1zin Surat izin
hongkar / 5 Menit bongka
muat ‘mual
Kelengkupan . :
Bk 5 Menit Arsip
Total wakiu 3 Menn




b.

c.

[1.Judul SOP

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Data Keglatan

Surat Izin Bongkar Barang di Pelabuhan

2.Jenis Kegiatan

Rutin

3.Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Dinas perhubungan

b. Pelaksanaan Kegiatan | Kasi Prasarana

4.Scope (Ruang Lingkup)

Dishub Kab. Natuna

Identifikasi Kegiatan

| Judul Kegiatan | Surat Izin Bongkar Barang

agen

Langkah Awal Petugas melakukan verifikasi berkas yang diterima dari pihak

Langkah Utama | Kasi

memerintahkan petugas untuk membuat surat izin bongkar
barang.

mengeluarkan rekomendasi surat izin bongkar dan

Langkah Akhir | Petugas menerbitkan izin bongkar barang.

Identifikasi Langkah

| Langkah Awal 1. Petugas menerima surat pemberitahuan kedatangan
kapal dari Agen Kapal
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan
surat pemberitahuan kedatangan kapal kepada atasan
Kasi Kepelabuhanan |
| 3. Kasi Prasarana melakukan pengecekan terhadap
kelengkapan berkas dan membuatl disposisi penerbitan
| surat izin bongkar barang.
Langkah Utama 4. Kasi memerintahkan petugas untuk segera membuat surat

izin bongkar barang.

Petugas meneribitkan surat izin bongkar barang dan
menyerahkan kepada kepala seksi untuk disetujui.

Langkah Akhir 6.

Petugas menyerahkan surat izin bongkar barang kepada
agen

Petugas melakukan pengdokumentasian (arsip)




NOMOR SOP 60 /SOP-DISHUB/1/2026

_Tang_gal Pembuatan 05 Januari 2026
Tanggal Revisi (Ditinjau |

| Kembali)
Tanggal Efektif 05 Januari 2026

| Disahkan Oleh

| KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBUNGAN
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN ALLAZIS.E
NIP. 19670803 199303 1 001
Nama SOP PENGAWASAN AKTIFITAS

BONGKAR MUAT

Das-ar_HuI:um

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Menteri Perhubungan No 60 tahun 2014
tantang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar
muat barang dari dan ke kapal

Permenhub No. 21 Tahun 2007 Tentang Prosedur
Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang Pada
Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh UPT Kantor
Pelabuhan

3. Permenhub No.51 Tahun 2015 tentan penyelenggaraan

o Memahami aturan_;ang berkaitan dengan pelayaran dan
perkapalan

« Memahami aturan yang berkaitan bongkar muat barang di
pelabuhan

+ Memiliki kemampuan dalam komunikasi dengan pengguna
pelabuhan dan kapal




PELAKSANA ML
Pengawas N
NO. KEGIATAN . a:uha” Pengelolah ‘ Koordinator | Kepala | o | apan
data = lapangan Seksi
Bngkar Muat

1 Melakukan pengarahan pelaksanaan - Jurnal /
pengawasan bongkar muat laporan
Melaksanakan pengawasan kerja dan b
kelengkapan kerja TKBM, monitoring,
mencatat jumlah kapal keluar masuk /

5 |Penumpang yang turu naik di pelabuhan, tupoksi /
menjaga ketertiban dan kelancaran Jobdes
aktifitas dipelabuban, serta membuat
jurnal  dan laporan bulanan aktifitas
bongkar muat
Menerima laporan harian / bulanan dari

3 petugas pengawas bongkar muat dari - i taioren
setiap wilayah / kecamatan. Dan
melaporkan kepada Kepala Seksi |
Menerima laporan dari koordinator
lapangan untuk di telaah dan setelah di - Bitiias

4 |telaah kemudian dierintahkan kepada .

korlap  untuk  merekapitulasi  dan
mengarsipkan.




Merekapitulasi data laporan yang masuk

5 | berdasarkan pengelompokkan yang telah - Laporan

ditentukan




b.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Data Kegiatan

1.Judul SOP

Pengawasan Aktifitas Bongkar Muat

2_Jenis Kegiatan

Rutin

3.Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Dinas perhubungan

Identifikasi Kegiatan

b. Pelaksanaan Kegiatan | Kasi Prasarana

4.Scope (Ruang Lingkup) Dishub Kab. Natuna

" Judul Kegiatan | Pengawasan akiifitas bongkar muat

Langkah Awal Kasi melakukan breafing dengan petugas sebelum melakukan

pengawasan

Langkah Utama | Petugas melaksanakan pengawasan keamanan, ketertiban dan
kelancaran akfifitas bongkar muat di dermaga.

Langkah Akhir | Laporan j;.lmal harian aktifitas bongkar muat

Identifikasi Langkah

Langkah Awal

. Kasi Melakukan breafing dengan petugas sebelum

melakukan pengawasan lapangan

. Kasi memerintahkan kepada pengawas pelabuhan untuk

melakukan pengawas aktifitas bongkar muat barang.

Langkah Utama

. Petugas pengawas pelabuhan melaksanakan

pengawasan, kelancaran, dan keamanan bongkar muat
barang serta mencatat aktifitas bongkar muat ke dalam
jurnal kepelabuhanan

|

. Petugas pelabuhan menyerahkan hasil kegiatan'

pengawasan kepada Kasi Kepelabuhanan

5. Kasi Prasarana menerima laporan hasil kegiatan

Langkah Akhir

Petugas pengolah data melakukan pengdokumentasian
untuk dijadikan arsip.




NOMOR 50P

61 /SOP-DISHUB/I/2026

Tanggal Pembuatan

05 Januari 2026

Tanggal Revisi (Ditinjau
Kembali)

Tanggal Efektif | 05 Januari 2026
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA P :T“h
gl
l,l;‘-:-_l.f,.r' I;I:_,._a.——
DINAS PERHUBUNGAN i @%w{.‘
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN A T
\1\.\ 4\{_5 3
\5‘_ ) ‘é
= R | - N
Nama SOP INFORMASI RUNNING TEXT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kaupaten |« Memahami aturan yang berkaitan dengan IT

Natuna

UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tas
Undang-undang No. 11 Thun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

. Permendagri No, 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi

e Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan computer dan

Aplikasi Running Text




Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah

4, Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP

Administrasi Negara

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
o SOP Kearsipan « Komputer/ Laptop

+« Hand Phone

« Printer

+ Lembaran Kerja

Peringatan

Apabila informasi yang di sampaikan terlambat maka, informasi

tersebut menjadi kadaluwarsa

Pencatatan dan Pendataan

« Laporan Tahunan

PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Kepala Kepal Kepala Keterangan
Adniinistrator Operator Seksi Bidang Dinas Kelengkapan | Waktu Output
- Jumal /- 55 Mt
laporan
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Data Kegiatan

1.Judul SOP

Infarmasi Running Text

2.Jenis Kegiatan

Rutin

' 3.Penanggung Jawab

a. Produk

Kepala Dinas Perhubungan

b. Pelaksanaan Kegiatan | Kasi Pengembangan

4 Scope (Ruang Lingkup)

Dishub Kab. Natuna

Identifikasi Kegiatan

| Judul Kegiatan | Informasi Running Text

Langkah Awal Petugas melakukan verifikasi berkas yang diterima dari pihak
pemachon

Tangkar_i Utama | Kasi mengeluarkan rekomendasi dan_memarintahk.an petugas
untuk menginformasikan pada Running Text

Langkah Akhir Petugas melaksanakan informasi pada Running Text

Identifikasi Langkah

Langkah Awal | 1.

Petugas menerima surat permintaan pemberitaan dari
instansi/ masyarakat

Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan
surat pemberitahuan kepada alasan

| Langkah Utama 3.

Kasi Pengembangan melakukan pengecekan terhadap
kelengkapan berkas dan membuat disposisi kepada
operator

. Kasi memerintahkan petugas/ operator untuk segera

menyiarkan informasi yang dimaksud

Petugas/ operator menerbitkan dan menyerahkan kepada
Kepala Seksi untuk disetujui informasi pada Running Text

Langkah Akhir | 6.

Petugas/ operator melakukan pengdokumentasian (arsip)




Nomorsor TOSOr DISHUE 2025

Tgi Pambuatan 05 Januan 2026

Tgi Revmi

ﬁ'ﬁm U5 Januan 2006

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAGUPATEN NATUNA

LAZI, SE.
10670803 105303 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA Mama S0P Masuk Penumpang/Kendaraan di Pelabuhan/Dermaga/Terminal
DINAS PERHUBUNGAN
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
[Tiasar HUkum Ruallikas, Delakaans

1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Momor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentulan dan
Susunan Perangkal Dearah;

2. Paraluran Dasrah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Alas
Peraluran Daerah Nomaor 8 Tahun 2018 TentangPenyelsnggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jatan,

3. Peraturan Dasrah Kabupaten Nalura Nomar 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Deerah dan
Rebibusi Daensh;

4, Peraturan Bupali Natuna Momor 2 Tabun 2022 tentang Susunan Drganisasl. Tugas dan Fungsi
Serta Tats Keda Dinas Perangka! Dasrah,

5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tehun 2024 tentang Tata Care Pemungutan Retrbual
Dizsarah,

1. Memilikl Pengetahuan Tugasdan Fungsi Kepelabuhanan
2 Memahaml Retribusi Kepalabuhanan
3. Seksi Anghutan

Paniasan Smgkal

Peralaian Parengeagan

Pembiatz S0P Inl mengalur langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaksana dalam mamingil

karcis masuk penumpang/kendraaan di petsbuhan/dermagafterminal dan pengawasan oleh Bidang
Lalu Lintas dan Angiutan,

1. -Alat Tulis Kantaor
2 Kamis Masuk Penumgang/ Mendaraan
3. Komputer

Peringatan

Pencatatan dasn Pandataan

1. Palakzana batfanggung jawab alas pelakdanaan akivitas yang tetah dibakukan dan
ditetapkan;

2. Seqala benluk penylmpangan atas muly baku Erkail perlengkapan, wakil maupun oulpul
diatagorikan aabagai beniuk kegagatan yang harus dipertanggungjawabhan oleh palaksana;

3. 50P tidak dilaksanakan mengakibatian hiangnya polens Pendapatan Daerah.

1 Buku Penyetoran Retribus
2 Buku Laparan Kepelabuhanan




Pelaksana Tt Baku
URAIAN PROSEDUR Kepala Kas| Angkutan | Bendaha Patugas | Waijib Waktu o Kat
Bidang Lalu ra Pelabuha | Retribus Kelenglay
Lintes dan Penarim n i
Anghutsn ]
- W * d L] > e LIL
Menginstruksian petugas pelabuban uniuk Perirtah
mengarshkan penumpand/kendarean berhenti (m} - L Rl
pada pos masuk palabuhanidermaganteminal
Palugas menyerahkan karcs kapada mgnpmgmﬂ
penumpangkendrasn wajib refribusl sesual Karcis 1 menft] palsh han/dery
dengan fenis kendarsan serta jumish agalterminal
penumpang dan menenma wang retribusl
Patugas membuka palang pinty masuk Palang Pintu
pelabuhan kemudian mengarahkan 5 menit| Palang Pintu
penumpangkandraan unluk parkic ditemon -+ Terbuka
yang tersedia
Bisku toran retibusiBuk |.aporan dar
Mencatat jumlzh penumpang/kendaraan dan Q mmmn 18 | remibus r
jumlah ratribusl yang diteiima il tarcatat
Buku foran retbusiBuku Laporan hasian
Merakap laporan harian penumpang/kandarasn I:l pﬁ":'ﬁumn 25  [retnbusi tercatal
dan retribusl yang diterima; L L| menit
Menyerahkan faporan haman serln uang
refribusi berkut  bongkal dengan karcls
refribusl  masuk  penumpangkendaraan Banggal releibus Bulky penysiotan Buldi setoran
kepada Bandahars Peneima dan diketahul —— retribipsl, buki laporan .1 laparan
Kepala Sexsi Angkutan PelabuhanDermagaTeminal | ™ 22|  haian
Menyetar ke kas daarah Bukli setoran laporan haran “:zﬁ [isposisl
rabil
Membust rekan bulanan data angkutan dan Buku pemyetoran retibusiBuku
rekonsilias PAD Laporan 1jam m"’“mm
aanamniapcdmnhumKapalaEngLdu "
Ll'llﬂl &EH hngkitan
iz wﬂgﬁ.’ud PAD 1iam Ciaposesi
SELESAI




Nomar SOP £3750P-DISHUB) 2026
Tl PFembuatan T ] SN
Tl Revisi
Tt Efekdtf b Jasuart Hidt
Disahlan alek KEFALA DINAS PERHUBUMNGAN (CATILPATEN
WATUNA
L]
PEMERINTAH ¥ABUPATEN NATUNA
DiMNAS PERHLUIBLINGAN ALLAT, 3£
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 15670805 195503 L 001
Mama S0P Penarbitan Rekamendss] izin Trayek
Drasar Hukim tualiﬁ:as Petaksana

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lol Lintas dan Angkutan Jaian,

2, Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2014 Anghutan lelan.

3. Peraturan Menter] Perhubungan Momor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran
Angxutan Qrang di Jalan dengan Kendarzan Umurn Dalam Trayek

4, Pératuran Menter| Perhubungan Momor PM 16 Tahun 201% Tentanyg Perubiahan Atas
Peraruran Menter) Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Anghutan Orarig dl Jalan Tidak Dalam Trayek

% Peraturan Menter| Perhubungan Momar P &0 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermatordi fzlan,

1. Mampu mengoperasikan kamputer

2, Mermpu memerikaa persyaratan barkas pemahon

3, Mengetahul Tugas dari Fungsi Prosedur Pelayanan

4, Memiiikl pengetahuan terkalt persturan perundang undangan dasar hukum SOP il

Penjelasan Singkat Peralatan/Perlenglapan
S0P Rehomendas) Tanda Moo Kendaraan Bermatar {Kuning/Putin] 1 Alst Tulks Kartar
S0OF Pengujian Berkala Kendaraan Bermator 1. Kompuler

S0F Verifikas| Pemenuhan Persyaratan Derusaha Berbasks Resto Sektor Trarsportash yang Menjad| | 3, Printer

Kewenangan Kabupsten

Pefingatan Pancatatan dan Pendataan
1 Pelaksana bartanggung jawabatas pelakeanaan aktivitas yang telah dibekukan din Berkas permohanan dan arsp perizinan
ditetapkan;

2 Segala bentuk peryimpangan atas muby baky terkat perlonghepan, walkiu maupun outpat
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus diperianggungjawabkan oleh pelaksana;
3. S0P tidak ditalsanakan mengakibatkan hilangnys potens) Pendagatan Daerah,




Prlaksara WUt Baku
URALAN PROSEDUR PEMOHDN STAF KEPALA KEPALS KEPALA Kelerigh o \Wakti Output Katerangan
ADMIN DA% BIDANG SEKSI
r =¥ £ = - =1 - 4 I ]

Mengajukan permohonan pelayansn penerbitan Berkas Permohoran 10 menit | Berkias Terverifiasd

rekomendasl (g treyek  beserts  dokumen ( }

periyaratan kepada kepals Dinas Perkibingan.

Maperima herkan permohonan dan Bedkas Verifikasl 10 menlt | Lembar Digposts)

miemventikasl persyaratan yang harus dilengkapl

sleh pemohon, Apabils persyaratan  belum

lengkap, berkas dapat dikembalikan kepada

pemahon untuk dllengiapl

Manerima  berkos  persyaratan | permohonan Berkss Permohbonan 10 menit Dnsposi

penerbitan  rekomendaosi  kzin Trayek dan

misndispaslibkan kepads kepals bidang

Manerima dispasisl darl kepals dinas  dap Borkis PErmaionan 10 mEnit Disposis!

meneruskan  kepada Kepala  Soksi  untuk

pemeriksaan leblh lanjut.

Memerikss  belengkapan  administrasl  dan Berkas Permohonan 10 manit Drafy Sarar

kesosuslan persyarstan permehonan penerbitan

rekomendasi izin travek, selanjutoya membuat

dan mengorahkan kepada stal admiln  agar

mengetle draft Surat Penerbitan  Rekomendas

Izin Travek,

Menerima kemball kelenghapan adminjstrasl dan Draft Surak 30 menit Deraft Surat

parsyaratan permohonan penachbitan

rekomendasi izin trayek dan mengetik Draft Serat l = Kamputer/printer

Penarbitan Reliomendasi itn Trayek, selanjutnya

mienyampaikan kepada kepala seksi

Mengajukan Draft Surat Penerbitan Rekomendas| l—‘hl Draft Surat Persetujuan | 30menit | Sural Persetujuan

Itin Trayek kepada kepata bidang dan kepala O"-I I‘ Rekomendas izin Trayek Aehomendas! izin

dings untuk diperlisa, diparafl dan ditandatangani Trayek

Mambsarlkan penamoran dan mengarsiphan Surat _é Surat Persetujuan 10 menit | Surat Parseiujuan

Panerbitan Rehaomendasd (2in Trayék Rekomendasi lzin Trayek Aekomendasl lzin
Trayek

Mesenma Surat Pererbitan Rekomendas! lzin Surat Persety juan 5 manit Selesal

Trivek Aexomendas) Lrin Trayek




MNome S0P BAOP. D LB 026
Tl Pembniatan ¥F . Famiari 2000
Tl Rewisi
Tql Efektil 1% duzmeri M1
Disahkan alsh KEPALA PERHUBLINGAN KARUPATEN
NATUNA
1SETOR0E 1599303 1 001
Mama S0P Pengaduan Gangguan Penyedisan Penarangsn Jalan Umum, Alat Pemberi isyarat Lalu
PEMERINT AH KABUPATEN NATUNA
Lintas dan Rambu Lalu Lintas
DiMAS PERHUBLING AN
BIDANG LALL LINTAS DAN ANGEUTAN
Diasar Hukum Wuallflkas) Perahsans
1. Undang-Undang Nomor 22 Taliun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan falan 1. Memilik Pengetahuan Kelnrian
i, Undang-Undang Nomaor 38 Tahun 2004 tentang laian 2. Memahami Prosedur Pemeliharaan Perlengicapan lalan
A, peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahin 2011 tentang Manajemen dan Reksyasa, Anallis 3. S=ksl Lalu Lintas

Campak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

4, Peraturan Pemerintah Momor 37 Tahun 2007 tentang Kesslamatan Lalu Lintas dan
Angkutan falan

5. Paraturan Menterl Parhubungan PM Nomor 13 Tahun 2014 tentang Aambu - Ramby Lald
Lintas

6. Peraturan Mentarl Perhublngan PM Namor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendafl dan
Fengaman Pepgruna lalan

7. Peraturan Menter Perhubungin BM Nomor 49 Tahin 2014 tentang Alat Pembari lyarst
Lalu Lintas

8. Peraturan Deerah Kabupaten Natuna Namor & Tahun 2023 Tentang Perubahan Ates Peraturan
Dasrah Nomor 9 Tahun 2019 TentangPenyelenggaman Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9, Perasturan Bupat] Natuna Nomor 2 Tahun 2022 1entang susunan Organisasi; Tugas dan Fungs|
Serta Tata Merja Dinas Perangkat Davrah;

Penielasan Singkst P&mhunﬁerh’rﬁm
Pembuatan S0P ini mengatur langkati-langkah yang ditakukan aleh pelaksana dalam 1, Tanggs
melaksanakan pengadusn gangginn penyediaan pengrangan [alan umum, slat isyarat falulintas [ 2. Mobil Pic Up
dan rambu lalau lintas dan pengawasan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, 3, Komputer
&, Trafc Cohe
Puringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pelakzana bertanggung jawal atas pelaksanaan akthitas yang telah dibakukan dan 1 Formulir Pengadusn Ganggusn
ditetapkan; 2. Buky Laporan Harian dan Bulanan

2. Segala bentuk pesyimpangan atas miuty baku terkalt perlengkapan, wakis maupun output
dikstegorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipartanggungjawabkan oleh pelaksana;
3. 500 tidak dilskeanakan mengakibatkan hilangnya potens) Pendapatan Daerah,




Mirtal Bahas
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Momar SOP [ -CISHUG 2006
Tgl Pembustan 08 faspmly J02A
Tigh Rewis|
Tl Efoktil 18 Faruart H76
Disahkan oleh KEFALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
MATUMA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERHUBLINGAN - %
BIDANG LALLY LINTAS DAN ANGKUTAN 196T0ENS 199303 1 001
Nams 508 Pengawassn Penyelenggarman Anghutan Umum dan Angkutan Peryeberingan

Danar Hikurn

-
Kualifikasl Pelahsana

1. Undang-Undang Namar 22 Tahun 2009 tentang Lali Lintas dan Anglutan falan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 teptang Pelayeran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggarsan Bidang Lalu
Lintas dan Anghutan jalan,

& Peraturan Pemedntah Momor 31 Tahun 2021 tentang Panyalenggarasan Bidang
Pelayaran.

& Peraturan Menter Perhubungan Namor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggarann
Bidang Anghutan lalan,

& Peraturan Menterd Perhubungasn Nemer PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelanggaran
Anghutan Penyeberangan sebegaimana teizh divbah depgan PM 35 Tahun 2019 dan
PM BD Tahun 2021,

7. Peraturan Dzerah Kablpaten Natuna Momar 16 Tahun 2021 tentang Pembantulkian
dian Susunan Perangkat Dasrah,

B Peraturan Daerah Kabupaten Natumas Nomar 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atihs
Peraturan Dasrah Nomaor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Anghutan Jalar,

8. Peraturan Bupatl Natuna Namer 2 Tabun 2022 tentang Susunan Organlsasl, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perangkat Daarah,

1. Memiliki pengetahisan tentang tugas dan fungsi lalu lintas dan anghutan serta angkutan penyeberangan,
2. Memaham] ketentuan penyelenggarann dan pangawasan angkutan umum dan zngsutan penyeberangen sesial kewenangan,
3, Memabiam| pemerikssan adminkstras|, eperasional pelayanan, kendaraan/pengemud), trayekflintasan dan aspek keselamatan

sedual kiwhnangan.

4. tampu metakukan pemeriksaan lapangan, dokumentasi, penyusunan berita acara/laporan dan koordimast tndak lanjut.

5. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi administras) dan peranghst dokumentasl
&, Telit], ohiektif, dizsipfin, berintegritas dan bertanggung jawob.

Penjelasan Snghat

Peralatan/Pesiengkapan

S0P inl mengatur peliksanaan pengawasan pemyelenggarasn anghutan umiam dan angkutan
partyeberangan secara terpadu, mulal dar perercanaan dan penugasan, pemeriksaan administrasi
dan operasional dl lapanasn, pencatatan temuan, penyusunan poran, reviu dan rekomendasi
tindak lanjul, sampal distribusl, pencatatan dan pengarsipan hasil pengawassn.

Alat Tulls Kantor,

Kempiiter/Laptop dan jaringan Internet

Surat tugas dan farmulir/checklist pengawasan.

Data trayek/lintasan, jadwal pelayanan dan dokumen penyelenggara

Data kendarsan/pengemodi dan dokumen pendubkung sesual objek pengawasar.

. Alat dokumentasi, alat komunikas! dan periengkapan keelamatan petugas sesuaj kebutuhan.

o s R

Paringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Petugas bertanggung jawab-atas pelalzanaan beghatan pengmwasan yang tefah ditetapkan,

2 Hasil pengawasan harus didukung buktl pemerlkssan dan dokumentas yang memasdal,

4. Termuan ketidaksesuajan/pelangearan dicatat dan ditindakian|uti sesual kewenangan serta
ketentuan yang berlaki.

& Dalam pengawazan angkutan penyeberangan, koordinasi dilakukan dengan instans terislt
sesuzl pembagian kewenangan,

1. REncara/program pengawasin,

2. Surat tugas pengawasan.

3, Checkiistflembar pemerikszan.

4, Berita acara/laporan has|l pengawasan,
5, Dokumentas| lapangan,

6. Register temuan dan tindak lanjat.

7




Pelahsana Rty Baku
URAIAN PROSEDUN PETUGAS/ KEPALA KEPALA KE.HLA Kelenghapen Wekiti Outpait Wermgiey
PENGAWAS SEKSI BIDANG DINAS
& T T ¥ L v | Lij
Menyusun rencama beglatan pehgawasan angkutan Pragram kerja, data 1 karl Rencana pengawsasan
urmum dan anghutan penyeberangan berdssarkin trayek/lintasan, jadwal
program kerja, jadwal kapal/Damri, data pelayanan, o pelayanan dan data
hasil evaluasi dan kebutuhen pengawasan sertd hasll gvaloas
membiat SESPT
MiEHErima rencana Kegisatzn pengawasan Repcana pengawisan 30 menit Surat tugas
angkutan umum dan angkutsan penyeberangan
berdasarkaan prograim keria, |adwal kapal/Damri,
data pelyaanan, hasil evaluasi dan kebituhan N -<>
pengswasan verta memparsf tandan tangan SP/SPT
petugas pengawasan sesuz) oblek, lokast dan jadwal
PEMERWIEAN
Melaksanakan pengawasan oi lapangan terhsdap Surat tugas, ehecklist, Sedual ladwal | Hakll pameridsazn Temian dan kandisl
penyelengoaraan engkutan umum dan/atau data pendukung, alat lapangan didokumenis,
angkutan penyeberangan, meliputl pemeriksaan diskuimentasi
dolumen, operasional pelayanan,
kendaraan/pengemudi glau sardans paiayanan,
traek/lintasan, arif dan aspek keselamatan sesual
kewenangan.
Muenyusun laporan hasil pengawasan, melamplirkan | 4 Checkllst, hasil 1 hari Laporarn hash -
chuckiist, dokumentasl danfatau berita acara pemetiksaan, peEngawasan
pemarisasn serta mengidentificasi temuan dan dokumentasi dan berita
kebutuhan tindak fwnjut. arara
Miemeriksa laporan hastl pengawasn dan c Laperan hasil 30 menit | Luporan diparaf Tidak sesual diperbaliin
memberikan paraf; apabila bolum sesual, pengawasan
dikembaliian kepada petugas untuk diperbaikl.
wiamerikan, memberikan pertimbangan terhadap Laporan hasi 30 menit Rekomendatl tindak lika memeriukan
hasil pergawssan dan memberikan parsf sa7ta PENEgaWASEN lanjut don diparaal keoordinasl, diteruskan
meEryuun/menetapkan rekomendasi tindok banjut kepada inatam terkait.
seaual kisweenamgan
Menandatangani laparan hasll pengawasan dan Laporan dan 30 menit Laporan; Seisl kewenangan,
rekomendas tindak lanjul sesuai kewenangan. rekomendasi rekomendas)
ditandstangani
Mendistribusikan hasil pengawasan kepada pihak Laporn, rekomendasi, 15 manit Arsip dan register Disampalkan kepada
terkail, mencatat tindak njut, menyjmpoan bkt panyampaian dan tindak lanjur Instansi/pihak terkadt
dokumentas) dan mengarsipkzn salinuh dokumen dokumentasi apabila diperiuksn




Nomor S0P &6/50P-DISHUE/ 2036
“T!LFMW @4 famunr; M
Tl Reviul
Tel Efebaif 115 Jumuari 2036
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERMUBLUNGAN
FATEN MATUNA
i, SE-
156 3 109500 1 ool
Mama S0P Permohonan Bantuan Pengaturan, Penjagsan dan Rekayasa Lalu Lintas
PEMERINTAH BUPATEN NATLINA
DINAS PERHUBUNGAN
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Drasar Hubwm

i
Kualifikast Felaksana

1 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

1. Peraturan Pemerintah Namor 32 Tahun 2001 tentang Manajemen dan Rekayvasa, Anallals Dampek,
serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Namor 37 Tahun 2017 tentang Keselamaton Lalu Lintas dan Anglutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan P Nemor 13 Tahun 2014 tentang Hamba - Rambay Lalu Lintas
Peraturan Manterl Perhubungan PR Nomor 111 Tahun 2015 tentang Batas Kecepatan

Peraturan Menterl Parhubungan PM Nomer 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PR 34 Tahun 2004 tentang Marka Jalan

Peraturan Mantes Parhubungan PM Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendal| dan Pengaman
Pengguna Jalan

G Peraturan Mentet) Perhubungan PM Nomior 49 Tahun 2014 tentang Alat Pember Isyarst Laiu Lintes

Bl

1. Memiliki Pengetahuan Tugis dan Fungs Lalu Lintas
2. Seksl Lalu Lintas

10 Perturan Daerah Kabupaton Natuna Nemor & Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraaturan
Daerah Nomor @ Tahun 2018 Tentang Penyelenggarasn Lalu Lintas dan Anghutan Jalan

Penjelasan Singkat Peralatan/Perlengkapan
Permbuatan S0P inl mengatur langkah-langhah yang difakukan oleh pelsksann dalapelaksanaan permohanan 1, Alat Tulls Kantor
bantuan pengaturan, penjagaan dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan eleh Bidany Lalu Lintas dan 2, Komputer
Anghulsn. 1. Trific Cone

4, Water Barser

5. Lampu Lal Lintas

&, Alat Komuniias (HT]

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pelakizna bertanggung [swab atas petaksanaan sktlvitas yang tefah dibakukan dan ditetaplkan;

2. Sagala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlenghapan, waktu maupun output dikategarikan
sebagal bentuk kegagalan yang harus dipertanggungiawabkan oleh pelaksana;

1. 50f tidak dilaksanakan mengakibatkan pelaksanzan pengaturan, penfagaan dan rekayasa lalu lintas tidak
berjalan maksimal.

1, Buku Regestras
1. Buku Laporan Bulanan
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PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS FERHUBUNGAN
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Momer S0° TS eI
Tl Pembuatan A b 334
Tl Revisl
Tgl Efektif O Bessair] 200
Diszhkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUINGAN KARLIFATTEM

MATUNA

SE
19670803 199303 1 00l
Nama S0P Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas |Andalalin)

Crasar Huklum

YeanTlkasl Feiaksana

1. Undang-Undang Nomor 22 Tatwin 2009 tentang Laks Lintas dan Angkutan laian

7. Peraturan Pemerintah Nemar 30 Tahun 2021 tenkang Penyelenggaraan Bldang Lalu Lintas dan
Angkutan alan.

3 Peraturan Menter Perhubungan Nomor P17 Tahun 2021 tentang Penyelenggarsazn
Analisls Dampak Lall Lintas

4, Peratusan Daersh Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dasrah.

% Peraturan Dherah Kabupaten Notuna Namer & Tabun 2023 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Dasrah Momor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggarann Lalu Lintas dan
Angkutan lalan

G Pératuran Bupati Natuna Nemor 2 Tahun 2022 tentsng Susanan OFganisas,, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perangkat Daerih.

1. Mamiikl Pergetatiush tugas dan fungsl laly lintas dan anghutan jalsm.

2 Mermahaml ketentuan dan prosedur Analisis Dampak Lafu Lintas.

3. Memahami administras pemertksaan dokumen dan pelayanan publik

4, Mampu mefakulan telzah teknis dan/atau koordina pemerkaaan lapangan.

Penjelasan Singkat Peralatan/Perlengkapan

Pambuatan S0P inl mengatur langkah-fangkah yang dilakukan oleh pelaksana dalam momerima, 1 Alat Tulls Kantor,

memetiksa, menelaah, metakukan verifikasi lepangan, menyusun hasll penilaian, dan 1 Komputer/Laptop.

menyampalian hasil pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas {Andalslin), serta pengawasan oleh | 3. lsringan Internet.

Bidang Lalu lintas dan Angkutan 4. Formulir/checklisy pemenksaan Andalaiin,
&, Dokumen rencana pembangunang pengembangn, site plan dan data lah lintas,
& Alat dokumentasl lspangan,

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pulaksana bertanggung jawab otay pelakssnaan akilvitas yang telah dibakukan dan Buku/Regiater Permohonan Andalsin,
ditatapkan; Checkilst pemerikataan dministras] dan teknis,

2. Segala bentuk peryimpangan atas mutu baku terkalt perlenglapan, wiakiy maupin ourput
dikategorikan sebagal bentul begagalan yang harss dipertanggungjawabkan oleh pelaksana;

3. Dokumen yarg belum lengkap/tidak sesual ketentuan wajlb dikernbalikan untuk dilengicpd
sebeslum proses dilsnjutkan

Barita scatia/hasil permerikiaan fapangan
Diakiumen hasl penilaimnrekomendasi Andalalin
Arsip tindak lan|ut pelaksanaan rekomendasi,

L B R




URAIAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS [ANDALALIN]

3 STAF | KEPALA | KEPALA | KEPALA | TIM
NO URAIAN PROSEDUR PEMODHON KELENGKAPAN WAKTU OuUTPUT KETERANGAN
ADMIN DINAS BIDANG SEKSI TEKNIS
Mengajukan permahonan
1 pelayanan Andalalin beserta Surar permahonan dan 10 rranit Herkas
dokumen persyaratin kepeda Dines dokufren persyaratan peErmoliondn
Ferhubungan,
| Menerima, mancatat dan
e e - el ey P
dokumen permahonan. i =
#denerima permohanan dan
3 mendisposizikan kepada Kepalz :;rmlﬁan lafnbar 5 monit [Hsposks
| Bidang Lalu Lintes dan Angkutan. o
Menatima disposis| dan Disoask|
4 menerukan kepada Kepala Seks| Berkas dan disposisl 10 menlt r:nrﬂhuan
unitik perneriksaan lebih lanjut. I pe
Memeriksa kelengkapan Hasil
5 adminiztras: dan kesesoaan G—— ‘thE!t" Andyleheane 1 Jam pamerlksaan
dokumen Andalalin. administrasi
Melnhukan teiagh taknis tarhadap
FancAnS RRgLAR, Dakunien teknls, site
r plam i Hasil talaah
' benghiiantariiin iald b, siies, C j dan data lalu linas A | s
|arimgan jalan dan rencana
panangsnan dampak,
Melaksanakan
veriflkaz|/pemerdkssan Bpangan Berits
7 apabila diperiukan dan ¢ ::i:tmmgnu;:[;;:n ¥ hari o
mendokumentasikan Kandisi 5 pemeriksaan
Ilntas ekuisting.
Menyusun hiasil penian dan
; 2
8 ﬂﬂﬂ: ::;;e::::;;:::; i t’II“h' PR RCATS 1 hari ::;mnunu
administrasi, telanh dan ver(filkasi oeh men pendukung tekmis
lapangan.
Melakukan reviu/persentast hasil
9 penilslan dan membefthan | r Oraft hasil penilaian 1 hati Hivsll reviia
arahary/perhaikan biia diperiukan,
Menerima hasi |
' penilaan/rekomendas! uniuk b Dokumen hasi 1M Rexomendas
pengeiahanpersetujuan seiunl penilaian/ rekomendis| disahkan
kowanangan,
| Menyampaikan hasi
31 pelavanan/rekomandagl Andalaiin Rekomendasl dan bukti T Hasil pelayanan
kepada pemehon/permiakarsa dan C j pEnyampaan diterima
mengarsipkan dokuinin,
NMencatat dan mendata tindak
lanjut pelaksansan
Regnter, [aparan dan Sesu Laporan tindak
12 "'““;:;:’;‘:“"m"::ﬂﬁ“ Aralabin 'O dokumern tindak lanjut kehutuban | lanjut HEW
berjenjang. 1 —

Catatan: Waktu p3da tabel merupokan standar interral dan dopat menyesuaikan kelengiapan dokumen, kompleksitas kegiatan, Kubutuhan koordinasi, serta hasil pemeriksaan tebnisfapangan.




Namor Sor PRTeOP - DISHUR |/ 2028

Tgl Pembiusatan 0% D 2300

Til Ryl

Tl Efektil 04 Fainmrs B0

Disahkan oleh WEPALS [HNAS FIRHUBLUNGAN KABLIFATEN
MNATUINA
LLAZE, SE

THETOA0T 198303 1 001
N SOP Rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Plat Kuning)
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DIMAS PERHUBUNGAN
BIDANG LALU LINTAS DN ANGRUTAN
Dasar Hukurm KIJIﬂf-IIMH Pelaksana

1, Undang-Undang Namar 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anghutan lalan

2 Paraturan Pemerintah Momar 37 Tahun 2017 tentang Eeselamatan Lalu Lintas dan Anglkutan
lalan.

3. Peraturan Menterl Perbubungan Nomaor PM Nomor 111 Tabun 2015 tentang Batas
fecepatan,

4 Paraturan Dherah Kabupaten Natuns Nomaor & Tehun 2023 tentirg Perubahan Atas
Peraturan Doerah Nomaor § Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Anghutan lalan,

1. flemillki pengstshian fuges dan fungs perizinan.
2, Memmabam| tugas Seksd Anglatan.

Penjelasan Singhkat

Peralatan/Pedangkapan

S0P ini mengatur langkah-langkah pelaksanaan pelayanan rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor [Plat Kuning), mulal darl penerimaan dan pemeriksean berkas sampal penerbiten dan
pergarsipan rekomendasi,

1 A Alat Tills Kamtor.

1. Komputer/Laptop.
3. Printes

Paringatin

Pencatatan dan Pendataan

1. Peloksena bertanggung jawab atas pelaksanain aktivltas yang tetah dibakukan dan
ditetapkan.

2 Penyimpangan atas muty baku, perlengkapan, wakiu maupun output merupakah bentuk
kegaguian yang harus dipertanggungfawabian.

3. S0P yvang tidak dllaksanakan dapat mengakibatkan pelayanan tidak sesual ketentuan.

1 Buku/Regiser,
2. Buku Laporam
1. Arsip Surat Aekomendakl




Pelalsana Murcu Balku
MO URAIAN PROSEDUR PERMOHON STAE KEPALA KEPALA WEPALA
Kalenghs Waktu Dutpat Keterangan
ADMIN DS BIDANG SEKSI Fan
L4 = i - 4 ™ - ) Fi) Tx
1 | Mengajukan  permohansn  rekomendas]  tanda Eerkas Fermohonan 10 menit Berias Tarverifikasl
namat kendaraan bermaotor (pFlat Kuning) beserta ( }
dokumen persyaratan kepada kepals Ginas.
2 | Menerima berkas permahonan dan memverifikasd Barkas Veriflkasl 10 menit Lempbar Disposisi
persyaratan yang harus dilengkapl olel pemohon
Apabila peryaratan belum lenghap, berkas dapat
dikembalikzn kepada pemaohon untuk dllergkapl.
3 | Menstima  berkas  persyaratan  permahonan X Berkas Parmiohonan 10 menit Dispiotlsi
rekemendasl  tanda nomor kendaraan bermoltor O
(mtat Wuning) dan mendisposisikan kepada kabld
4 | Menesma disposis|  darl kepala  dines  dan 4 Berksy Permahonian 10 menit Disposisl
meneruskan  kepada  Wepala  Seksl  untuk }
pemeriksaan [2bdh lanjul.
5 | Memeriksa kelengkapan  administrasl  dan Berkay rermohanan 20 manit Draft Surat
keseiualan porsyaratan permohonan Fekemendas
tanda nomor kendaraan {plat kuning), selnnjutnys i l
membust dan mengarahkan Kepada stal admin
ngar mengatik draft surat rekomendadl  tanda
nomar kendaraan barmaotor (plat kuning),
6 | Menerima kemball kelengkspan administrasl dan Dt Swrat 30 menit Draft Surat
parsyaratan  permohonsn rekomendasl tanda
namor kendaraan bermotor (plat kuning), dan Wampderfprinter
mengetlk draft surat rekomendasl  tands namar
kendaraan bermotor (plat kuning), selanjutnya
menyampalkan kepada kbepals seksi
7 | Mengajukan draft surat rekomendasi tanda nemar —{_"_I Draft surat reksmendasi | 30 menlt | Surat rekomendas| tanda
kendarsan bermotor (platl kiningl kepada Kepala O‘_r_“-‘ tanda nomar kerdaraan nomor kendaraan
bidang dan kepala dinas untuk diperiksa, diparaf bermator (pkat kunimg) bermator (plat kuring]
dan ditandatanganl
A | Memberkan penomoran dan mengaripkan surat l_..1 Surat rekomendasi tanda | 10 menit | Surat rekomendas: tanda
rakamendas| tandas nomaor kendaraan brmotor nomer kendarsan bermolor namor kendarasn
[phat kuning) {plat kuning) permotor (plat kuning)
o | Menerima sursl rekomendasi  tanda nomaor Sural rekomendasi tanda | 5menit Seless

kendaraan bermotar (plat kunkng)

nisrmar kéndaraan bermotor
| plat kuning]




'Q: A
PEMERINTAH KABLPATEN NATLINA

DINAS PERHUBLUNGAN
BIDANG LALL LINTAS DAMN ANGEUTAN

Marmor SOF E9SOP-DISHUB/ 2026
Tgl Pembuatan 1 Juniieet 2000
Tl Revisi
Tl Efektif Y Inminrs 2000
Oisahkan cdeh KEPALA DVNAS PERHUBUNGAN
PATEN NATUNA
L]
AT, SE-
1S670RGS 199304 1 001
Nama S0P PEMUNGUTAN RETRIBUSE PELAYANAN PENVEBERANGAN DHANG ATAL BARANG DENGAN
MENGGUNMAKAN KENDARAAN DI AIR

Dasar Hukum

Fualifikasi Pelaksara

1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Permbentuiian dan
susunan Perangkat Daerah;

2. Paraturan Daerah Kabupaten Matuna Nomor & Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Paraturan Daerah Nomar 2 Tahun 2018 TentsngPenyelenggaraan Lalu Untas dan Anghutan
Jarlam;

3. Peratuiran Daerah Kabupaten Matuna Nomar 15Tahun 2023 Tentang Pajak Daerahdan
Amtribuyi Daerah;

4 peratursn Bupat NatunaNoimor 2 Tahun 2023 tentang Susunan Organisas), Tugas dan Fungsl
Saria Tatn Ketja Dinas Perangkat Daerah;

5. Persturan Bupatl Matuns Momor # Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemunguitan Retribusi
Daerah,

1. Pengadministrasl Penerimaan

2. Memilikl Perigetahuan di Bidang Keuangan
3. Memilikl Keterampilan Kompiter

4, Seksl Anghutan,

Penjelasan Singrat

Petalatan/Perlenghapan

Pembuatan SOF Inimengatur 3ngkah-langkah yang dilakuksn aleh parusahaan/agen dalam
memungul karcs peryeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air ke
ls daerah tan pengawasan oleh Bidang Lalu Lintas dan Anghutan,

1. Alat Tz Kantor
2. Karcis Penyeberanagn
5 Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pelaksana bertangguny [awab atas pelaksanaan aktivitas yang tetah dibaukan dan
ditetapken;

2, Segaln baniuk penyimpangsnatas miitu babu terkall perlengapan, wakiu mawpun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan vang harus dipertanggunigfawabkan oleh pelaksana;

3. 5P ticlak dilaksunakan mengakibatian hilngnya potensl Pendapatan Daerah,

1. Buku Penyetomn Retribusi
2. Buku Laparan Pemyeberangasn




